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Dengan   adanya   ketentuan hak opsi, peradilan  agama  
bukan institusi utama yang dapat menjadi  wadah  

penyelesaian  perkara warisan  ummat  Islam, karena  
pengadilan  negeri juga berhak. Ketentuan adanya hak 

opsi dapat menimbulkan problema baru di kalangan 
para pihak yang bersengketa. Kesepakatan   para  pihak  

terhadap   pilihan  hukum  harus dilakukan  sebelum 
gugatan   diajukan   ke  suatu pengadilan.  Kesepakatan  

pilihan  hukum tersebut dapat dilakukan dengan    
berbagai cara di kalangan para pihak  yang bersengketa     

dengan batas waktu sebelum perkara tersebut    
diajukan gugatannya. Kesepakatan pilihan hukum     

sangat sulit dicapai bila penyelesaian persengketaan   
dilakukan  di pengadilan  dan sistern hukum yang dipilih   

merugikan  salah satu pihak yang bersengketa.
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PENGANTAR PENULIS

﷽
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkankehadirat Allah Swt, berkat kudrah dan inayahNyalah penulisdapat merampungkan buku ini. Shalawat dan salam penulissanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang menjadisumber pengetahuan bagi umatnya hingga akhir masa.Penulis sangat perlu mengucapkan terima kasihkepada semua pihak yang telah membantu penulis me-nyelesaikan penulisan buku ini, terutama untuk editor yangtelah bersusah payah mendeteksi kesalahan teknis buku ini,sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Terima kasih jugapenulis sampaikan kepada pihak penerbit SEARFIQH BandaAceh yang telah bersedia menerbitkan buku ini.Sistem hukum Islam dalam tata hukum nasionalbersifat pluralitas, penyelesaian kasus kewarisan dapatdilakukan berdasarkan tiga sistem hukum waris yangberbeda, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat danhokum waris perdata Barat. Ketentuan dalam ketigasistem tersebut sangat berbeda. Di kalangan ummatIslam, hukum waris Islam digunakan secara lebih luasdibanding kedua sistem hukum waris lainnya, hal inididasari pada fakta historis, karena sejak berkuasanyapara sultan kerajaan Islam, hukum waris Islam telahdisosialisasikan sehingga penyelesaian perkaranya di-laksanakan oleh pengadilan agama. Namun ketika



v

bercokolnya Pemerintah Hindia Belanda   dan pendudukanJepang, dengan kebijakan politik   yang diterapkan dinusantara penyelesaian perkara di kalangan ummatIslam dialihkan pada pengadilan negeri.. Kondisi iniberlangsung hingga diundangkan UU No. 7 tahun1989, kecuali di beberapa daerah yang pengamalanhukum Islam telah mengakar dalam masyarakat,penyelesaian perkara kewarisan tetap dilakukan dipengadilan agama.Ditetapkan UU No. 7 tahun 1989 dimaksudkanuntuk mengokohkan keberadaan eksistensi dankompetensi peradilan agama, namun   dalam PenjelasanUmum butir 2 alinea keenam telah mencuat suatupilihan hukum yang menjadi dasar legalitas hak opsi.Sehingga  dengan ketentuan seperti ini keberadaanpengadilan agama tidak dalam posisi yang dimaksudkanoleh UU ini sendiri.Dengan adanya ketentuan hak opsi,   peradilanagama bukan institusi utama yang dapat  menjadi wadahpenyelesaian perkara warisan ummat Islam, karenapengadilan negeri juga berhak. Ketentuan adanya hak opsidapat menimbulkan problema baru  di kalangan para pihakyang bersengketa. Kesepakatan para pihak terhadappilihan hukum harus dilakukan sebelum gugatan diajukanke suatu pengadilan. Kesepakatan pilihan hukum tersebutdapat dilakukan dengan berbagai cara di kalangan parapihak  yang bersengketa dengan batas waktu sebelumperkara tersebut diajukan gugatannya. Kesepakatanpilihan  hukum sangat sulit dicapai bila penyelesaianpersengketaan dilakukan  di pengadilan dan sistem hukum
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yang dipilih merugikan salah satu pihak yang bersengketa.Kesepakatan lebih sulit lagi dicapai bila persengketaantimbul tersebut telah berlarut-Iarut dan telah menimbul-kan konflik yang mendalam di kalangan ahli waris.Problema yang timbul tidak hanya terjadi  dikalangan ahli waris, tapi juga berimbas pada institusiperadilan yang dipilih.  Kondisi ini bisa muncul jikakesepakatan pilihan  hukum tidak dicapai namun gugatantetap diajukan, sehingga bisa muncul kemungkinan pihakyang digugat pada suatu institusi peradilan balasmenggugat pada institusi peradilan lain dengan  sistemhukum yang berbeda. Dalam kondisi  lain problema tetapmuncul jika pilihan hukum tersebut dicapai setelahperkara diajukan ke pengadilan agama dan ke pengadilannegeri.. Dalam hal ini di satu sisi hak opsi gugurdengan sendirinya. Karena ketentuan UU harus digunakansebelum perkara diajukan kesualu pengadilan. Di sisilain, berdasarkan ketentuan hukum  perdata kesepakatanpara pihak merupakan putusan yang harus di dahulukan,berarti d alam perspektif ini hak opsi tidak gugur,sehingga proses verbal yang sedang berlangsung disalah satu pengadilan harus dihentikan. Namun ketentuanini bertentangan dengan asas lex specialis derogat lex
generalis. Oleh karena  itu kebijakan tentang hak opsiini, menimbulkan kerancuan  dalam tata hukurn nasional,dan bahkan bertentangan dengan kebijakan yuridisyaitu untuk menjaga stabilitas sistem dan tata hukumdalam Negara  Republik Indonesia. 0leh karena itulangkah bijak yang seharusnya dilakukan oleh otoritas
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negara ini, yaitu menghilangkan kebijakan hak opsidalam hukum waris secara permanen dengan caramerevisi UU No. 7 tahun 1989.Penulis menyadari penulisan buku ini masih jauh darikesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari parapembaca sangat berguna untuk penulis di masa mendatang.

Banda Aceh, 19 Juni 2015Penulis

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
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PENGANTAR EDITOR 

  

 

 

 

 

Buku Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa 

Warisan di Indonesia, karya Dr. Muhammad Maulana, 

M. Ag, yang ada di tangan pembaca, merupakan salah 

satu karya yang tergolong karya yang penting dibaca 

oleh semua kalangan. Secara umum, masyarakat 

Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, namun 

Indonesia bukan merupakan negara Islam. Karena status 

yang demikian, maka Indonesia wajar tidak menjalankan 

hukum Islam sebagai hukum utamanya. Pada sisi lain, 

umat Islam secara normatif dituntut untuk melaksanakan 

hukum Islam sebagai kewajiban yang melekat bagi 

seorang muslim. Oleh karena itu, kajian dalam buku ini 

terutamanya tentang adanya hak untuk memilih hukum 

yang mana bagi seseorang ketika berhadapan dengan 

sengketa harta warisan, merupakan solusi untuk 

mengetahui sebatas mana dapat dijadikan opsi yang 

dapat dibenarkan,  sesuai dengan tuntutan dan 

tuntunan hukum Islam. 

 Pada level akademisi, buku ini merupakan 

salah satu referensi penting untuk mengkaji dinamika 

hukum di Indonesia. Kendatipun beberapa objek 

hukum yang dibahas dalam buku ini tidak berlaku 

lagi, namun tidak Berardi buku ini tidak layak lagi 
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untuk dikaji. Pada tataran kajian ilmiah, produk-

produk hukum tidak pernah dianggap expired, karena 

ia tetap menjadi bahan kajian ilmiah untuk 

membandingkan dengan produk hukum lainnya 

dalam berbagai segi dan aspeknya. Lebih dari itu, bagi 

kalangan akademik juga dituntut untuk tidak gersang 

referensi  penelitian dan bahan bacaan untuk 

pengembangan ilmiah akademik dan memperkuat 

wawasan, baik untuk kepentingan personal, 

kepentingan publik, maupun untuk kepentingan 

pengembangan diri dalam mengikuti proses 

pendidikan dan pengajaran di kampus mereka.  

Akhirnya, editor mengucapkan selamat bagi 

penulis, dan selamat bagi pembaca untuk  

memperoleh informasi dan wawasan dari buku ini. 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh, 19 Juni 2015 

Editor  

 

 

 

 

           Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si 
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BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahKeberadaan pengadilan agama di bumi Indonesia telahada sejak berkuasanya para sultan yang beragama Islam1walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.Adanya lembaga ini tentulah sangat urgen untuk mensolusiberbagai kasus yang timbul baik dalam perkara pidanamaupun perkara perdata. Pada hakikatnya keberadaanpengadilan agama dalam masyarakat bukan hanya sekedaruntuk memberi solusi tetapi juga sebagai wadah untukmengimplementasikan ajaran agama Islam sesuai denganperintah Allah SWT.
1 Di antara kesultanan Islam tersebut, di antaranya di SumateraKesultanan Aceh, Siak Indragiri, Deli dan Palembang. Di Pulau Jawamuncul Kesultanan Demak, Gresik, Cirebon dan Banten. Di Kalimantanmuncul Kesultanan Banjar, di Maluku didirikan Kesultanan Temate dan diSulawesi rnuncul Kesultanan Bugis. M. Yahya Harahap, "BeberapaPermasalahan Hukum Acara Peradilan Agama", dalam Mimbar Hukum,(Jakarta: Al-Hikmah, DITBINBAPERA, 1993), hal, 55. A. Basith Adnan,

Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu,1983), hal 31.



2 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgKetika kolonial Belanda menguasai wilayah nusantara,pengadilan agama hanya memiliki andil dan kewenangan yangmenjadi kompetensi absolutnya dalam lingkup bidang hukumperdata tertentu. Sehingga intervensi kolonial Belandakhususnya dalam penentuan kompetensi absolut pengadilanagama telah merenggut kewibawaan lembaga tersebut. Olehkarena itu lembaga peradilan di Indonesia sejak masa kolonialini, pemerintah Hindia Belanda telah memilah danmemisahkan antara peradilan umum dan peradilan agama.Kebijakan ini merupakan usaha kaum kolonialis agar dapatmengaplikasikan konsepsi hukum Belanda di lingkunganperadilan umum. Akhimya kompetensi peradilan agamamenjadi sedemikian sempit, hanya men-cakup masalahkeperdataan tertentu saja. Sedangkan di bidang hukum pidanasudah diterapkan rumusan hukum pidana Belanda (WvS).Sekarang rumusan hukum tersebut telah dirobah menjadiKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada masapenjajahan Jepang, kondisi tersebut tidak banyak mengalamiperubahan, hanya di beberapa daerah tertentu khusus untukpersoalan kewarisan dikembalikan lagi kewenangannya padapengadilan agama.Setelah merdeka, terjadi berbagai pergolakan politikyang berkepanjangan, dan ada rasa sentimen dari sebagianmasyarakat, yang juga berimbas pada lingkup kompetensiperadilan agama, sehingga kondisinya tidak bertambah baik.Berbagai kebijakan politik pemerintah negara Indonesiatentang peradilan agama berpengaruh langsung dalammenentukan kondisi dan peran peradilan agama untukpenyelesaian perkara hukum perdata tertentu yang di-butuhkan oleh masyarakat.
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I Pada awalnya beberapa kebijakan hukum pemerintahberdampak negatif terhadap eksistensi peradilan agamakarena kebijakan tersebut mempersempit cakupan kom-petensi  absolutnya.   Beberapa  ketentuan   perundang-undangan menetapkan institusi peradilan  agama tidak di-butuhkan dalam tatanan hukum nasional. Namun ke-tentuanini tidak berlaku efektif karena  ditentang  oleh sebagian besartokoh  ummat  Islam. Kemudian kebijakan tersebut di-perlunak dengan  menetapkan  bahwa   khusus   untuksengketa kewarisan dijadikan kompetensi absolut  peradilanumum. Berarti peradilan agama tidak berwenang lagi me-nangani perkara kewarisan yang terjadi di kalangan umatIslam. Di beberapa  daerah penerapan ketentuan hukum yangmerugikan ummat Islam tidak  dapat  diterapkan sepenuhnyadan tidak berlaku  secara efektif.Seperti  di   Aceh  misalnya,  karena  peradilan agamamasih saja menangani perkara  warisan yang terjadi  dikalangan  ummat Islam.   Hal  ini didukung sepenuhnya  olehkeinginan masyarakat  muslim yang  lebih condong padapenerapan hukum Islam. Akibatnya timbullah semacampertentangan terselubung antara peradilan agama danperadilan umum.Tetapi pada dekade  terakhir rezim Orde Baru, ditetap-kanlah sebuah undang-undang yang sangat  fundamentalterhadap eksistensi  dan kompetensi absolut peradilan  agamayaitu  UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Walaupun  demikian  ternyata  UU  ini tidak  sepenuhnyapunya atensi keberpihakan terhadap  kompetensi absolutperadilan agama, karena terlihat masih  adanya  dualismehukum  dengan menetapkan kemungkinan pilihan hukum



4 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agatau hak opsi dalam hukum kewarisaan yang dapat di-gunakan oleh para pihak yang bersengketa.Tulisan ini akan membahas tentang hak opsi dalamperkara warisan yang terjadi di Indonesia. Kajian inidifokuskan pada segi teoritisnya, karena dengan adanya hakopsi dalam perkara warisan terbentanglah suatu dilematersendiri mengimpletasikan Syari'at Islam di Indonesia,dan lebih jauh lagi dapat melemahkan keberadaan peradilanagama dan kompetensi absolut yang menjadi lingkupwewenangnya.
Hak opsi dalam perkara  kewarisan, merupakan ke-tentuan hukum baru yang diaplikasikan dalarn rnasyarakatIndonesia yang mayoritas muslim. Konsepsi dasar tentang

hak opsi tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang No. 7tahun 1989, dijumpai dalam bagian Penjelasan UmumAngka 2
Alinea Ke- enam yang berbunyi : Sehubungan dengan hal
tersebut, para pihak sebelum perkara dapat mem-
pertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan
dipergunakan dalam pembagian warisan.Ketentuan tentang hak opsi ini didahului oleh kalimatalinea ke-lima yang menegaskan bahwa yang dimaksuddengan bidang hukum kewarisan yang menjadi ke-wenangan peradilan agama mengadili perkaranya bagimereka yang beragama Islam meliputi aspek hukum pe-nentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan hartapeninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli warisdan pelaksanaan pembagian harta peninggalan bila manapewansan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.Penjelasan inilah yang ditimpali alinea ke-enamdengan memberi peluang hak opsi, yaitu ahli waris dapatmemilih hukum warisan apa yang mereka sukai untuk



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 5menyelesaikan masalah warisan yang sedang di-hadapi.Dengan adanya ketentuan hak opsi yang ditegas-kan dalamPenjelasan Umum tersebut bagi para pihak yang berperkara.Berarti mereka diberi keleluasaan untuk me-milih hukumwarisan yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan pembagian hartawarisan. Adapun sistem hukum yang dapat dipilih adalahsistem hukum yang hidup dalam tata hukum nasionalIndonesia, yaitu ada tiga sistem hukum yang berlaku yaitu:sistem hukum perdata Barat, sistem hukum adat, dansistem hukum Islam.2Jika hak opsi yang ditentukan dalam penjelasanumum dihubungkan dengan sistem tata hukum yangdimaksud, berarti UU telah memberi kebebasan kepadamasyarakat pencari keadilan untuk menentukan pilihanhukum kepada salah satu sistem tata hukum yangberlaku. Oleh karena itu ahli waris berhak untuk memilihsalah satu sistem hukum yang dianggapnya lebih baik.Tampaknya keberadaan hak opsi ini telah mem-persempit kembali kompetensi peradilan agama, karenaseharusnya kasus tentang kewarisan diselesaikan dipengadilan agama dengan menggunakan sistem hukumIslam bagi penganut agama Islam yang merupakan pen-duduk mayoritas di Indonesia.Dengan menggunakan hukum Islam berarti telahKewenangan mengadili suatu kasus kewarisan sejakzaman penjajahan Belanda hingga diundangkan UU No. 7tahun  1989 telah menjadi dilema tersendiri antar peradilan
2 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan

Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 162.



6 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agumum dengan peradilan agama, bahkan  dengan ketentuanhak opsi dalam UU No. 7 tahun 1989 pergumulan antarkedua lembaga tersebut akan terus berkelanjutan. Karenadalam UU No. 7 tahun 1989 tersebut memberikesempatan untuk terjadinya konflik, walaupun jalan untukditempuh agar sampai pada arbitrase mungkin sajaterjadi dengan memposisikan Mahkamah Agung sebagai
arbitrator. Namun kondisi yang tidak sehat khususnyadalam menstabilkan tata hukum nasional terjadi jugadengan memperpanjang pergumulan antar system hukumdan berbagai kelompok dalam masyarakat yang punyaberbagai visi.Memang kebijakan penetapan hukum di Indonesiatidak dapat dihindari sering mengundang perdebatan yangkeras bahkan kadangkala menimbulkan pergolakan diantara berbagai kelompok. Seharusnya para pembuatkebijakan dapat mengambil langkah arif dan konstruktifdalam menyelesaikan ketimpangan yang terjadi, dansebagian ketetapan hukum yang merugikan bagi tatanandan stabilitas masyarakat harus direkonstruksi.3Hak opsi dalam hukum kewarisan yang ditetapkanUU No. 7 tahun 1989, dalam pelaksanaannya akan me-nimbulkan problema tersendiri baik dalam menyelesaikanproblema itu sendiri maupun  dalam berencana dari segiperspektif hukum acara.Kesulitan menyelesaikan perkara atau kasus warisandengan adanya hak opsi itu, bukan hanya dialami olehmasyarakat yang sedang mempersengketa-kan hartawarisan namun juga bagi peradilan agama dan peradilan

3 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: INlS, 1998), hal. 98.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 7umum. Akibatnya kesulitan tersebut dapat menimbulkanekses yang merugikan masyarakat.Oleh karena itu, dengan paparan latar belakangmasalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secaralebih mendalam tentang hak opsi dan keberadaannyadalam tata  hukum waris. Adapun fokus yang menjadip.ertanyaan pokok sebagai basis pembahasan karya ini,yaitu: Apa dampak penetapan hak opsi dalam Undang-Undang No. 7  tahun   1989 terhadap kompetensi absolutperadilan agama dan kewenangannya untuk mengadiliparkara warisan, serta apa problema yang mungkinterjadi di lingkungan peradilan agama dan peradilan umumsetelah penetapan dan penerapan hak opsi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dalam menyelesaikan perkarawarisan?
B. Kajian KepustakaanSetelah penulis telusuri  dalam berbagai Iiteraturterutama dalam masalah hukum di Indonesia. temyatatentang hak opsi dalam perkara kewarisan belum adapembahasan yang memadai, pada hal masalah hak opsiini problemanya sangat mendasar bagi eksistensi dankompetensi peradilan agama. Penulis hanya menemukanpembahasan tentang hak opsi dalam buku berjudul
Kedudukan, kewenangan  dan Acara Peradilan Agama UU
No. 7 tahun 1989 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap.Namun pembahasannya tidak hanya difokuskan pada hakopsi saja karena buku tersebut  lebih banyak menjelaskantentang peradilan agama secara umum setelah ditetapkanUU No. 7 tahun 1989.



8 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgPenulis lainnya yang juga membahas tentangperadilan agama dan kewenangan mengadilinya, diantaranya Mohammad Daud Ali, bukunya berjudul Hukum
Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, dalan buku   inipembahasan juga mencakup tentang kompetensi absolutperadilan agama seperti masalah warisan dan altematif laindalam menginterpretsikan hak opsi. Cik Hasan Bisri,dalam bukunya yang berjudul Pengadilan Agama di
Indonesia, juga membahas tentang keberadaan dan ke-wenangan pengadilan agama, dalam buku ini juga di-bahas   tentang latar belakang munculnya opsi dalamperkara warisan..Penulis juga menemukan beberapa artikel dalam
Mimbar Hukum yang diterbitkan oleh Al-Hikmah danDITBINBAPERA Islam tentang persoalan hak opsi yangditetapkan dalam UU NO. 7 tahun 1987 dan dalam tulisanlainnya seperti karya Bustanul Arifin yang berjudul
Pelembagaan Hukum Di Indonesia, dan beberapa literaturlainnya yang relevan dengan pembahasan karya ini.Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajitentang hak opsi dalam perkara kewarisan ini secara lebihmendalam, baik keberadaannya terhadap kompetensiabsolut peradilan agama maupun problema lainnya yangmuncul di lingkungan pengadilan agama dan pengadilannegeri seandainya hak opsi ini digunakan oleh para ahliwaris yang bersengketa.
C. Tujuan PengkajianTujuan penulisannya yaitu untuk mengetahuikeberadaan hak opsi secara normatif terhadap peradilanagama dan kewenangan mengadilinya. Pengkajian ini di-



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 9maksudkan untuk  mengetahui dan menyelami secaralebih mendalam beberapa kesulitan yang bisa saja timbuldalam menyelesaikan perkara warisan yang disebabkanadanya hak  opsi, baik yang dialami oleh para pihak yangberperkara maupun kendala yang dialami oleh lembagaperadilan agama maupun peradilan umum. Dalamanalisisnya ingin melihat pergumulan antara hukum warisIslam, hukum waris adat dan hukum waris PerdataBarat yang diakui keberadaannya dalam tata hukumnasional Indonesia.
D. Metode PengkajianDalam penyelesaian karya ini, penulis mengadakanpenelitian yang bersifat kepustakaan. Untuk mendapatkandata-data yang diperlukan maka penulis akan mengkaji-nya melalui   penelusuran beberapa bacaan yang punyarelevansi dengan fokus permasalahan yang akan dibahasini. Terutama mengkaji dan menganalisis Undang-UndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadidasar penetapan hak opsi dalam penyelesaian sengketamengenai kewarisan di Indonesia. Undang-Undang tersebutmenjadi sumber primer dalam kajian ini. Sedangkanmetode pembahasannya, penulis  menggunakan metode
deskriptif analisis.Untuk menghasilkan analisis  secara detail, sehinggapembahasan tentang masalah hak opsi dalam kewarisandapat dilakukan dengan baik dan terarah maka akan di-tempuh langkah-langkah pengkajian sebagai berikut:
Pertama: melakukan pengkajian kepustakaan terhadapliteratur yang menjadi pegangan, agar diperoleh data



10 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agtentang hak opsi dalam penyelesaian masalah kewarisan,kompetensi absolut peradilan agama, dan konsepsiwarisan dalamtata hukum nasional Indonesia.
Kedua : data-data tersebut diteliti dan dianalisis satupersatu selanjutnya ditarik konklusi untuk dapat ditentukandata yang aktual dan faktual.

&&
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BAGIAN KEDUA
KETENTUAN WARISAN
DALAM TATA HUKUM NASIONAL

A. Warisan dalam Sistem Hukum IslamDalam sistem4 Hukum Islam telah diletakkan dasar-dasar aturan kewarisan dan hukum mengenai harta bendadengan sebaik-baiknya, Agama Islam telah menetapkanmelalui syariatnya bahwa hak milik seseorang atas harta,baik harta milik laki-laki maupun perempuan harus
4Dibedakan tata dan sistem hukum karena tata hukummerupakan aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupasehingga me-mudahkan untuk menemukannya ketika terjadi peristiwahukum dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaiannya. Dikutipdari J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1992), hal. 4. Jadi tata hukum di sini diartikan dalam makna yanglebih luas daripada sistem hukum. Tata hukum diartikan sebagai normayang diakui masyarakat sehingga dipertahankan oleh otoritas yang diakuimasyarakat. Sedangkan sistem hukum merupakan suatu susunan atautatatan teratur dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri daribagian-bagian saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuktotalitas, Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa,1990), hal. 84. Jadi sistem hukum berupa keseluruhan aturan dan proseduryang spesifik yang dapat dibeda-bedakan ciri-ciri  dan kaedah-kaedahsosial dari sistem yang lain pada umumnya dan secara relatif konsistenditerapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional gunamengendalikan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.



12 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmelalui aturan hukum. Seperti perpindahan hak milik saatmasih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warissetelah meninggal dunia. Islam tidak membedakan hak anakkecil dengan hak orang dewasa, karena aturan tentangpembagian tersebut pada dasarnya telah diterang-kansecara gamblang dalam al-Qur'an tentang bagian-bagiantertentu untuk masing-masing pewaris.5Dalam fiqh Islam istilah untuk warisan adalah
tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang
setelah meninggal dunia baik berupa harta maupun hak-
hak kebendaan. Oleh karena itu ilmu waris atau ilmu··
fara’id diartikan dengan kaidah-kaidah untuk memahami
dan menetapkan orang-orang yang menjadi ahli waris
sehingga berhak mendapat bagian dari harta warisan.6

Harta atau hak atas harta yang menjadi objek warisan
yaitu segala yang dimiliki oleh pewaris sebelum dia
meninggal dunia. Objek berupa benda maupun hutang
atau pun hak atas harta, seperti hak usaha, hak khiyar dalam
jual beli, hak menerima ganti rugi atau qisas dalam jinayah
- manakala  ia menjadi wali bagi seseorang yang mati
terbunuh. Misalnya anaknya dibunuh oleh seseorang
kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum ia
menuntut qisas atas kematian tersebut. Sehingga hak

5Dalam kasus-kasus tertentu para ulama maihab harus berijtihaddalam penetapan hukum dan bagian-bagian tertentu untuk ahli wariskarena penyelesaiannya tidak dirumuskan secara konkrit dalam Al Qur'andan hadis.6Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islam: Wa Adillatuh; . Juz. VIII,(Bairut : Dar al-Fikr, 1989), hal. 243.
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qisasnya berubah menjadi ganti rugi ataupun diyat.7 Bila
walinya setuju dengan diyat tersebut - maka diyat yang
diambil dari pembunuh hukumnya sama dengan seluruh
harta peninggalan lainnya, diwarisi oleh semua pihak
warisan.Terrnasuk piutang yang dibayar setelah pewarismeninggal dunia.

Menurut Syari’at Islam syarat untuk menjadi ahli waris
dan menerima warisan merupakan hal mutlak yang diperlukan.
Tanpa ada syarat tersebut maka harta warisan tidak mungkin
dibagi dan diberikan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai
berikut:

a. Nasab (kekerabatan)Kekerabatan adalah hubungan antara orang yangmewarisi dengan ahli waris  disebabkan  hubungan darahatau kelahiran kekerabatan merupakan hak mempusakaiyang hakiki dan terkuat karena unsur pertalian darahadalah unsur yang tidak dapat dihilangkan.8 Pewarisan meialuicara ini ada tiga cara yaitu Ashabu al-Furud, "asabah, dan zaw
al-Arham.b. Ikatan perkawinanPerkawinan yang menjadi sebab memperolehwarisan adalah perkawinan yang sah menurut Islam dansaat pewaris meninggal dunia yang menerima warisan -

7Muhammad  Jawad, al-Mughiyah, Fiqh Lima Mazhab, (terj.Masykur AB, dkk),  (Jakarta: Liter Antar Nusa,1999),hal. 540.8Sihabuddin Al-Qulyuby dan 'Umairah, Qulyubi wa "Umairah, Juzu'III, (Beirut: Dar al-Ihya Kutubi al-'Araby, tt.), hal. 150, Wahbah al-Zuhaily,
Al-Fiqh…,hal. 249.



14 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agbaik istri maupun suami-masih   tetap dalam jalinan ikatanperkawinan tersebut.9.
c. Hubungan Wala'Para  fuqaha membagi hubungan wala' kepada duabagian yaitu: wala' al-'Itqi (hubungan antara yang memerde-kakan dengan yang dimerdekakan) dan wala 'u al-muwalah(hubungan yang disebabkan oleh sumpah, yang didasar-kan pada praktek khalifah 'Umar Ibn Khattab, 'Ah IbnAbi Thalib10 dan sahabat-sahabat lain).
1. Ahli waris menurut IslamJumlah kelompok ahli waris yang memperolehpusaka ada 25 kelompok, 15 kelompok dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihaklaki-laki, yaitu:1. Anak laki-laki;2. Cucu dari anak laki-laki;3. Ayah;4. Saudara laki-laki sekandung;5. Saudara  laki-laki seayah;6. Saudara  laki-laki seibu;7. Anak saudara laki-laki sekandung;8. Anak saudara laki-laki seayah;9. Anak saudara laki-laki seibu;10. Paman atau saudara ayah sekandung;11. Paman atau saudara ayah seibu;

9 T.M. Hasbi al-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pustaka RizkiPutra,  1997),  hal. 32.  Lihat juga Muhammad  Jawad al-Mughniyah, Fiqh
Lima ..., hal. 540.10Ibid., hal. 541



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 1512. Anak laki-laki paman sekandung;13. Anak laki-laki paman seayah;14. Suami15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.11Ahli waris dari pihak perempuan yaitu:1. Anak perempuan;2. Cucu perempuari dari anak laki-laki;3. Ibu;4. Nenek dari pihak ayah;5. Nenek dari pihak ibu;6. Saudara perempuan sekandung;7. Saudara  perempuan seayah;8. Saudara perempuan seibu;9. lstri;10. Orang  Perempuan yang memerdekakan budak.12Jika kedua puluh lima kelompok ahli waris tersebutdi atas ada semuanya, maka yang berhak mendapatwarisan yaitu:1. Suami;2. Istri;3. Ayah;
4.. lbu;
5. Anak laki-laki dan/atau anak perempuan.13

11 Muhammad Ali Al-Sabuni, Hukum Waris Menurut Ajaran Islam,(terj. Zaid Husain Al-amid), (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1388 H), hal. 38.Dengan versi yang agak berbeda  pada penomoran urutan ahli warisyang dipaparkan oleh Ibnu Rusyd, dalam buku Ibnu Rusyd, Bidayat Al-
Mujtahid, Juz. III, (Semarang: Syifa, 1990), hal.462.12Muhammad Ali Ash-Sabuni, Hukum ... , hal. 39. Ibn Hazm, Al-
Muhalla bi al-Asar, Juz VlII, (Beirut: Dar al-Kutub.. al-‘ilmiah, tt.), hal. 263.13 Mustafa Dibu al-Bigha, Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i (terj. M.Rifa'i dan Baghawi Masudi, (Semarang: Cahaya lndah, 1986.), hal. 230.



16 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgPembagian harta pusaka yang ditetapkan dalamkitab Allah besar bagiannya ada 6 macam, yang merupakan
furud al-muqaddarah, yaitu:1). 1/2 2). 1/4 3). 1/8 4).  2/3,   5). 1/3, 6). 1/6Kelompok yang berhak mendapat 1/2 ada limakelompok yaitu :1. Anak perempuan tunggal dalam keadaan  pewaris  tidakmempunyai  anak laki-laki  yang masih hidup.2.  Cucu perempuan tunggal dalam keadaan  pewaris  tidakmempunyai  anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki dari  anak  laki-laki.3. Seorang saudara kandung dalam  keadaan si pewaris tidakpunya anak laki-laki, anak perempuan  dan cucuperempuan  dari anak laki-laki.4. Saudara perempuan  seayah   dalam   keadaan   si pewaristidak punya anak laki-laki, anak perempuan,     cucu   laki-laki, cucu   perempuan, saudara perempuan atau saudaralaki-laki  sekandung,   saudara  laki-laki  seayah.5. Suami apabila tidak ada anak laki-laki, anak perempuan,cucu laki-laki atau cucu perempuan.14

Yang mendapat 1/4 ada dua kelompok yaitu:1. Suami apabila ada anak laki-laki atau anak perempuan,cucu laki-laki atau cucu perempuan.2. Istri apabila tidak ada anak laki-laki atau anakperempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan.Bagian istri yang 1/4 tersebut baik satu istri maupunlebih.15
14 Ibid., hal. 234, Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh…, hal. 290.15Ibid., hal. 135.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 17Golongan yang mendapat 1/8 yaitu istri bila adaanak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki ataucucu perempuan.16Golongan yang mendapat 2/3 yaitu:1. Dua anak perempuan  atau  lebih, apabila   tidak   adaanak laki-laki.2. Dua cucu  perempuan  dari  anak   laki-laki,   apa-bila tidakada anak laki-laki atau anak perempuan,   cucu laki-laki.3. Dua  saudara  perempuan  kandung  atau lebih,  apabilatidak ada anak laki- laki  atau  anak  perempuan, cuculaki-laki atau cucu perempuan,   saudara laki-laki  atausaudara   perempuan   se-kandung,  saudara  laki seayah,ayah,  dan kakek.17Golongan yang mendapat 1/3 ada 2 kelompokyaitu:1. Ibu bila tidak ada anak laki-1aki atau anakperempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan dantidak ada 2 orang atau lebih saudara laki-laki atausaudara perempuan sekandung, saudara seayah atausaudara seibu.
2. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu,dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki,cucu laki-laki atau perempuan, ayah, saudara laki-laki  atau saudara  perempuan sekandung, dan tidakada saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah,kakek.18Ahli waris yang mendapat 1/6 yaitu:

16 Ibid17 Ibid., hal. 23618Ibid., hal. 237



18 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag1. Ibu bila tidak anak  laki-laki  atau anak perempuan,dan saudara  dua atau lebih.2. Nenek bila tidak  ada ibu3. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila ada seoranganak perempuan, tidak ada anak laki-laki, cucu laki-lakidari anak laki-laki.4. Satu saudara perempuan seayah, apabila ada seorang,saudara perempuan sekandung dan tidak ada anaklaki-laki atau anak perempuan,   cucu laki-laki atau cucuperempuan dan ayah.5. Ayah, apabila   bersama  anak laki-laki    atau cucu laki-laki  dari  anak laki- laki.6. Kakek apabila  tidak ada ayah7. Seorang  saudara laki-laki  atau saudara  perempuanseibu ketika tidak ada anak laki-laki  atau perempuan,cucu laki-laki  atau cucu perempuan, tidak ada ayah ataukakek.19Pewarisan selain melalui furuq' al-muqaddarah jugadapat dilakukan melalui cara 'Asabah. 'Asabah menurut istilahyaitu ahli waris yang menerima semua harta warisan (tidakada ahli waris dalam katagori zaw al-furud), dan menerimakelebihan dari harta yang dibagikan apabila ia tidak sendiri-an. 20Di antara keseluruhan ahli waris ada yang telahditentukan bahagian yang didapatinya dari harta pe-ninggalan, ada pula yang tidak ditentukan .besar kecilnyabagian mereka. Dalam posisi ini mereka dapat mem-
19 Ibid., hal. 238.20 Ibn Rusyd, Bidayat,..... hal. 470. N.J. Caulson, Succession in

the Muslim Family, (New York: Cambridge University Press, 1971), hal.33.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 19peroleh seluruh harta dan bisa saja tidak memperolehnyasama ·sekali, mereka inilah yang digolongkan   dalam 'asabah.

Jenis-jenis 'Asabah ada 2 macam, yaitu:1.. 'Asabah bi nafsih dari golongan  kerabat laki-laki yangdipertalikan pada orang meninggal tanpa diselingikelompok perempuan, katagori ‘ashabah ini ada 4katagori, yaitu:a. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-lakiterus ke bawah.b. Ayah atau kakek dan seterusnya.c. Saudara kandung dan anak laki-laki dari saudarakandung dan seterusnya.d. Keturunan dari kakek betapapun tingginya, sepertipaman kandung atau seayah, anak laki-laki dari pamanbetapapun rendahnya urutan tersebut.212. 'Asabah Ma'a Ghairih yaitu bagian untuk setiap perempuanyang memerlukan orang lain untuk menjadikannyasebagai penerima 'asabah. Tetapi orang lain tersebuttidak bersarikat dalam menerima "asabah.
'Asabah ini hanya berjumlah 2 orang saja dari

ashdbu al-furud, yaitu:a. Saudara  perempuan kandung  baik seorang maupunlebih bersama dengan anak perempuan atau anakperempuan dari anak laki-laki.b. Seorang saudara perempuan seayah atau lebihbersama dengan anak perempuan, atau anak perempuandari anak laki-laki.22
21 Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hal.340.



20 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag3. 'Asabah bi Ghairih ialah setiap perempuan yang me-merlukan kepada orang lain untuk menjadi ‘asabahdan untuk bersama menerima ‘asabah tersebut, adaempat orang yaitu :a. Anak perempuan kandungb. Cucu perempuan dari anak laki-lakic. Saudara kandungd. Saudara perempuan seayah.23Cara pembagian 'asabah ini sesuai dengan urutanyang terdekat dengan si pewaris, yaitu:1. Anak laki-laki2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki3.  Ayah4. Kakek dan seterusnya5.  Saudara laki-laki  sekandung6.  Saudara laki-laki   seayah7.  Anak laki-laki  dari saudara kandung8.  Anak laki-laki   dari saudara seayah9. Paman sekandung dengan Bapak10.  Paman seayah dengan Bapak11.  Anak laki-laki    paman sekandung12.  Anak laki-laki  paman sebapak13. Laki yang memerdekakan14. Perempuan yang memerdekakan.
22 Ibid. hal. 347.23 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh…, hal. .337
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2. Dasar HukumWaris dalam IslamPengelompokan ahli waris dan bagian yang diterimaoleh masmg-masing ahli waris tersebut merupakan ketentuanyang telah ditetapkan Allah SWT. Adapun ayat-ayat pokokdalam masalah kewarisan, yaitu:Q.S. Al-Nisa’: 11:
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنـثـيـين فإن كن نساء فـوق اثـنـتـين  ِيوصيكم ا ِ َّْ َْ ََْ َ ْ َ ًَ َ ِ ِ َِّ ُ َ ُْ ِ َ َ ُُْ ْ ّ ُ ْ ِ ِ ْ ُِ ََْ ِ َّ ُ ُ ِ

ْفـلهن ثـلثا ما تـرك وإن كانت  َ ََ َّْ َِ َ َ َ َُ َُ ُ َواحدة فـلها النصف ولأبـويه لكل واحد منـهما َ َ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِِّ ُ ْ َََ ِ ُ ْ ّ ََ ً َ
ِالسدس مما تـرك إ َ َ َُ َِّ ُ ْن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبـواه فلأمه الثـلث فإن ُّ ْ ِْ َِ َ َُ ُُّ ُِ ِّ ُ ِْ ََ ْ ََ ُ ُ َُ َ َ َ َِ َ َ َ ٌَ ٌ َُ َ َ

ؤكم وأبـناؤكم لا  ا أو دين آ َكان له إخوة فلأمه السدس من بـعد وصية يوصي  ْ ُْ ُ َُ َُْ َْ ََ ََ ُ َ َْ ٍ َ ْْ َِ ِ ٍِ ِ ِ َِّ ٌِ ِْ ُ ُ ُّ ُّ َ َ ِ ُ َ َ
ُتدرون أيـهم أقـرب لك َ ُ َ َْ َْ ُ ُّ َ ُْ كان عليما حكيماَ إن ا ًم نـفعا فريضة من ا ًِ َِ َِ َ َ َ َّْ ََّّ ِ ِ َ ً ََ َِ ً ْArtinya: Allah mensyari'atkan bagi kamu tentang(pembagian  pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitubagian seorang   anak lelaki  sama  dengan bagiandua  orang   anak  perempuan, dan jika anak itusemuanya perempuan lebih dari dua, maka bagimereka  dua pertiga  dari harta yang  ditinggalkan,jika   anak perempuan itu seorang saja maka iamemperoleh separoh harta, dan untuk  dua   orangibu bapak, bagi masing-masingnya seperenamdari harta yang ditinggalkan, jika yang  meninggalitu  mempunyai   anak,  jika  orang yang meninggalitu  tidak mempunyai   anak   dan ia diwarisi   olehibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatsepertiga; jika yang  meninggal itu mempunyaibeberapa saudara, maka ibunya mendapat  seper-



22 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agenam. (Pembagian-pembagian tersebut   di   atas)sesudah  dipenuhi  wasiat yang  ia buat  atau (dan)sesudah dibayar hutangnya. Tentang) orang tuamudan anak-anakmu, kamu  tidak mengetahui    siapadi antara mereka yang lebih dekat (banyak)manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dariAllah. Sesungguhnya Allah Maha  Mengetahui  lagiMaha Bijaksana.Dalam   ayat  di  atas  Allah   menetapkan   bagianharta warisan  untuk anak-anak   baik anak laki-laki  maupunanak perempuan,  bagian anak laki-laki sebanyak  bagian  2orang  anak perempuan.Al-Tabary menjelaskan  bahwa lafaz awlad   (jamak)dan walad (mufrad) memiliki makna   untuk   anak   laki-laki  dan anak perempuan,  baik yang besar maupun yang
kecil. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa anak perempuan tidak
berhak  mendapat  bagian yang lebih dari ketentuan ayat di
atas, yaitu 1/2 bila sendiri, dan 2/3 bila 2 orang atau lebih24.Untuk ibu dan bapak, masing-masingmereka  men-dapat 1/6 dari harta peninggalan kalau si pewaris me-ninggalkan anak.  Bila  pewaris  tidak meninggalkan  anakmaka ibu berhak mendapat 1/3 harta dan bapak  menjadi‘asabah. Jika  si  pewaris tidak meninggalkan   anak  danhanya saudara  saja maka saudara mendapat 1/2 dari harta.Ibu hanya mendapat l /6  dari  harta warisan  sedangkansisa  harta tersebut  diterima  oleh  bapak  sebagai    'asabah.

24Al-Tabary, Tafsir Al-Tabary, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978),
hat 28.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 23Lafaz     al- 'ab di atas berbentuk tathniyyah,  menurutIbnu   'Araby lafaz tersebut   tidak   mencakup  leluhur  diatas orang tua seperti kakek25.  Pemberian hak     warisanuntuk  kakek dan  nenek   dalam   persepsi    sahabat    bukanberdasarkan   ayat di atas tapi berdasarkan  hadis.3. QS. Al-Nisa’ ayat 12:
ِولكم نصف ما تـرك أزواجكم إ ْ ُْ ُُ ََ ََْ َ ََ ُ ْ ِ ُن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فـلكم الربع َ ُ ْ َُّ ٌ َ ٌُ ُ ََُ ََ ََ ََّ َ َُّ َُ َ َْ ِْ ْ

ا أو دين ولهن الربع مما تـركتم إن لم يكن لكم  ْمما تـركن من بـعد وصية يوصين  ُْ َُ ْ َ ُ ُ َ َْْ َْ ِ ُ ْ َّ َْ ََ ََّ َِّ ُِ ُّ َُّ َ ٍَ ْ َ َْ َِ َ ِ ٍِ ِِ ْ َ
ُولد فإن كان لكم ولد فـلهن الثمن ُ َ َُّ َّ َُ ََ ٌَ َ ٌَ َ َْ ُ ْ ا أو دين ِ ٍمما تـركتم من بـعد وصية توصون  ْ َ َْ َ ُِ َ ُ ٍَ َِّ ِْ َ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َِّ

ُوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منـهما السدس  َُ ُّ َْ َ َ َ َ َُ ِ ٍِ ِِّ ُ َ ٌ ْ ُ َ َ َ َْ ٌ ُ َ ٌَ ْ ِ ً َ َْ َُ ُ ٌُ َ ِ
ْفإن كانوا أكثـر من ذلك فـهم شركاء في الثـلث من  ِْ ِِ ُُّ ِ ُ َ ََ ُ ْ ُ َ ََ ََِ َ ْ َ ُ ْ ا أو دين ِ ٍبـعد وصية يوصى  ْ َ َْ َ َِ ُ ٍََّ ِ َ ِ ْ

عليم حليم وا ٌغيـر مضار وصية من ا ٌ ُِ َِ َُ َّ ََّ َِ َ ِ ً َّ ِ ٍّ َ َ َْArtinya: Dan bagimu   (suami-suami)    seperdua   dari hartayang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,  jika  merekatidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu i.tumempunyai anak, maka kamu mendapat seper-empat dari harta   yang  ditinggalkannya  sesudahdipenuhi  wasiat  yang mereka   buat atau (dan)sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperolehseperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamutidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu   mempunyaianak, maka para isteri memperoleh  seperdelapan
25 Ibn Arabi, Ahkam al-Qur'an, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'

Araby), hal 337.



24 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agdari harta yang kamu tinggalkan sesudah    dipenuhiwasiat  yang kamu buat atau (dan)  sesudah dibayarhutang-hutangmu.  Jika seseorang mati baik laki-lakimaupun perempuan  yang tidak   meninggalkanayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi  mem-punyai seorang  saudara laki-laki (seibu   saja)  atauseorang   saudara  perempuan   (seibu saja), makabagi  masing-masing dari kedua jenis saudara  ituseperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara  seibuitu lebih dari seorang, maka mereka bersekutudalam yang sepertiga itu, sesudah   dipenuhi wasiatyang dibuat olehnya atau sesudah dibayarhutangnya dengan tidak memberi mudharat(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yangdemikian  itu sebagai)  syari'at  yang benar-benardari  Allah, dan Allah Maha Mengetahui  lagi MahaPenyantun.Penunjukan ayat ini menyatakan, bahwa suamimendapat 1/2   harta warisan     dari  istrinya  bila  istri  tidakmeninggalkan  anak,  tetapi  bila  istri mempunyai anak,  makasuami hanya berhak memperoleh  bagian  warisannya 1/4saja. Sedangkan  istri hanya mendapat ¼ harta dari mendiangsuaminya bila suami tidak punya anak, bila suami meninggal-kan  anak maka istri mendapat bagian  warisannya  sebanyak1 /8 dari harta.Jika seseorang meninggal dunia baik laki-laki  maupunperempuan dan meninggalkan harta warisan sedangkanpewarisnya hanya saudara saja-baik laki-laki maupunperempuan maka masing-masing saudara rnendapat 1/6 dariharta warisan, tapi jika jumlah saudara lebih dari dua orangmaka mereka mendapat 1 /3 bagian dari harta warisan.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 25Penafsiran lebih lanjut tentang perolehan hartawarisan dari ayat tersebut di atas, sebagai berikut:a. Duda (suami ) karena kematian istrinya rnen dapat 1/2harta peninggalan istrinya, kalau si istri tidak meninggal-kan anak.b. Duda (suami) karena kematian istrinya mendapat 1/4 hartapeninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak.c. Pelaksanaan pembagian harta war.isan tersebut di atasdilakukan setelah pelaksanaan wasiat atau telah dibayarhutang pewaris.d. Janda (istri) yang karena kematian suaminya mendapat 1/4harta peninggalan suaminya kalau si suami tidakmeninggalkan anak.e. Janda (istri) yang karena kematian suaminya akan men-dapatkan 1/8 harta peninggalan suaminya ka1au suamimeninggalkan anak.f. Jika seseorang hanya punya ahli waris saudara laki-lakiatau saudara perempuan, maka masing-masing. merekamendapat 1 /6 dari harta warisan.g. Tapi bila jumlah saudara dalam kalalah tersebut lebih daridua orang maka mereka menperoleh 1/3 dari hartawarisan secara serikat.
3. Q.S. Al-Nisa' ayat 176:

يـفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فـلها  َيستـفتونك قل ا َ ََ ٌُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََّ َ ٌْ َ ْ َْ َ ُ ََ ٌ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ِ ْ ُْ ُْ َِ
َِّنصف ما تـرك وهو يرثـها إن لم يكن لها ولد فإن كانـتا اثـنـتـين فـلهما الثـلثان مما  ِ َ َ َُ َُّ َ َ َُ ََ َِ ْ َْ َ ََ ْ ِْ ٌِ َ َُ َُ َْ َ َ َُ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ
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ْتـرك وإن  َِ َ لكم أن ََ ْكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنـثـيـين يـبـين ا َ ْ ُُ َ َّ ُ ِّ َُ َ َ َِ َّْ َُْ ْ ِ ِ ِّ ُ ْ ُِ َ ً ََِ ً َ َ ً ِ َ ْ ِ
بكل شيء عليم ٌتضلوا وا َُِ ٍ

ْ َ ِّ ُ ِ َّ َ ُّ ِ َArtinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentangkalilah), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggaldunia dan ia tidak mempunyai anak danmempunyai saudara perempuan, maka bagisaudaranya yang perempuan itu seperdua dariharta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yanglaki-laki mempusakai (seluruh harta saudaraperempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapijika saudara perempuan itu dua orang maka bagikeduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkanoleh yang meninggal. Dan jika mereka {ahli warisitu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki danperempuan, maka bagian seorang saudara laki-lakisebanyak bagian dua orang saudara perempuan.Allah me-nerangkan (hukum ini) kepada mu,supaya kamu tidak sesat. Dan Allah MahaMengetahui segala sesuatu.
Al-Tabary menyatakan bahwa lafaz al-akh dalam Q.S.Al-Nisa' ayat 12 adalah saudara seibu, sedangkan dalam ayat176 adalah saudara kandung atau saudara seayah.26

26 Al-Tabary, Tafsir ..., Juz IV, hal. l 94.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 27Sedangkan mengenai kalalah27, Al-Tabary menjelaskanbahwa kebanyakan sahabat Nabi SAW menganggapnyasebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki(keturunan laki-laki) dan ayah.28
4. Sabda Rasulullah SAW:

قضى النبي صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
29.الثلثين وما بقي فللأخت

Artinya: 'Abdullah Ibn Mas'ud berkata bahwa RasulullahSAW telah menetapkan untuk seorang anakperempuan 1/2, dan untuk seorang cucuperempuan mendapatkan 1/6 untuk mencukupibagian 2/3 dari harta dan selebihnya untuk saudariperempuan (H.R. Al-Bukhary)Berdasarkan hadis di atas, seorang anak perempuanmendapatkan 2/3 dan untuk dua orang anak perempuanmendapat 2/3, jika si pewaris meninggalkan seorang anakperempuan dan cucu perempuan maka untuk anakperempuan mendapat-kan 1/2 dan cucu perempuan
27 Seseorang disebut kalalah apabila tidak mempunyai keturunandan leluhur, kerabat dari garis sisi disebut kalalah dari seseorang karenaberada di sekelilingnya bukan di atas atau di bawah. Istilah kalalah bisadigunakan untuk pewaris maupun ahli waris, Ibn Manzur, Lisan al- 'Arab,(disunting kembali oleh Yusuf Khayyat dan Nadim Mir'asya'i), (Kairo: Dar

Lisan al-‘Arab t.t), hal. 538.28 Al-Tabary, Tafsir... , Juz IV, hal. 192.29 Imam al-Bukhary, Sahih al-Bukhary, Juz. IV, (Bandung: Dahlan,tt.), hal. 698.



28 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmendapatkan l/6 untuk menggenapi 2/3 dari harta. Dan sisadari harta tersebut diserahkan untuk saudara perempuan.Dalam hadis lain sabda Rasulullah sawdiriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu:
من المهتدين  ولكني سأقضي بما قضى به . فقال عبد الله قد ضللت إذا وما أ

تكملة . رسول الله صلى الله عليه و سلم للإبنة النصف ولابنة الابن السدس 
:30Artinya.وما بقي فللإخت . الثلثين  Abdullah Ibn Mas'ud R.A. berkata: seandainya akutidak mendapat hidayah maka aku akan tersesat,oleh karena itu aku akan menetapkan sebagai manayang telah ditetapkan Rasulullah SAW (tentangpusaka) untuk anak perempuan 1/2 dari hartawarisan dan cucu perempuan dari anak laki-lakimendapat 1/6 untuk menyempurnakan jumlah 2/3dan untuk harta yang tersisa diberikan untuksaudara perempuan (H.R. Ibnu Majah )

3. Teknis penerimaan warisan dalam IslamDalam teknis pembagian warisan, pertama diberikanbagian yang menjadi hak ahli zaw al-furud. Sekiranya masihada sisa, maka diserahkan kepada ‘asabah, sekiranya ‘asabahtidak ada, maka menurut jumhur ulama sisanya tersebutdikembalikan kepada ahli waris zaw al-furud (selain suamiatau istri) yang ada sebanding dengan bagiannya masing-masing. Sebaliknya kalau bagian ahli waris lebih besar daripada warisan, maka bagian tersebut dikurangi untuk setiap
30 Al-Hafid Ibn 'Abdullah Muhammad bin Yad al-Qazwaini, Sunan

Ibn Majah, JilidII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 108.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 29ahli waris dengan perbandingan yang sama denganbagiannya.Beralih kepada ‘asabah sebagaimana telah disebutkandi atas, disusun dengan tertib prioritas kepada berdasarkantiga asas, yaitu:
1. Asas jenis hubungana. Kelompok keturunan.b. Kelompok orang tua (leluhur).c. Kelompok saudara.d. Kelompok keturunan saudara.e. Kelompok saudara ayah dan keturunannya.Kelompok yang lebih tinggi menghijab kelompok yanglebih rendah kecuali kelompok kakek dengan saudara yangdianggap mempunyai kedudukan khusus, tentang hal ini adaperbedaan pendapat ulama.Kelompok (1) dan (3) akan menarik orang perempuanyang sederajat dengannya menjadi ‘asabah bi al-ghairih,sedangkan yang selebihnya tidak. Berdasarkan ketentuan inimaka ibu dan nenek akan selalu menjadi zaw al-furud.Sedangkan keturunan perempuan dan saudara (4) dansaudara perempuan seayah ataupun keturunan perempuandari saudara laki-laki ayah (5) dimasukkan ke dalam zaw al-
arham dan tidak akan ditarik menjadi ‘asabah bi al-ghairih.Alasannya orang yang bukan zaw al-furud tidak dapat ditarikmenjadi ‘asabah.2. Asas jarak derajatBerdasarkan asas ini orang yang berjarak satu derajatdengan pewaris akan menghijab orang yang berjarak duaderajat dan seterusnya. Jadi kalau ada anak, maka cucu(keturunan derajat) akan terhijab. Begitu pula selama ada



30 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agsaudara (berjarak dua derajat) maka anak saudara (berjaraktiga derajat) akan selalu terhijab.3. Asas kekuatan HubunganAsas ini hapya diaplikasi pada kelompok keutamaantiga, empat, dan lima. Berdasarkan asas ini orang yangdihubungkan melalui ayah dan ibu didahulukan atas orangyang hanya dihubungkan dengan melalui ayah saja. Dengandemikian sekiranya terjadi perebutan harta warisan antarasaudara kandung dengan saudara seayah, maka saudaraseayah menjadi terhijab.. Tetapi kalau terjadi perebutanantara keturunan saudara laki-laki kandung dengan saudaralaki-laki seayah maka saudara laki-laki seayah dimenangkankarena jarak derajatnya lebih dekat.31Berdasarkan deskripsi pembagian warisan di atas,terlihat bahwa ahli wans yang dalam keadaan apapun selalumewarisi dan tidak dapat dihijab yaitu suami atau istri,ayah, ibu dan anak laki-laki atau anak perernpuan. Ber-dasarkan kenyataan ini maka mereka dapat dikatakan sebagaipewaris utama. Adapun ahli waris lain baru akan mewarisiapabila salah satu dari ahli waris di atas sudah tidak ada,atau jumlah bagian tidak terhabiskan oleh mereka.Misalnya nenek baru akan mewarisi apabila ibu sudahtidak ada, cucu baru akan mewarisi apabila anak sudah tidakada, atau apabila bagian harta warisan tidak dapat dihabiskanoleh anak. Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa ahli waris
31 Muhammad Al-‘Azim Al-Zamzamy, Manahi al-'lrfian fl 'Ulumi

al~Qur'an, jilid Ill, (Kairo: 'Isa al-Bab al-Halaby), hal. 442. Fatchur Rahman,
Ilmu Waris…, hal. 340, N.J. Coulson, Succession…, hal. 33
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golongan dua ini bukanlah ahli waris pengganti dari ahliwaris utama di atas tadi, karena mereka tidak mengambilsaham (bagian) yang menjadi hak dari orang yang di-gantikannya itu. Mereka mewarisi lebih disebabkan olehkenyataan bahwa mereka berada dalam derajat ataukelompok yang paling dekat kepada pewaris dibanding-kan dengan yang lainnya. Mereka mendapat hak adalahkarena diri mereka sendiri, bukan karena menggantikanseseorang yang telah meninggal sebelum pewaris.Mengenai posisi anak perempuan dan saudaraperempuan sebagai ‘asabah, ulama menetapkan bahwamerekapun berhak menghabiskan warisan, tetapi disyaratkandidampingi oleh ahli waris laki-laki yang sederajat. Merekaakan berbagi dengan perbandingan laki-laki mendapat duakali perempuan.Di lain pihak, pengelompokan ‘asabah sepertidisebutkan di atas meletakkan ayah pada posisi yang unik,karena di samping mendapat sebagai zaw al-furud jugasekaligus bisa menjadi ‘asabah. Ketentuan ini menyebabkanposisi ayah sangat kuat karena hak ‘asabah tersebut selaluuntuk keuntungan dan tidak pemah untuk kerugian.Sedangkan mengenai zaw al-arham-orang yangmempunyai -- hubungan darah -- diklasifikasi sebagaianggota kerabat yang tidak menjadi zaw al-furud dan 'asabahterdiri atas:a. Semua kerabat (laki-laki dan perempuan) yang dalam taliperhubungannya dengan pewaris ada orang perempuan,seperti cucu melalui anak perempuan dan nenek yangdigolongkan sebagai zaw al-furud.



32 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agb. Semua kerabat perempuan yang tidak ditarik menjadi
‘asabah bi ghairib oleh ahli waris laki-laki yang sederajatdengannya.32Para ulama sepakat mengakui keberadaan golongan iniberdasarkan Q.S. al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

ّوأولو الأرحام بـعضهم أولى ببـعض في كتاب ا ْ ِْ َِ ِ ٍ َ َ َِ َ ْ َْ ُْ ُ ُ ِ َ ْ ُ َArtinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itusebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya(dari pada yang bukan kerabat). ..dan Q.S. al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi:
من المؤمنين والمهاجرين إلا أن  ْوأولو الأرحام بـعضهم أولى ببـعض في كتاب ا َ َ َُِّ َ َِ ِ َ ُُ َ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ ََِّ ُِ ِ ٍ ْ َْ َ َِ َ ْ ْْ ُ ِ َ ْ

ًتـفعلوا إلى أوليائكم معروفا ُ ْ َ َْ ُ ِ ِ َْ َ ُِ َ ْ َArtinya:  … Dan orang-orang yang mempunyai hubungandarah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmindan orang-orang muhajirin kecuali kalau kamu mauberbuat baik ...Tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakahgolongan tersebut di atas dalam katagori zaw al-arhdmmenjadi ahli waris atau tidak. Tetapi Zaid lbn Thabit menolakadanya hak kewarisan zaw al-arham karena menurutpersepsinya apabila tidak ada zaw al-furud, "asabah dan juga
32 Al Yasa' Abubakar, Ahli Waris  Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan

Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Mazhab, (Jakarta, INIS, 1998), hal. 175.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 33apabila ada kelebihan dari saham zaw al-furud, warisan yanglebih itu diserahkan kepada bait al-mal bukan kepada zaw
al-arham. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Syafi' i danIbn Hazm.33Sedangkan sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar,'Umar bin Khattab, 'Usman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Talib, lbnMas'ud, Mu'az Ibn Jabal dan lbn 'Abbas menetapkan bahwa
zaw al-arham berhak mewarisi apabila · ahli waris ‘asabah dan
zaw al-furud nasabiah tidak ada. Pendapat ini diikuti olehajaran Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam. Al-Syaibany, ImamAhmad dan Ulama-ulama muta'akhirin dalam mazhabSyafi’iah dan Malikiyah.34 Selanjutnya pihak yang mengata-kan bahwa zaw arham berhak mewarisi, berbeda pendapatpula tentang prioritas dan besar saham masing- masing ahliwaris karena berbeda memilih 'illat dan pengqiasannya.35
B. Warisan dalam Sistem Hukum AdatHukum adat merupakan hukum yang berlaku dalammasyarakat yang didasarkan pada kebiasaan suatumasyarakat. Hukum adat pada dasarnya tidak tertulis, namuindemikian hukum tersebut tetap hidup dan berlaku dalammasyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum tersebut baikdan layak untuk diikuti berdasarkan persepsi masyarakattersebut, dan hukum ini terus berkembang sesuai dengandinamika masyarakat itu sendiri.Salah satu bidang hukum adat adalah hukum waris.Hukum adat mengenal hukum waris ini sebagai hukum yang

33 Al Yasa' Abubakar, Ahli Waris….., hal. 176.34T.M. Hasbie, Fiqh…, hal. 22735Al Yasa’ Abubakar, Ahli Waris…, hal. 176



34 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmemberikan hak kepada mereka tentang harta benda orangyang telah meninggal dunia. Dalam ketentuan hukum adat,tidak dikenal ketentuan-ketentuan warisan sebagaimanaditentukan hukum Islam. Hukum adat hanya mengenalketentuan warisan secara bulat. Tanpa perhitunganmatematis secara rinci sebagaimana dalam hukum lslam.Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat tidakmengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika,tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujudbenda dan kebutuhan para ahli waris. Jadi walaupun hukumwaris adat mengenal asas persamaan hak, tidak berarti bahwasetiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlahyang sama, dengan nilai harta yang sama atau menurutbanyaknya bagian yang sudah tertentu.36Dalam ketentuan hukum adat, setiap ahli wans jugaakan mendapatkan haknya sesuai dengan kedudukannya akantetapi ketentuan-ketentuan warisan dalam hukum adat hanyadikenal dalam dua katagori, yaitu:1. Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lakidua kelipatan dari bagian anak perempuan. Pembagianseperti ini merupakan pembagian yang didasari padahukum Islam. Sistem pembagian seperti ini merupakanpengaruh dari pembagian harta warisan menurut hukumIslam, dan banyak sekali digunakan dalam masyarakatIndonesia, seperti di Aceh dan beberapa daerah lain.2. Dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki dananak perempuan berimbang sama.37 Pembagian sepertiini lazimnya merupakan hasil musyawarah di kalangan
36 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni,1983), hal. 11537Ibid., hal. 116



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 35ahli waris atau ketentuan yang sudah lazim dilakukandalam suatu kelompok masyarakat.Berdasarkan pengkatagorian di atas, maka dapatdipahami bahwa dalam hukum adat, pembagian warisandilakukan dengan cara bulat dan tidak secara matematisdengan pembagian-pembagian tertentu. Harta warisan dibagiberdasarkan dua kemungkinan, yaitu ahli waris mendapatsetengah dan ahli waris mendapat satu bagian dari harta yangbulat atau berdasarkan pertimbangan ahli waris itu sendiri.
1. Pengaruh Sistem kekeluargaan dalam Hukum Adat

Terhadap Hukum Waris AdatTiap-tiap masyarakat di dunia mempunyai bermacam-macam sifat kekeluargaan, sifat warisan dalam masyarakaterat kaitannya dengan sifat kekeluargaan dalam masyarakatbersangkutan. Di Indonesia, sifat kekeluargaan punya tigacorak, yaitu:a. Sifat ke-bapakan (patrilinial)b. Sifat Ke-ibuan (Matrilinial).c. Sifat Ke-bapakan ke-ibuan (Bilateral atau parental).38Dalam masyarakat yang kekeluargaannya bersifatkebapakan, seorang anak perempuan pada saat perkawinan-nya lepas hubungan dengan kekeluargaan dengan orangtuanya, saudaranya yang sekandung, nenek dan moyangnyaserta sanak keluarga lainnya. Sejak saat itu istri masuk dalamlingkungan keluarga suaminya, demikian juga anak-anaknyayang lahir dalam perkawinan tersebut juga masuk dalamlingkungan keluarga ayahnya. Sistem seperti ini, di Indonesia
38 Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut

KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1978), hal. 35.



36 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agantara lain terdapat dalam adat Alas, Ambon, Bali, Batak,Gayo, Jrian, dan Lampung..39Di Bali yang berhak menerima warisan adalah anaklaki-laki yang tertua saja, pewarisannya bersifat mutlak,artinya anak tersebut menerima seluruh harta warisannamun penerimaan tersebut diimbangi dengan kewajibanmembiayai adik-adiknya dan mengawinkan adik-adik yangberada dalam tanggungjawabnya.40Dalam masyarakat adat Batak dan Lampung, seoranganak perempuan yang kawin secara jujuran, karena ia sudahlepas dari keluarga ayahnya. Kondisi seperti ini juga berlakudalam masyarakat adat Gayo, bila anak perempuan dikawin-kan secara juwelen (jujuran), namun bila anak perempuantersebut dikawinkan secara angkat, maka anak perempuantersebut masih tetap dalam lingkungan keluarga ayahnya.Implikasinya anak perempuan tersebut berhak mendapatwarisan bersama dengan ahli waris lainnya bila memang ahliwaris lain tersebut ada.41Sedangkan dalam masyarakat adat Batak bisa sajaterjadi anak laki-laki termuda mewarisi seluruh harta pe-ninggalan orang tuanya bila ahli waris tersebut yang palinglama tinggal dengan orang tuanya.Kekeluargaan yang bersifat keibuan hanya terdapat didalam masyarakat adat Minangkabau saja. Suami harusmenetap di rumah istrinya, tetapi suami tidak masuk menjadi
39 Ibid., hal. 37.40Hilman Hadikusuma, Hukum Adat…, hal. 120.41Syahabuddin Mahyiddin, "Beberapa Kebiasaan dalam Per-kawinan dan Pembagian Pusaka Menurut Adat Gayo", dalam Sinar

Darussalam, No. 62, (Banda Aceh: 1975), hal. 20.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 37menjadi keluarga istrinya, hanya anak-anak  yang lahir dariperkawinan itu saja yang masuk lingkungan keluarga ibunya.Di Minangkabau karena sifat kekeluargaannya ke-ibuan maka bila ayah meninggal dunia, anak-anaknya sebagaiahli waris tidak berhak mendapat warisan. Hal inidisebabkan ayah dan anak-anaknya tidak ada hubungankekeluargaan. Sehingga yang berhak menjadi ahli warisnyaadalah saudara-saudara sekandung dari pewaris. Ketentuanadat tersebut sekarang telah mulai ditinggalkan karenasebagian masyarakat menggunakan hukum Islam untukpenyelesaian masalah kewarisan.42Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan, adalahgaris kekeluargaan yang paling banyak terdapat di Indonesiaseperti dalam masyarakat Aceh, Jawa, Kalimantan, Lombok,Madura, Riau, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatra Timurdan Ternate.43 Namun di Nusa Tenggara Timur meskipunsifat kekeluargaannya kebapak-ibuan, harta dari seorang ibuhanya diterima oleh anak-anak perempuan saja dan bilaayahnya meninggal dunia maka yang berhak menjadi ahliwaris hanya anak laki-laki saja. Di daerah-daerah  lain dinusantara yang  sifat  kekeluargaan kebapak-ibuan,  baikanak  laki-laki maupun anak  perempuan  merupakan  ahliwaris dari kedua orang  tuanya.Mengenai  anak  angkat, menurut hukum adat  Jawadiakui bahwa anak tersebut berhak menerima  warisan  dariorang  tua angkatnya. Adapun syaratnya harta tersebut bukan
42 Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat di Indonesia,(Jakarta: Soeroengan, 1954), hal. 11543 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung:Sumur, 1961), hal. 40.



38 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agditerima  dari orang lain tapi merupakan  hasil usaha  pewarissendiri.  Sedangkan  di beberapa daerah lain  di  nusantaraketentuan  seperti  ini  tidak dikenal. Terutama di  daerahyang  pengaruh lslamnya  kuat.  Menurut  hukum waris  Islamanak angkat tidak  berhak menjadi  ahli waris,  ketentuanseperti  ini berlaku  di Aceh  dan beberapa  daerah lainnya.Warisan menurut sistem hukum adat setelah Indonesiamerdeka jarang digunakan. Hal  ini  disebabkan oleh  berbagaifaktor, di  antaranya sebagian tokoh elit  politik di  Indonesiamenyatakan  bahwa  hukum  waris bukanlah bagiansubstansial dalam hukum  adat.  Hukum waris adat me-rupakan bagian dari hasil adaptasi dengan hukum Islam, yangdiresepsi secara perlahan dalam kehidupan  masyarakat.Sedangkan  menurut penelitian Daniel S.  Lev, tidakbertahannya hukum waris adat  yang telah diangkat  oleh VanVollenhoven dan Ter Haar setelah masa revolusi sebagiannyadisebabkan sebagai akibat dari proses inifikasi peradilan dankurangnya hakim yang berpendidikan dan peneliti hukumwaris adat di Indonesia.44Namun yang jelas setelah era kemerdekaanperubahan sosial dan poliitik yang timbul dalam masyarakattelah membuat masyarakat muslim Indonesia secaraperlahan-lahan meninggalkan hujkum adat dan berusahamenggunakan hukum waris Islam yang dianggap lebih adildan merupakan suatu perbuatan hukum yang harusdilakukan sesuai dengan ketentuan Allah karena hukumwaris merupakan bagian dari Syari'at Islam.
44 Daniel S.Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan

dan Perubahan, (terj. Nirwono dan AE Priyono), (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.6.
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2. Ahli waris dan teknis pembagian warisan menurut
hukum adatPada dasamya pembagian harta warisan dalamketentuan hukum adat adalah sama halnya dengan prinsippembagian harta warisan yang diatur dalam hukum Islam,yaitu adanya ahli waris yang mendapat prioritas dalampembagian harta warisan setelah penyelesaian kepentinganmayat atau orang meninggal dan kewajiban lainnya sepertiwasiat.Dalam ketentuan hukum adat, ahli waris pertamasekali jatuh kepada anak laki-laki dan anak perempuanpewaris itu sendiri. Hal ini menyebabkan anak-anak dapatmenghalangi ahli waris yang lain dari menerima hartawarisan, karena mereka merupakan keturunan langsung daripewaris tersebut.Dalam hubungannya dengan kedudukan anak-anak dariahli-ahli waris ini Soerojo menegaskan bahwa:"Dalam hukum adat golongan ahli waris anak-anak sipeninggal warisan merupakan yang terpenting oleh karenamereka pada hakikatnya rnerupakan satu-satunya golonganahli waris, sehingga anggota lain dari keluarga tidakmenjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan me-ninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anakmaka kemungkinan anggota keluarga dari si peninggalwarisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.45Dengan demikian dalam sistim hukum adat, hartawarisan harus diberikan pada ahli waris pada tingkat anak

45 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,(Jakarta: Haji Masagung, 1968), hal. 182.



40 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agsaja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan anakmerupakan golongan yang dapat menghalangi golongan yanglain menerima harta warisan.46Selain golongan anak yang menerima warisan, suamiatau isti dari peninggal warisan, setara dengan golongan anak.Kedudukan janda atau duda adalah sama halnya dengananaknya, di mana golongan janda atau duda memperolehharta warisan dengan sebab perkawinan di antara mereka,sehingga dengan ikatan perkawinan tidak ada golongan yangdapat menghalangi mereka menerima warisan.Hal ini dapat dipertimbangkan, karena di dalam rumahtangga yang terdiri dari suami istri, istri itu setelah suaminyameninggal dunia, mempunyai kedudukan yang khusus. Kalauyang dijadikan syarat bagi pewansan itu tali kekeluargaanberdasarkan atas persamaan darah atau· keturuana, makasudah jelas sekali, bahwa seorang janda itu tidak mungkinmerupakan pewaris dari harta suaminya yang telahmeninggal dunia. Tetapi ada kenyataan juga bahwa dalamsuatu perkawinan, hubungan baik lahir maupun batinantara suami-istri demikan eratnya, sehingga jauh melebihihubungan antara suami dengan saudara sekandungnya.Realita inilah dalam hukum adat yang menyebabkan seorangjanda ataupun duda- sesuai dengan posisi masing-masing-itu dirasa adil apabila dalam hal warisan itu diberi kedudukanyang istimewa serta pantas di samping ke-dudukan anak-anak si peninggal warisan.47Dengan demikian jelaslah bahwa anak-anak danjanda ataupun duda yang ditinggal menjadi pewaris danmempunyai kedudukan yang sama dalam hal pembagian
46 Ibid., hal. 186.47 Ibid., hal. 189



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 41warisan, karena mereka memperoleh · warisan menurut hakmereka tanpa ada yang dapat menghalanginya.Apabila seorang pewaris meninggal dunia, akan tetapitidak meniggalkan anak dan juga suami atau istri, makadalam hal ini menurut hukum adat cara untuk membagiwarisan adalah diserahkan seluruhnya pada ahli waris yangmasih hidup dari kedua belah pihak yang meninggal dunia.48Sedangkan menurut Ter Haar, bila seseorang yangmeninggal dan tidak meninggalkan ahli warisnya dalamposisi anak, istri ataupun suami, maka harta peninggalannyaitu dibagi-bagikan secara merata di antara sanak saudaranyadi pihak suami, dan sanak saudara di pihak istri.49Pendapat Ter Haar didukung oleh SoerojoWignjodipoero, menurutnya, ahli waris-ahli waris lainnyabaru berhak atas harta peninggalannya, apabila yangmeninggal itu tidak mempunyai anak. Dengan mem-perhatikan adanya peraturan pengantian waris, makaketentuan di atas tersebut harus dibaca dan diartikan, bahwaapabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia dari padaorang tuanya dan anak-anak tersebut meninggalkan anak-anaknya (cucu dari orang yang meninggalkan warisan ), makacucu tersebut menggantikan tempat orang tuanya untukmenerima warisan peninggalan kakek atau neneknya.50Dengan demikian ahli waris selain anak-anak danorang tuanya yang ditinggal mati oleh pewaris tidak akanmendapatkan harta warisan bila anak- anak dan orangtuanya
48Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PradnyaParamitha, 1985), hal. 46.49 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (terj. Ng.Singarimbun), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980), hal. 228.50 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar ... , hal. 194



42 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agitu ada. Namun apabila ahli waris utama tersebut tidak ada,maka barulah ahli waris lainnya yang berhak menerimanya.Hukum adat biasanya dalam pelaksanaannya secaraumum dipegang erat dan ditaati sepenuh hati olehmasyarakat di mana adat tersebut diimplementasikan,sehingga bila dilakukan pelanggaran terhadap adat-adat yangtelah mentradisi dalam masyarakat, maka pelanggamya akandihadapkan pada konsekwensi tertentu sebagai hukuman-nya. Namun dalam masalah kewarisan khususnya, hukumadat punya keluwesan tersendiri yaitu boleh saja pembagianwarisan tanpa melalui tradisi yang telah menjadi adattersebut, asalkan para perierima warisan tersebut rela danmenyelesaikannya dengan cara tersendiri dalam suatukaluarga. Jadi ada perlakuan khusus dari hukum adatmasalah warisan sedangkan untuk masalah lain dalam hukumadat terkandung tidak ditolerir oleh masyarakat terhadappara pelanggarnya karena mereka akan diberi sanksi sesuaiketentuan adat yang berlaku.51Jadi kedudukan hukum adat tentang warisan dalammasyarakat hanya sebagai solusi alternatif dalam pembagianharta warisan, apalagi bila dianalisis lebih lanjut, ternyatahukum adat dalam masalah warisan punya relevansi yangkuat dengan hukum kewarisan dalam Islam untuk hukumadat yang berlaku pada daerah-daerah tertentu. Hal initerjadi karena proses receptio in complexu, pengadaptasianhukum Islam dalam masyarakat telah terjadi sedemikianrupa sehingga telah mengakar, dalam proses pergulatannyamemang terjadi beberapa perubahan tetapi perubahan
51 Ibid., hal. 196



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 43tersebut tidak menyolok  bahkan  dalam   Islam   sangatditolerir  terutama   untuk kasus warisan. 52Misalnya,  dalam Islam  boleh   saja harta warisantidak dibagi sesuai dengan  porsinya bila masing-masingpihak yang berhak atas warisan tersebut rela  melaluiproses   musyawarah,   kondisi  ini semakin terkondisi ketikadiaplikasi   dalam  masyarakat,  sehingga  hukum  adat kentaldengan  warna lslaminya karena proses adaptasi tersebut.53Pembagian tirkah  atau harta warisan yang menjadibagian ahli waris yang dilakukan sesuai dengan kebijak-sanaan  ahli waris dalam  ketentuan hukum adat dibenarkandan tidak ada sanksi warisan tidak bersifat paksaan.Ketentuan   pembagian   warisan  menurut   kebijaksanaanahli waris telah dipraktekkan pembagian harta peninggalanyang   dijalankan  atas dasar kerukunan  biasanya  terjadidengan  penuh pengetahuan, bahwa semua anak, baik laki-laki  maupun perempuan pada dasamya mempunyai hakyang sama atas harta peninggalan dari orang tuanya.54Pembagian  atas dasar musyawarah  bukan melaluigugatan pada pengadilan, biasanya  terselenggara  dalamsuasana kebaikan hati, pemberian bantuan dan pemberiankelebihan kepada siapa yang paling kurang beruntungnasibnya. Jadi pertimbangannya sangat toleran dan sosial.55Hal ini disebabkan pembagian warisan dalam hukumadat tidak menitik beratkan pada keuntungan pribadi akantetapi lebih mengutamakan asas kekeluargaan danmasyarakat, oleh karena itu pembagian warisan demi hukum
52 Ismuha, Penggantian Tempat…, hal. 196.53 Ibid.54Soerojo Wignodipoero, Pengantar, hal. 182.55Ter Haar, Asas-Asas…, hal. 243.



44 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agadat dilakukan berdasarkan musyawarah di antara mereka.Sehingga pembagian warisan tidak dicengkeram denganaturan-aturan yang keras dan kaku.56Dalam hukum Adat Aceh sendiri, masalah pembagianwansan dengan cara adat sering terjadi dengan dijaksana danmenjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga bisa sajaterjadi pembagian warisan Jebih banyak untuk anakperempuan dengan diberi jatah rumah dan tanah di manarumah itu berada dan tentunya pembagian seperti ini telahada pertimbangan yang matang dalam keluarga tersebut.57
C. Warisan dalam Sistem Hukum Perdata BaratDalam sistem hukum Perdata Barat, yang dimaksuddengan hukum waris yaitu kumpulan peraturan yangmengatur tentang kekayaan karena meninggalnya se-seorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yangditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli waris dan akibatdari pemindahan tersebut, baik dalam hubungan antar paraahli waris maupun dalam hubungan ahli waris dengan pihakketiga.58Kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris merupa-kan kumpulan aktiva dan passiva yang dinamakan hartapeninggalan atau warisan. Pewaris dapat menentukan apayang akan terjadi dengan kekayaannya setelah ia meninggaldunia. Penentuan kehendak tersebut dilakukan dengan

56 Imam Sudiyat, Hukum Adat, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.162 57Snouck. Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, (terj, Ng.Singarimbun dkk), (Jakarta: Soko guru, 1985), hal. 49058 A. Pitlo, Hukum Waris menumt Kitab Undang-Undang Hukum
Perdaia Belanda, Jilid I, (terj. M. Isa Arif), (Jakarta: Intermasa, 1990). hal 1.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 45wasiat, termasuk dalam menentukan ahli warisnya atausiapa yang berhak menjadi ahli waris.Dengan demikian menurut undang-undang, ada duacara untuk mendapatkan warisan, yaitu:1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang,diistilahkan dengan ab intestato.2. Pewarisan karena ditunjuk dengan surat wasiat 'testamentyaitu pewarisan secara testamentair59.Dalam hukum waris perdata Barat berlaku suatu asas,bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalamlapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapatdiwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak dan kewajibanyang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwarisi.Sehingga dapat dimengerti bila dalam hukum perdata Barat(BW), hukum waris dimuat dalam buku Ice II tentangbenda.60 Selain itu dalam hukum waris juga berlaku suatuasas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itujuga segala hak dan kewajiban beralih pada sekian ahliwarisnya. Adagiumnya yaitu  Le Mort Saisit le vif. Sedangkanpengoperan segala hak dan kewajiban dari pewaris pada paraahli waris, itu dinamakan Saisine.61Menurut pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli warisberhak untuk menuntut supaya segala apa saja yangtermasuk harta peninggalan si pewaris diserahkan padanyaberdasarkan haknya sebagai ahli waris.
59 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan XXVIII, (Jakarta:Intermasa, 1996), hal. 95.60 Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum

Pembuktian Menurut BW, Cet. Ill, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 9. J.Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 1.61R. Subekti, Pokok-Pokok…, hal. 96



46 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

1. Ahli Waris menurut Undang-Undang (ab Intestate).Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalandiatur menurut Undang-Undang. Untuk menetapkan haltersebut maka anggota-anggota keluarga pewaris dibagidalam beberapa golongan. Semua anggota keluarga tersebutdikatagorikan dalam ikatan sepertalian darah an sichwalaupun tidak memberikan ketertiban yang pasti menurutUU. Ikatan atau gradasi kekeluargaan sedarah dapat dibagidalam empat klasifikasi, yaitu:• Golongan I: Keluarga sedarah garis lurus ke bawah (para
desendeni), yaitu terdiri dari anak-anak, keturunan anak(cucu), ditambah dengan suami istri yang hidup terlama.Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 852 KUHPerdata.62Dalam golongan I, yang dimaksud dengan anak adalahanak sah karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang membuat aturan tersendiri dalam bagian ketigaTitel/Bab ke XII, Buku II, mulai dari pasal 862 KUH Perdata.Termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yangdisahkan (pasal 277 KUH Perdata) dan anak-anak yangdiadopsi secara sah (pasal 12. Stbl. 1917: 129).63Anak-anak bertalian darah dengan pewaris di-klasifikasikan pada derajat pertama. Mereka mewarisi kepalademi kepala, sehingga masing- masing mempunyai hakbagian yang sama besamya (Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata).Kalau sekalian atau sebagian dari keturunan mereka-keturunan anak-anak yaitu cucu dari pewaris-maju meng-

62 R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, (Jakarta: Pratya Paramita, 1982), hat. 211.63J. Satrio, Hukum…, hal. 101.
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.

gantikan mereka, maka semua keturunan yang mewarisimengganti tempat, mewaris pancang demi pancang. Tiappancang mendapat hak waris yang sama dengan hak bagianorang yang digantikan olehnya dan dalam tiap pancangmereka yang bertalian keluarga dengan pewaris dalamderajat yang sama.Suami atau istri ketentuan tentang pewarisan diaturdalam pasal 899 KUH Perdata, merupakan ketentuan baru,karena dalam ketentuan lama 832 BW, suami atau istri barumewarisi kalau keluarga sedarah sampai derajat yang ke 12tidak ada lagi.64 Jadi perubahan pasal 832 BW mempunyaipengaruh yang besar sekali dalam hukum waris perdata Barat.Adapun bagian seorang suami atau istri atas warisan pewaris,dalam pasal 852 KUH Perdata ditentukan sebesar bagian satuorang anak.Sedangkan kedudukan para istri dari perkawinan yangkedua dan selanjutnya, tidaklah sama dengan kedudukan istridalam perkawinan pertama dan dari perkawinan pertamapunya anak. Istri kedua dan seterusnya tidak boleh mendapatbagian warisan yang Jebih besar dari cucu.• Golongan II: Para orangtua yang terdiri ayah dan ibu,saudara laki-laki dan perempuan, dan keturunan saudara,ditetapkan dalam pasal 854, 863, 855, 856 KUHPerdata.65Ayah dan ibu--kedua-duanya-baru mewarisi dari hartawarisan anaknya apabila pewaris tersebut tidak punya ahliwaris dari  golongan pertama, sebagaimana ditetapkan dalampasal 854 ayat 1:
64 Ibid., hal.112.65 R Subekti dan Tjitrosudibijo, Kitab … , hal. 212-213.



48 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgApabila seorang meninggal dunia dengan tidakmeninggalkan keturunan maupun suami  ataupun istrisedangkan bapak dan ibunya masih hidup. Makamasing-masing mereka mendapat 1/3 dari hartawarisan. Jika si pewaris hanya meninggalkan, seorangsaudara laki-laki atau seorang saudara perempuan.Maka masing-masing mereka mendapat 1/3 dari hartawarisan.66• Golongan III: Kakek dan nenek baik dari pihak ibu maupundari pihak ayah dan saudara sedarah garis lurus ke ataslebih lanjut (para asenden), ketentuan bagian merekaditetapkan dalam pasal 853 KUH Perdata.67• Golongan IV: Keluarga garis ke samping, yang terdiri dari :paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu,keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitungdari pewaris, saudara dari kakek dan nenek besertaketurunannya sampai derajat ke enam dihitung dari pe-waris. (Pasal 858 KUHPerdata ).68Jika seorang pewaris tidak meninggalkan ahli warisseorangpun, maka harta peninggalannya jatuh ke tangannegara dengan dibebani kewajiban melunasi hutang bila hartawarisan tersebut cukup memadai untuk - melunasinya. (Pasal.879 jo 1175 KUH Perdata).
66 Ibid., hal. 125.67 R Subekti dan Tjitrosudibijo, Kitab … , hal. 213.68 M. J. A Van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris, (terj. Penyadur F.Tengker), (Bandung: Ereseo, 1993), hal. 11. Effendi Perangin, Hukum...,hal. 33. R Subekti dan R Tjitosudibijo, Kitab ..., hal. 213.
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2. Teknis pembagian warisanHarta warisan ab intestato hanya dibagi dan diberikanuntuk ahli waris yang masih hidup pada waktu pewarisnyameninggal dunia. Cara pembagian warisan menurut hukumPerdata Barat dibagi sama rata tanpa membedakan statusgender. Sesuai dengan tingkat atau golongan ahli waristersebut.Menurut Undang-undang, seseorang menerimawarisan dengan dua cara:1. Secara tegas, maksudnya penerimaan warisan atas ahliwaris tersebut dilakukan dengan cara pembuatan aktaotentik atau dengan akta di bawah tangan.2. Secara diam-diam, pembagian warisan secara diam-diamterjadi apabila seorang ahli waris dengan perbuatannyamenunjukkan dengan jelas adanya maksud atau kemauanuntuk menerima warisan tersebut.69Menurut  Ali Affandi  sistem hukum  waris  dalamhukum perdata Barat -yang dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-- penetapan  pembagian  hak  mutlakahli waris atau legitieme portie menggunakan sistem Hukum
Romawi.  Cara pembagiannya yaitu dengan menetapkanbagian tertentu  dari tiap ahli waris tanpa dapat dikurangidengan testamen, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 913KUH Perdata.70Mengenai  bagian mutlak (legitime portie) bagi paraahli waris dalam garis lurus  ke bawah  (anak dan cucu)diatur dalam pasal 914 KUH Perdata, ketetapannya yaitu:

69 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: RinekaCipta, 1991), hal. 19.70Ali Affandi, Hukum Waris…, hal. 44.



50 |Dr. Muhammad Maulana, M.Aga. Kalau ada hanya  seorang  anak (sah) saja, maka bagian-nya adalah 1/2 dari bagian harta  warisan, jika  ia me-warisi  tanpa  testamen  tapi  melalui ab intestato.b. Kalau dua orang anak, bagiannya sebesar 2/3 dari hartawarisan, kemudian bagian tersebut dibagi untuk   masing-masing anak bila  pewarisan dilakukan  tanpa testamen.c. Kalau  3 anak  atau lebih maka bagiannya  adalah ¾ dariharta warisan menurut hukum  warisan Perdata  Baratbila pewarisan  dilakukan  tanpa testamen.71Kemudian  dalam pembagian  warisan agar tidak terjadihal-hal yang tidak diinginkan, dalam pasal 1072 KUH Perdatadiatur caranya, yaitu:1. Pembagian warisan mesti dilaksanakan dengan dihadirioleh Balai Harta Peninggalan.2. Pembagian harta warisan mesti dilaksanakan di depanseorang notaris yang ditunjuk oleh para ahli waris atau bilatidak ada kesepakatan di antara ahli waris maka notarisdapat ditunjuk oleh Pengadilan Negeri.3. Harus ada perincian atau inventarisasi benda-benda hartapeninggalan. Bila benda yang diwariskan itu telah dirubahmaka mesti dinyatakan keadaannya pada saat pembagianharta warisan.4. Benda-benda harta warisan mesti ditaksir harganya (pasal1077 KUH Perdata), Bila warisan berupa saham harusditaksir menurut catatan resmi, sedangkan barang tidakbergerak harus ditaksir oleh tiga orang penaksir.72Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW) yaitu me-nganut:
71 Ibid., hal. 45.72 Ibid., hal. 182.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 511. Sistem pribadi. Bahwa yang menjadi ahli waris adalahperseorangan bukan kelompok ahli waris.2. Sistem bilateral, yaitu pihak-pihak yang mewarisi baikdari pihak ibu maupun dari pihak Bapak.3. Sistem perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnyalebih dekat dengan si waris menutup ahli waris yang lebihjauh derajatnya.73Hukum Waris Perdata Barat juga mengenal mewarisidengan cara mengganti, ketentuan ini tercantum dalam pasal841 KUH Perdata 13, mewarisi dengan cara menggantimaksudnya adalah dengan pergantian tersebut memberi hakkepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagaipengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yangdiganti.Ada 3 macam penggantian tempat dalam hukum warisyaitu:1. Pasal 842 KUH Perdata:"Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah,berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalamsegala hal, pergantian seperti di atas dibolehkan, baikdalam keadaan adanya beberapa orang anak sipewaris bersama-sama dengan keturunan seoranganak yang telah meninggal lebih dahulu (cucu daripewaris), maupun sekalian keturunannya merekamewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam per-talian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.2. Pasal 844 KUH Perdata, diatur bahwa:"Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkanatas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara
73Effendi Perangin, Hukum…, hal. 4.



52 |Dr. Muhammad Maulana, M.Aglaki-laki dan perempuan yang telah meninggal duniaterlebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-samadengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itusetelah meninggalnya semua ssaudara si yangmeninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalianketurunan mereka, yang mana satu sama lain bertaliankeluarga dalam penderajatan tak sama."3. Pasal 845 KUH Perdata:" Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkanjuga bagi pewarisan untuk para keponakan, ialahdalam hal ini bilamana disamping keponakan yangbertalian keluarga sedarah terdekat dengan si pewaris,masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-lakiatau perempuan darinya, saudara-saudara mana telahmeninggal dunia telebih dahulu".Dengan demikian pewarisan dalam KUH Perdataadalah berdasarkan golongan ahli waris, oleh karena itugolongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian.Jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II,III dan IV tidak bisa menjadi ahli waris yang menerima bagiandari legitime portie. Jika golongan I tidak ada, maka barulahgolongan II yang mewarisi, golongan III dan IV tidak dapatmemperoleh bagian dari harta warisan. Bila golongan II tidakada maka golongan III lah yang berhak mewarisi. Tetapi dalamtahap ini golongan III dan IV mungkin bisa saja mewarisibersama-sama kalau mereka berlainan garis.
@
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BAGIAN KETIGA
RUANG LINGKUP KOMPETENSI ABSOLUT
PERADILAN AGAMA

A. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Pra
dan Masa Kolonial

1. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Pra Kolonial
(Masa Kesultanan Islam)Hukum Islam mulai berlaku di Indonesia bersamaandengan masuknya lslam di Nusantara.74 Sejak lslam dianut,hukum lslampun mulai diberlakukan dalam tata kehidupanmasyarakat. Norma atau kaidah hukum dijadikan pedomanhidupan setelah terlebih dahulu mengalami proses

institusionalisasi dan Internalisasi. Dari proses interaksisosial inilah hukum lslam muncul sebagai sebuah sistemhukum.Pemberlakuan hukum Islam proses yang sangatalamiah, melalui proses adaptasi dan sosialisasi di tengahmasyarakat saat itu. Sedangkan secara institusional, proses
74 Ada dua pendapat tentang masuknya Islam ke nusantara,

pertama Islam datang pada abad XIII M, pendapat ini dikemukakan olehNH Krom dan Van den Berg. Kedua, Islam datang pada abad VII-VIII M,pendapat ini didukung oleh H. Agus Salim dan Hamka, Endang SaifuddinAnshari, Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan
Ummatnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 39.



54 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agterbentuknya institusi peradilan agama melalui tiga katagori,yaitu tahkim, tawliah dari ahli al-hall wa al- 'Aqd dan tawliahdari imam.75Tahapan tahkim76 terjadi pada awal proses Islamisasikepulauan nusantara secara damai oleh para saudagar danulama. Pada tahapan ini Islamisasi belum mencapaiterbentuknya kelompok atau masyarakat Islam. Sehinggaorang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersamamendatangi pemuka muslim yang dikenal.Pada tahapan selanjutnya muncul komunitas-komunitas muslim. Di antara mereka ada yang menjadi tokohpanutan yang tampil  atau ditampilkan sebagai pemuka agamadan politik sekalipun dalam pengertian yang sangatsederhana. Tokoh tersebut tentu saja memiliki peran-perantertentu dalam komunitasnya, termasuk dalam memperosessuatu perkara atau sengketa yang dilaksanakan sesuai dengankondisi masyarakat ketika itu.

75 Zuffron Sabrie, Peradilan Agama dalam Wadah Negara
Pancasila, (Jakarta; Pustaka Antara, 1990), hal. 19.76Tahkim merupakan bentuk masdar kata tahakkama –
yatahakkamu artinya adalah arbitrase. Adapun yang menjadi arbitratordalam penyelesaian persengketaan yang terjadi dalam masyarakat Islam,pada tahap ini adalah para saudagar yang memahami hukum Islam(ulama). Penyelsaian sengketa yang dilakukan oleh para ulama dalamkapasitasnya sebagai orang yang menguasai hukum Islam yang sangatdibutuhkan penyelesaiannya oleh masyarakat, tanpa ditunjuk secara resmioleh suatu otoritas.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 55Kelompok elit al-hall wa al-aqd77, inilah figur-figurtertentu yang ditunjuk untuk menyelenggarakan proses dalamsuatu peadilan. Kemudian dengan struktur atau institusitertentu yang secara khusus ditunjuk untuk mengurusikepentingan beragama kaum muslimin, mulailah peradilandiselenggarakan berdasarkan tawliah dari imam atau sultan.Di beberapa tempat seperti Aceh dan Jambi diSumatera, Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatandan tempat-tempat lain, para hakim biasa diangkat olehpenguasa setempat. Di daerah-daerah lain termasukSulawesi Utara, sebagian Sumatera Utara, Gayo, Alas danTapanuli, demikian juga Sumatera Selatan tidak ada institusikhusus untuk peradilan agama. Sehingga para pemukaagama (ulama) turut langsung melaksanakan tugas-tugasperadilan. Di pulau Jawa institusi peradilan dalam bentuksederhana mulai ada sejak abad XVI M.78Dengan demikian pertumbuhan dan perkembanganperadilan agama pada masa kesultanan Islam bercorakmajemuk. Pluralitasnya tergantung kepada proses Islamisasiyang dilakukan oleh pemuka agama atau ulama, dan bentukintegrasi antara hukum Islam dan kaidah lokal yang hidupdan berkembang sebelumnya. Selain itu, terlihat dari susunanpengadilan dan hirarkinya, kompetensi absolutnya sangatberkaitan dengan kekuasaan pemerintahan secara umum,
77Pada tahapan ini telah terbentuk kelompok tokoh atau ualamayang punya kapasitas yang lebih luas tentang keislaman  khususnyahokum Islam.78 Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:Intermasa, 1980), hal. 25.



56 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agdan sumber hukum yang digunakan dalam menyelesaikanperkara yang diajukan pada institusi tersebut.Oleh karena itu pada masa kesultanan di Indonesiakompetensi absolut peradilan agama sangat luas -- karena itutidak dikenal lembaga peradilan umum seperti yang adasekarang -- sesuai dengan keluasan fiqh itu sendiri yangmencakup 4 rubu' yaitu rub 'u al-'ibddah, rub 'u al-nikah, rub'u
al-jinayat/hudud dan rub 'u al-mu'amalah.Segala persoalan umat dikembalikan pada sendihukum Islam. Sehingga kompetensi peradilan agama masihsangat utuh tanpa dipisahkan atau dipilahkan antarapersoalan pidana (publik) dan perdata (privat)79. HukumIslam itu sendiri tidak dapat dipilah berdasarkan pemilahanyang dikenal dalam hukum Barat dan hukum buatanmanusia. Hukum Islam tidak bisa dikaji dalam katagoripidana dan perdata, karena unsur-unsur pidana bisa sajamengandung unsur perdata nya dan bahkan sebaliknya.Cakupan hukum. Islam lebih luas dari cakupan pada hukumBarat dan hukum buatan manusia karena hukum Islammencakup sisi horizontal dan vertikal dalam dimensikehidupan ummat Islam.80Kompetensi absolut peradilan agama pada masa prakolonial atau masa kesultanan mencakup persoalan publik dan
privat. Pengadilan agama menyelesaikan kasus-kasus jiruiyat dan

79 Kalau hukum Islam disusun dengan sistematika hukum Barat,akan terjadi kerancuan walaupun usaha ke arah tersebut pemahdilakukan. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 50.80Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz I, (Beirut:Dar al-Fikr, 1989), hal. 25.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 57hudud seperti pembunuhan dan pengamayaan, zina, pencurian,mengkonsumsi minuman keras, riddah (murtad), qadzaf(menuduh orang melakukan zina) dan persoalan jinayat dan
hudud lainnya, juga masalah talaq, fasakh, wasiat, hibah, warisandan lain-lain. Sebagai buku pegangannya, pada abad XVII, Nur al-Din Al-Raniry mengarang kitab Sirat al-Mustaqim yangmerupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarkan kebeberapa wilayah di nusantara sebagai kitab pegangandalam masalah hukum, dan cara menyelesaikan konflik danpersengketaan.81 Sedangkan mengenai jenjang peradilan diAceh, setelah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam padatahun 1511 M, yaitu:1. Pengadilan Gampong, yang ditangani oleh keuchik danpemuka agama di desa. Pengadilan ini hanya menanganiperkara-perkara ringan. Sehingga pengadilan padatingkat ini sering menghasilkan hukum pada tingkathukum Peujroh yaitu pengadilan damai atau juru damai.Kompetensi absolutnya mulai dari masalah mu'amalahmaupun hudud, seperti perzinaan yang bisa diselesaikandengan mengawin-kannya.82

81Kitab tersebut menjadi semacam kompilasi hukum padalembaga peradilan di beberapa kesultanan waktu itu, bahkan syekh ArsyadBanjar, yang menjadi mufti di Kesultanan Banjarmasin mensyarah kitabtersebut dan memberi judul Sabil al Muhtadin, Mohammad Daud Ali,"Hukum Islam: Agama dan Masalahnya", dalam Edi Rudiana Arief dkk,Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosda Karya, 1994), hal. 70.82 Din Muhammad, Himpunan Tulisan tentang Sejarah Peradilan
Agama di D.L Aceh, (Seri Informasi Aceh Tahun VII, No. 1 ), (Banda Aceh:Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1984), hal. 33.



58 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag2. Mahkamah Mukim, yaitu pengadilan yang sampai padatahap kemukiman. Lembaga ini menangani kasus yangtidak bisa diselesaikan pada tingkat kampung, ataupunkasus-kasus yang terjadi antar kampung dalam suatukemukiman.3. Mahkamah Ulee Balang, pengadilan ini merupakanpengadilan menengah, yang mengadili berbagai kasusyang terjadi dalam masyarakat menurut hukum Islamjuga, baik kasus yang bisa diselesaikan dalam suatukampung pada tingkat kemukiman maupun kasus antarmukim.4. Mahkamah Panglima Sagoe, adalah pengadilan tinggimerupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengadilikasus tingkat banding. Mahkamah Agung, yaitupengadilan tertinggi yang ada dalam kerajaan AcehDarussalam diketuai oleh Sultan sendiri dan wakilnyayaitu Qadi Malik al-'Adil. Sedangkan anggotaMahkamah Agung ini terdiri dari wazir sultan, menterimizan dan ulama-ulama fiqh.83Susunan pengadilan di kerajaan Aceh Darussalamdisusun sesuai dengan tingkat-tingkat susunan pe-merintahan, mulai dari pemerintahan gampong hinggaMahkamah Agung yang dipegang oleh Sultan dan pejabatlainnya. Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadisdengan mazhab utamanya Mazhab Syafi’iy.84
83Ibid, hal. 34. Juga dalam, A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam

Sejarah, (Jakarta: Beuna, 1983), hal. 96. Dan Zakaria Ahmad, Sekitar
Kerajaan Atjeh, dalam tahun 1520-1675, (Medan: Momora, 1972), hal. 94.84 Zakaria Ahmad, Sekitar…, hal. 95.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 59Luasnya lingkup kompetensi absolut peradilan agamatidak terbatas pada ahwal al-Syakhsyiyah saja, tetapi jugamasalah pidana dan rub'u al-fiqh lainnya yang punyaketentuan hukum. Hal ini disebabkan oleh keinginanpemerintah dalam hal ini para Sultan, juga ulama sertamasyarakat untuk mengimplementasikan ajaran Islamkhususnya tentang hukum dalam setiap sendi kehidupanbernegara dan bermasyarakat. Prinsip tersebut dapatdimengerti karena dengan masuknya agama Islam keIndonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalamiperubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukumHindu yang berwujud dalam hukum pradata, tetapi jugamemasukkan pengaruhnya ke dalam pelbagai aspekkehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukumHindu tersebut tidak hilang secara cepat hingga tercabutakarnya, tetapi hukum Islam secara pasti di beberapa daerahmenembus dalam tatanan hidup dan diaplikasi dalammasyarakat, untuk tiap aspek hukum terutama hukumkeluarga. Namun di beberapa daerah pembentukan hukumIslam mengalami proses adaptasi yang cukup lambat. Haltersebut mempengaruhi terhadap proses pembentukan danpengembangan peradilan Islam terutama untuk cakupankompetensi absolutnya.Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram(1613-1645) Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan
Surambi, yang dilaksanakan di Serambi Mesjid. Pemimpinpengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangansultan, telah beralih ke tangan penghulu yang didampingibeberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai



60 |Dr. Muhammad Maulana, M.Aganggota majelis. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsisebagai nasehat bagi sultan dalam mengambil keputusan dansultan cenderung tidak membuat keputusan yang ber-tentangan dengan nasehat-nasehat Pengadilan Surambi.85Kompetensi absolut Peradilan Surambi pada masaSultan Agung demikian luas hingga sampai pada masalaheksekutif. Persoalan kenegaraan turut menjadi bagian untukdiperbahas oleh Pengadilan Surambi. Peran Pengadilan
Surambi tidak hanya mengadili tuntutan hukum yangdibutuhkan oleh masyarakat bahkan turut memberi per-timbangan bagi pemerintah dalam mengambil langkahkebijakan.Ketika Sultan Amangkurat I menggantikan Sultan Agungpada tahun1645. Pengadilan pradata dihidupkan kembaliuntuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, danraja Amangkurat I sendiri yang memegang tampuk pimpinanpengadilan. Namun dalam perkembangan berikutnya
Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannyasampai dengan masa penjajahan Belanda meskipun dengankewenangan yang terbatas. Pengadilan Surambi hanyamemiliki kewenangan sebagai kompetensi absolutnya yaitumenyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang ber-hubungan dengan hukum kekeluargaan yaitu untuk bidangperkawinan dan kewarisan yang merupakan bagian per-soalan ahwal al-syakhsiah.86

85 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia Edisi I (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 107.86C. Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, (terj. S. Gunawan),(Jakarta: Bharata, 1973), hal. 21



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 61Kondisi peradilan agama dan kompetensi absolutnya diwilayah kesultanan lain di pulau Jawa, dapat dilihat padakesultanan Banten dan Cirebon. Meskipun kesultanan Cirebondidirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengankesultanan Banten. Namun perkembangan dan peng-aplikasian hukum Islam di kedua kesultanan tersebutcenderung berbeda.Di wilayah kesultanan Banten, pengadilan disusunmenurut pengertian Islam. Pada masa Sultan Hasanuddinmemegang kekuasaan pengaruh hukum Hindu sudah tidaklagi berbekas, karena di Banten hanya ada satu pengadilanyang dipimpin oleh qadi sebagai hakim tunggal danmenggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum dalammenyelesaikan perkara. Sedangkan di Kesultanan Cirebonpengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yangmewakili tiga Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, danPanembahan Cirebon. Semua perkara yang menjadi objeksidang menteri itu diputuskan menurut Undang-Undang Jawa.Kitab Hukum yang digunakan yaitu Papakem Cirebon, yangmerupakan kumpulan hukum Jawa Kuno. Sumbernya yaitukitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, JayaLengkara, Kontra Menawa, dan Adilulah. Namun demikian,dalam sebagian Papakem Cirebon itu telah dipengaruhihukum Islam.87Di beberapa tempat lain di Indonesia, seperti diKalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, danbeberapa wilayah di nusantara, kompetensi absolut peradilan
87 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad Ke Abad, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1977, hal. 23



62 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agagama hanya meliputi bidang_hukum keluarga saja, yaituperkawinan dan kewarisan. Sedangkan untuk bidang lainlebih dominan menggunakan hukum adat. Sebagai hakim dipengadilan agama tersebut, para hakim adalah sosok yangditunjuk dan diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain seperti di Sulawesi Utara, Sumatera Utara danSumatera Selatan tidak ada institusi yang dibentuk olehpenguasa atau raja setempat. Para ulama langsung bertindakatas inisiatif sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas yangsemestinya dilaksanakan dalam suatu institusi peradilan. Haltersebut dilakukan oleh para ulama demi untuk memenuhikebutuhan hukum masyarakat.88 Dengan demikian untukwilayah seperti ini tidak dapat ditentukan secara tegaskompetensi absolut peradilan, karena memang lembagatersebut secara resmi tidak ada. Namun dapat diindikasikanbahwa pemenuhan kebutuhan hukum tersebut masih disekitar hukum keluarga, karena para ulama tidak punyaotoritas resmi khususnya kekuatan pemaksaan untukmemberlakukan hukum Islam secara penuh dalam kehidupanmasyarakat. Otoritas para ulama hanya pada kharisma danotoritas keilmuan pada bidang hukum Islam sehinggadipercayai masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yangmembutuhkan keputusan hukum dalam kehidupan sosialmereka.Corak peradilan di Indonesia dan cakupan kompetensiabsolutnya sangat beragam. Sesuai dengan kondisimasyarakat, terutama ditentukan oleh penguasa setempat.
88 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia; A Study in the Political

Bases of Legal Institution, (Berkeley, Los Angeles: University of CaliforniaPress, 1972), p. 10.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 63Kompetensi absolut peradilan agama di beberapa wilayahtidak mencakup seluruh hukum Islam tapi hanya terbataspada hukum keluarga dalam lingkup lebih sempit lagi yaitukhusus tentang hukum perkawinan dan warisan. Hanya dibeberapa daerah, seperti di Kesultanan Aceh Darussalam,proses pengintegrasian hukum Islam dalam kerajaan danmasyarakat berlaku secara keseluruhan.Proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan dankompetensi absolutnya di pelbagai kesultanan memilikikeunikan dan ciri khas tersendiri. Ada yang berusahamengintegrasikan hukum Islam secara maksimal, namun adajuga bercampur dengan kultur atau adat masyarakatsetempat. Perpaduan antara hukum Islam dan adat digunakanuntuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara laten bahkan
manifest, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barnt dan dibeberapa tempat di Sulawesi Selatan.89
2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Masa

Kolonialisme

a. Masa Kolonial BelandaDari perspektif pengaplikasian hukum Islam dankeberadaan lembaga peradilan agama di Indonesia masakolonial Belanda, dapat dibagi dua periode, yaitu:1) Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya
89Mattulada, "Islam di Sulawesi Selatan ", dalam Taufik Abdullah(Ed.) Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta; Rajawali Persada, 1983), hal.209-222



64 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag2) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.90Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebutjuga receptio in complexu.91 Pada masa ini hukum Islamdilaksanakan dengan sepenuhnya terhadap orang Islamkarena mereka telah memeluk agama Islam. Belanda - sejakmasa berdirinya VOC92 tetap mengakui hukum Islam yangdigunakan oleh penduduk pribumi sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, sesuai dengan luas cakupankompetensi absolut peradilan agama Walaupun sebagianbesar wilayah kesultanan di Indonesia hanya meng-aplikasikan hukum Islam untuk bagian hukum tertentu.Seperti hukum kekeluargaan Islam, yang meliputi hukumperkawinan dan hukum waris. Bahkan pemerintah HindiaBelanda memutuskan untuk mengakui dan menerapkanHukum Kekeluargaan itu dengan bentuk ketetapan hukum.
90 lsmail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam SistemKetatanegaraan Indonesia" dalam Amrullah Muhammad, dkk, (timpenyusun), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (JakartaGema Insani Press, 1996), hal 131.91 Teori ini dikemukakan oleh Christian Van Den Berg, karena iaberalasan bahwa masyarakat Indonesia telah meresepsi hukum Islamsecara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Dalam Muhammad Daud Ali,

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: YayasanRisalah, 1984), hal. 16.92VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), mulai menjajakidan menguasai Indonesia sejak akhir abad XVI M. Yaitu pada tahun1596, kemudian pemerintahan Belanda memberi kuasa pada VOC untukmendirikan benteng-benteng sebagai persiapan untuk penjajahanwilayah nusantara. VOC kemudian diganti dengan kekuasaan penuhpemerintah Belanda sejak tahun 1800-1942, Mohammad Daud Ali,
Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada1997), hal. 192



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 65Resolutie Der Indische Regeering pada tanggal 25 Mei 1760,yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan danhukum kewarisan Islam yang kemudian dikenal dengan
Compendium Freijer.93Hukum Islam yang menjadi kompetensi absolutperadilan agama yang telah berlaku sejak jaman VOC itulaholeh pemerintah Belanda diberikan dasar hukumnya dalam
Regeerings Reglement (R.R.) tahun 1855. Antara lain dalampasal 75 dinyatakan: "oleh hakim Indonesia itu hendaklahdiberlakukan undang-undang Agama (godsdientige wetten) ...“ 94 Pengadilan agama diakui dan dikukuhkan masapemerintahan Hindia Belanda di Indonesia didasari padapemikiran LWC Van den Berg dengan theori Receptio in
Complexu. Pengadilan agama, didirikan di Jawa dan Madurapada tahun 1882. Di Kalimantan Selatan dan sebagianKalimantan Timur didirikan tahun 1937 dengan nama
Kerapatan Qadi.95Namun sebenarnya pengakuan keberadaan pengadilanagama di Indonesia, jauh sebelum adanya theori receptio In
complexu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuanhukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda,Yaitu :

93 Karena yang mengumpulkan dan menyusunnya adalah D.W.Freijer 94  Ismail Sunny, Kedudukan…, hal. 131.95Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-
Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995), hal. 113



66 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag(1). Pada bulan September 1808 ada suatu instruksi daripemerintah Hindia Belanda kepada para bupati yangberbunyi: "Terhadap urusan-urusan agama orang Jawatidak akan dilakukan gangguan-gangguan. Pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskanperkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinandan kewarisan dengan syarat bahwa tidak akan adapenyalahgunaan. Upaya hukum tingkat banding dapatdimintakan pada hakim Banding.(2). Pada tahun 1820 melalui Stbl. No. 22 pasal 13ditentukan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya parapemuka agama dapat melakukan tugas sesuai denganadat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soalperkawinan, pembagian pusaka dan sejenisnya. Dariistilah Bupati dalam ketentuan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa peradiian agama telah ada diseluruh Jawa waktu itu.(3). Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubemur Jenderaltgl 3 Juni 1823 No. 12, diresmikan pengadilan agama dikota Palembang yang diketuai oleh Pangeran Penghulu.Sedangkan bandingnya dapat dimintakan kepadaSultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembangmeliputi.- Perkawinan- Perceraian- Pembagian harta- Pienentuan penyerahan anak bila orang tua bercerai- Hak masing-masing orang tua terhadap anaknya.- Harta apusaka ata warisan.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 67- Wasiat- Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agamaIslam.(4) pada tahun 1835, melalui Resolusi tanggal 7 Desember1836 yang dimuat dalam Stbl. 1835 No. 58, otoritas HindiaBelanda mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 Stbl.1820 No. 20, yang  isinya sebagai berikut: "Apabila terjadisengketa antara orang-orang Jawa satuu sama lainn7amengenai soal-soal  perkawinan, pembagian harta pusakadan sengketa-sengketa sejenisnya yang harus diputuskanberdasarkan ketentuan hukum menurut agama Islam, makapara pemuka agama lah yang memberi keputusan, tetapi bilagugatan untuk memperoleh pembayaran yang timbul daripemuka yang mana, maka gugatannya harus diajukan kepengadilan biasa atau landraad yaitu pengadilan yangdibentuk oleh otoritas Hindia Belanda. Melalui ketetapanStbL 1835 inilah maka tiap keputusan pengadilan agamaharus dikukuhkan oleh Landraad.Selanjutnya dalam pasal 109 Regeeringstreglemen RRtahun 1854 disebutkan pula bahwa selain berwenangmemutuskan perkara antara orang bumi putera yangberagama Islam. Pengadilan agama juga berwenang untukmemutuskan perkara yang terjadi antara orang-orang bukanbumi putera yang beragama lslam seperti orang Arab danlain-lain. Ketentuan-ketentuan dalam RR 1854 tersebutmenegaskan kewenangan pengadilan agama yang telah adapada masa sebelumnya diperluas terhadap orang-orang nonIndonesia tetapi beragama Islam.



68 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag(5). Pada tahun 1854, melalui pasal 78Regeeringstreglemen (RR) 1854, (Stbl. 1855 no. 2)ditentukan batas kewenangan peradilan agama, yaitu:a. Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkarapidanab. Apabila menurut hukum Islam atau adat istiadatperkara itu harus diputuskan oleh penghulu ataupejabat peradilan agama.96Di kalangan ahli hukum dan ahli kebudayaan HindiaBelanda dianut suatu pendapat yang menyatakan bahwa diIndonesia berlaku hukum Islam. Pendapat tersebut mulanyadicetus oleh Solomon Keyzer (1823-1886), kemudiandikuatkan oleh Lodewijk Christian Van den Berg (1845-1927), yang mencetuskan teori Receptio in Complexu, berartihukum Islam diterima oleh masyarakat muslim di Indonesiasecara keseluruhan sebagai satu kesatuan.Dengan demikian pemerintah Belanda dan HindiaBelanda dengan Undang-Undang tersebut telah menegaskandan mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orangIndonesia yang beragama Islam. Hukum yang diperlakukanadalah hukum Islam, maka perlu landasan hukum untukmembentuk pengadilan agama bagi penduduk pribumi.Sehingga kemudian pengadilan agama dikenal juga denganpengadilan pribumi.Ditetapkannya Stbl. 1882 no. 152, mempunyai artipenting bagi perkembangan priesterraad atau pengadilan
96 Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islamdalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", dalam EddiRudiana Arief, dkk (ed), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek,(Bandung; Rosda Karya, 1994), hal. 44.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 69agama selanjutnya ditempatkan dalam tata peradilan yangdiakui dan diatur secara sah dan berjenjang, khususnya diJawa dan Madura.97Kemudian ada perubahan pembuat dan penentupolicy hukum dan penjajahan di Negeri Belanda terhadapdaerah jajahannya, dalam hal ini mengenai hukum perdataatau hukum kekeluargaan, perubahan sikap ini antara laindianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933)yang mulai mengkritik dan menyerang pasal 75 dan 109RR. Stbl. 1855. 2. C. Van Vollenhoven adalah ahli hukumadat yang memperkenalkan het Indische adatrecht. Bahkankecaman lebih keras dilontarkan oleh C. SnouckHurgronje,98 yang menyatakan bahwa telah terjadikekeliruan besar yang dilakukan oleh pemerintah HindiaBelanda sebagai akibat kedangkalan pengetahuan pe-merintah. 99Menurut C. Snouck Hurgronje, yang berlaku diIndonesia bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat.Namun dalam hukum adat tersebut telah masuk pengaruhhukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai
97 K.A Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia,(Jakarta: Bulan Bintang,1984), hal. 220.98Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) adalah seorangpenasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumi Putera,mulai tahun 1898 menentang teori Recpetic in Complexu, sebagai hasilpenelitiannya terhadap orang Aceh dan Gayo yang ditulis dalam buku-nya yang berjudul De Atjehers dan Het Gajoland. Kemudian ia jugameneliti agama Islam dan Hukum Islam di Indonesia, Mohammad DaudAli, Hukum Islam .... , hal. 250.99 C. Snouck Hurgronje, Islam…, hal. 21.



70 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agkekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima olehhukum adat.100  Pendapat ini terkenal dengan receptie
theorie, yang dikembangkan secara sistematis olehBertrand Ter Haar.Apapun gagasan dari perumusan teori receptie, tujuanutamanya adalah untuk menghambat perkembanganhukum Islam. Dengan menafikan hukum Islam dalamkehidupan rakyat dan telah menjadi kompetensi absolutperadilan agama melalui cara yang sangat halus meng-gunakan metode ilmiah dengan dalih untuk mem-pertahankan hukum adat.101

Adatrecht politik itu bukan hanya sebuah hambatanterhadap perkembangan hukum Islam, bahkan menjadiindikasi kemunduran sistem hukum Islam. Dari sudutpandang ini tampaklah, bahwa tujuan politik hukumkolonial sejak tahun 1906 adalah untuk menghambat danmenghentikan meluasnya agama Islam dan membentukkonsep hukum tandingan yang mendukung konsep politik
Devide et lmpera. Tegasnya hukum adat digunakan sebagaisarana pengaman dan penopang kepentingan pemerintahkolonial.Pada tahun 1907 keluarlah Stbl. 1907 No. 204 yangmenghapus penegasan kalimat " ... memperlakukan Undang-

100 Ibid., hal. 22.101Menurut pemuka agama Islam di Indonesia teori recepsi itumerupakan suatu upaya yang lebih menjurus pada kristening politic,karena setelah itu peran hukum Islam mulai diresepir oleh hukum adatdalam kehidupan masyarakat. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,(Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 23
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undang Agama (Godsdienstigertwetten), yang ada dalam RR.Pasal 75 (2) Stbl. 1855: 2, selanjutnya diganti dengankalimat -- untuk memperhalus -- diperlakukan untuk orang
Indonesia dan Timur Asing peraturan-peraturan Agamaatau kebiasaan itu. Bahkan ditambahkan pula dalam Stbl.1907 bahwa peraturan- peraturan yang berlaku untukorang Eropa diberlakukan juga kepada orang Indonesia danorang Timur Asing kalau ketentuan tersebut dibutuhkanoleh masyarakat.102Perubahan tersebut tidak mendapat reaksi darimasyarakat dan tokoh Islam, sehingga pemerintah HindiaBelanda meningkatkan perluasan penggunaan hukum adat,dengan merubah RR. 75 Stbl.1855 (2) huruf "b" yaitu:"memperlakukan peraturan yang berkenaan dengan agamaitu" diperlunak dengan menggunakan redaksi kalimat barumenjadi memperhatikan peraturan-peraturan yang ber--kenaan dengan agama dan kebiasaan itu" 103Kemudian pada tahun 1922, atas saran dan pandangandari penganut teori receptie, pemerintah Hindia Belandamembentuk sebuah komisi untuk meninjau kembaliwewenang priesterraad di Jawa dan Madura, yang sejak 1882secara resrru hukum waris Islam menjadi kompetensiabsolutnya. Komisi yang diketuai B. Ter Haar memberirekomendasi pada Gubemur Jenderal Hindia Belanda untuk

102 DITBINBAPERA, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di
Indonesia, (Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, DepartemenAgama Republik Indonesia, 1985), hal. 17.103 Ibid., hal. 18



72 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmeninjau kembali kompetensi absolut priesteraad yangberhubungan dengan hukum waris dengan alasan bahwahukum kewarisan belum diterima sepenuhnya oleh hukumadat. Berdasarkan penelitian komisi yang diketuai oleh B. TerHaar, maka pemerintah Hindia Belanda menerapkankebijakan baru sebagai pengganti RR, Stbl 1855 No. 2. Denganmenetapkan Wet Op de Staatsinrichting Van Nederlands Indie,disingkat dengan Indische Staatsregeling (IS) yangdiundangkan dalam Stbl. 1929 No. 212. Ketentuan dalam IStersebut mencabut hukum Islam dari lingkungan tata hukumHindia Belanda dalam pasal 134 ayat (2), berbunyi:"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orangIslam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabilahukum adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidakditentukan lain dengan sesuatu ordonansi''104Jadi sejak tahun 1929 perubahan mendasar isi IS 1925.Intinya mencabut hukum Islam dari lingkungan tata hukumHindia Belanda. Mulai sejak itulah masyarakat Indonesiamerasakan pengaruh yang sangat kuat dari teori receptie.Pemuka-pemuka Islam merasa dibodohi dengan lahirnya teoriyang dianggap ilmiah. Dengan anggapan memang suatu fakta,bahwa hukum Islam itu bukan hukum yang mengakar diIndonesia. Sehingga tertancap dengan kuat dalam pikiranmasyarakat bahwa yang berlaku adalah hukum adat. HukumIslam baru diterima sebagai suatu sistem hukum bila telahmenjadi hukum adat. Sebagai dasar pandangan tersebut selalu
104Ismail Sunny, Kedudukan…, hal. 131.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 73bertumpu pada pemahaman pasal 134 ayat (2) yangdikatakan berasal dari pasal 78 ayat (2) RR tahun 1855.105Dengan landasan dan semangat menghancurkanmasyarakat Islam, Pemerintah Hindia Belanda mengambilkebijakan politik dengan menerbitkan peraturan Perundang-undangan yang berusaha menghapus hukum Islam, antaralain dengan mengeluarkan ketetapan dalam Stbl. 1931 No.53, yang merupakan pengebirian terhadap wewenangperadilan agama, dengan menghapuskan dalam kompetensiabsolutnya perkara:- Kewarisan- Wakaf dan Hibah- Hadhanah dan harta bersamaKetentuan dalam Stb1. 1931 No. 53 di atas jelasditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk kepentinganpenjajahan dan diwamai oleh teori Receptie.106Ketentuan Stbl. 1931 No. 53 menimbulkan kecamandan terjadinya konflik hukum yang mendorong adanyapeninjauan kembali terhadap pembentukan komisi dankeputusan tersebut. Akhimya pemerintah Hindia Belandamengeluarkan ketetapan baru sebagai kebijakan politiknyayaitu Stbl. 1937 No. 116 dan 160 Dalam Stbl. 116 ditentukankewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.Sedangkan Stbl. No. 160 menentukan tentang pembentukan
105 Zainal Abidin Abu Bakar, "Univikasi Peradilan Agama melaluiUUPA sebagai perwujudan wawasan Nusantara", dalarn Sinar Darussalam,No. 183/188, 1990, hal. 319, DITBINBAPERA Islam, Kenang-kenangan ... ,hal. 22. 106 Ibid., hal. 22



74 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmajelis pengadilan tingkat banding yaitu Mahkamah TinggiIslam atau Hof Voor lslamietische Zaken. 107Kompetensi absolut peradilan agama di Jawa danMadura ditentukan dalam Stbl. 1937 No. 116 pasal 20, yangmeliputi perkara-perkara:1. Perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam.2. Perkara-perkara tentang: a. nikah, b. talak c. ruju dand. perceraian antara orang-orang yang beragamaIslam yang memerlukan perantaraan hakim agamaIslam3. Menyelenggarakan perceraian.4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talakyang digantungkan (ta'liq al-talak) telah ada.5. Perkara mahar atau mas kawinPerkara-perkara tentang keperluan kehidupan isteriyang wajib diadakan oleh suami.108Ketentuan hukum tersebut memberi beberapa pe-rubahan, di antaranya, yaitu:1. Hanya perkara-perkara yang oleh rakyat dianggapdemikian erat hubungannya dengan agama Islam yangharus diperiksa dan diputuskan oleh hakim agama, danperkara-perkara tersebut meliputi perkara tentang ke-absahan perkawinan, perceraian, mahar dan keperluanistri yang wajib disediakan oleh suami.
107 Ibid., hal. 113108Habibah Daud, "Peranan Pengadilan Agama dalam Me-nyelesaikan Masalah Kewarisan di Indonesia", dalam Laporan Hasil

Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta; Departemen Agama RepublikIndonesia, 1982), hal. 44.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 752. Majelis hakim pada pengadilan agama terdiri atas ketuadan para anggota yang mempunyai hak suara,selanjutnya dalam kondisi tertentu bisa saja terdiri atasseorang hakim yang memberikan keputusan sendiri. Halitu dipandang sesuai dengan kekuasaan qadhi.3. Untuk menghindarkan hal-hal yang kurang adil dan untukmeningkatkan derajat pengadilan agama, maka hakimharus mendapat gaji tetap dari perbendaharaan negara.4. Harus diadakan sebuah majelis pengadilan Banding(appel) untuk menerima, jika perlu, memperbaiki ke-putusan-keputusan hakim agama.109Kebijakan dalam Stbl. 1931 tidak banyak memberiperubahan, karena pengadilan agama masih tetap tidakberwenang menangani perkara warisan, dan perwakafan.Keputusan tersebut masih juga mencerminkan konflikhukum, yang ditentukan oleh keputusan politik yang berupapengalokasian kewenangan badan peradilan. Dalam hal ini,pengadilan agama memiliki kewenangan melaksanakanbagian-bagian tertentu dari hukum Islam, sedangkan
Iandraad memiliki kewenangan melaksanakan hukum adat.Stbl. 1931 juga menetapkan bahwa kompetensiabsolut pengadilan agama, bila ada perselisihan-per-selisihan atau perkara-perkara tentang tuntutan pem-bayaran uang dan pemberian harta benda tertentu makaharus diperiksa oleh hakim biasa dan diputuskan di
Landraad. Kecuali tentang tuntutan mahar dan keperluannafkah istri yang menjadi tanggungan suami. Dengandemikian melalui Stbl. 1937 No. 116 dinyatakan bahwa

109Cik Hasan Basri, Peradilan…, hal. 112.



76 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Priesterraad tidak berwenang lagi mengurus perkarawarisan. Di luar Jawa dan Madura, khususnya untuksebagian residensi Kalimantan Selatan dan KalimantanTimur diatur dalam Ordonansi Hindia Belanda, Stbl. 1937No 638 dan 639. Kompetensi absolutnya tetap samadengan kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura.Sedangkan di Aceh sejak pertengahan abad XIX,yaitu mulai tahun 1881 sudah tidak ada lagi pengadilanagama. Sebagai gantinya diberlakukan "Peraturan
Meusapat",110 berdasarkan ketentuan Stbl. 1881 No. 83,sehingga semua hukum kekeluargaan termasuk persoalanwarisan diurus oleh meusapat. Kemudian dengan KeputusanGubemur Aceh tanggal 14 Januari 1919, kompetensi
Meusapat diserahkan pada ulee balang. Pada tanggal 1Januari 1926 keputusan gubemur tersebut dan perkaranyadiserahkan kembali pada meusapat. Oleh karena itu di Acehpada masa Hindia Belanda tidak diakui secara resmiadanya Peradilan Agama (godsdienstige Rechtspraak)sehingga hakim agama tidak ada. Semua perkara ummatIslam diserahkan pada landraad dan meusapat.111Meusapat terdapat di setiap daerah Swapraja, olehkarena itu, meusapat diatur sendiri oleh Zeljbestuurder (ulee
balang). Di setiap ulee balang diangkat seorang qadhi untukwilayah kekuasaannya. Kompetensi meusapat yaitu me-nyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan

110Penamaan Meusapat, untuk pengadilan anak negeri di Acehdiberikan oleh Mr. Der Kinderen dalam ordonantie 14 Maret 1881 (stbl1881 No. 83), yang dianggap keliru oleh Snouck Hurgronje, DinMuhammad, Himpunan, hal. 4.111Ibid., hal. 6.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 77hukum Islam tertentu, seperti warisan, talak, fasakh, danlain-lain (Stbl. 1883No. 81 dan Stbl 1904 No. 472 dan No.473).112Kondisi peradilan agama di Aceh masa pemerintahanHindia Belanda tidak jauh berbeda dengan di daerah lain,berada dalam situasi stagnan yang dibuat oleh sistem politikHindia Belanda untuk kepentingan penjajahannya. Politikhukum dalam penataan seperti tersebut di atas merupakankebijakan makro pemerintah kolonial Belanda denganmenggunakan teori receptie.2. Masa Penjajahan JepangDi masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan yangberarti terhadap peradilan agama dan kompetensiabsolutnya. Kebijakan pada masa ini hanya melanjutkankeberadaan peradilan agama dan kompetensi absolutnyayang telah ada pada masa penjajahan Belanda. Pengadilanagama masih tetap dalam posisi dimarginalkan, karenauntuk keputusan-keputusan tertentu masih membutuhkanpengukuhan dari peradilan biasa (landraad). Cakupankompetensi absolutnya hanya berkisar pada perkawinan,perceraian, dan nafkah istri. Persoalan kewarisan masihtetap menjadi kompetensi absolut pengadilan biasa(landraad).Walaupun demikian beberapa usaha dilakukan olehpara tokoh muslim untuk mengokohkan keberadaan
112 Ishak, "Catatan tentang keadaan peradilan Agama di DaerahIstimewa Aceh", dalam Din Muhammad, Himpunan ... , ha! 24



78 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agpengadilan agama. Misalnya yang perlu dicatat adalah, parapemimpin nasionalis Islami melalui Abikoesno Tjokrosoejosomenghendaki agar sengketa warisan antar umat Islamdikembalikan pada pengadilan agama dan menjadi kompetensiabsolutnya. Sehingga dengan dikembalikan perkara warisandalam kompetensi absolut pengadilan agama, diharapkaneksistensi lembaga tersebut lebih tampak keberadaannya.113Di pihak lain, dari kalangan nasionalis sekuler, MelaluiSartono menghendaki agar segala kompetensi absolutpengadilan agama yang berkenaan tentang perkawinan danperceraian serta keberadaan pengadilan agama itu sendiridihapuskan saja. Sehingga wewenang tersebut dapat di-laksanakan oleh pengadilan negeri seutuhnya. Dalam sebuahsuratnya kepada pemerintah Jepang, Sartono menyatakan:Cukuplah segala perkara diserahkan pada pengadilan biasayang dapat meminta pertimbangan pada seorang ahli agamaIslam (ulama).114 Pemimpin nasionalis sekuler yang lain yaituSoepomo - yang menjadi penasehat soal-soal hukumpemerintah pendudukan Jepang - menentang pemulihankembali kompetensi absolut pengadilan agama yangdikehendaki oleh pemimpin-pemimpin nasionalis Islam. Haltersebut dikemukakannya ketika menyampaikan sebuahnasehat sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakanpemerintah Jepang. Namun demikian rintangan yang di-letakkan oleh rivalnya, usaha pemimpin-pemimpin Islamuntuk mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalamkedudukannya semula seperti masa memerintah kesultanan
113Mohammad Daud Ali, Hukum Islam .. , hal.203.114Ibid., hal. 104



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 79Islam, terus dilakukan dalam berbagai kesempatan yangterbuka.115Pemerintah kolonial Jepang, mengambil langkahkonkrit untuk mewujudkan bentuk peradilan dalam pasal 1dan 2 UU No. 1/1942, dikeluarkan oleh pemerintah balatentara Dari Nippon UU No. 14/1942 yang mengatur tentangpengadilan bala tentara Dai Nippon.Dalam pasal 1 disebutkan: "bahwa di tanah Jawa danMadura telah diadakan Gunsei Hooin (pengadilan PemerintahBala Tentara). Akan tetapi dalam UU ini tidak disebutkanbentuk pengadilan agama dan kompetensi absolutnya untukwilayah Indonesia di luar Jawa dan Madura. Hal ini dijumpaidengan jelas dalam pasal 3 UU No. 14/1942. Di dalam pasal inidisebutkan bahwa untuk sementara waktu Gunsei Hoointerdiri atas:1. Tiho Hooin (pengadilan Negeri)2. Keizi Hooin (Hakim Kepolisian)3. Ken Hooin (Pengadilan Kebupaten)4 Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan)5. Kai Koyo Kootoo Hoin (Mahkamah Islam Tinggi)6. Sooryo Hooin (Rapat Agama).116Pemberian nama yang disesuaikan dengan bahasaJepang untuk menunjukkan bahwa nama-nama peradilanagama seperti yang disebutkan dalam perundang-undanganAgama yang berlaku pada masa pemerintahan HindiaBelanda tidak berlaku lagi. Persoalan peradilan agama iniselanjutnya, muncul lagi dalam Forum Dewan Penasehat
115Ibid., hal. 205.116DITBINBAPERA, Kenang-kenangan…, hal. 24.



80 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgIndonesia, dalam forum inilah keberadaan peradilan agamaberusaha diangkat kembali.117Dari paparan di atas, jelas bahwa tidak banyakkemajuan yang dialami oleh peradilan agama di Indonesiawalaupun usaha untuk menuju ke arah tersebutada.Tindakan sebaliknya juga ada yaitu untuk menghapusperadilan agama. Perubahan yang ada pada masa Jepanghanya dari segi namanya saja yaitu dari bahasa Belandadiubah ke bahasa Jepang. Perubahan tersebut tidakfundamental bagi perkembangan kompetensi absolutperadilan agama. Khususnya dalam bidang kewarisan,pengadilan agama tetap tidak punya wewenang dalammenanganinya. Karena secara konstitusi pengadilan agamapada masa penjajahan Jepang tetap tidak punya kekuatanlegalitas. Perkara warisan tetap menjadi wewenangpengadilan negeri dengan landasan legalitasnya didasariteori receptie. Oleh karena itu pada masa Jepang perkarawarisan tetap menjadi kompetensi pengadilan negeri atau
Tiho Hooin, jadi tidak ada perubahan atau perluasankompetensi absolut peradilan agama.Di daerah tertentu, di Aceh misalnya pemerintahJepang melimpahkan perkara warisan pada pengadilanagama dan menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agamaatau Syu Kyo Hain. Berdasarkan keputusan GunseikanbuAtjeh Syu Seityo Koetaradja, Atjeh Syu Totyo No. 76tertanggal Syowa 19 Iti - Gatu 1, dalam pasal 91 yangberbunyi: "Untuk mengurus sekalian perkara-perkara yangberkenaan dengan nikah, fasakh, faraid, harta-harta agama

117 Deliar Noer, Administrasi Islam…, hal. 90.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 81dan lain-lain yang berhubungan dengannya akan diadakan
Syu Kyo Hoin di daerah Aceh.118Jadi di Aceh, pengadilan agama rnemperolehwewenang yang lebih luas dibanding dengan pengadilanagama di daerah lain. Hal tersebut ditandai dengan di-kembalikannya perkara warisan menjadi kompetensiabsolut-nya. Dengan ketentuan tersebut perkara warisankembali dalam lingkungan kompetensi absolut pengadilanagama. Setelah sekian lama diberikan wewenangnya padapengadilan negeri untuk menanganinya. Yaitu sejakberakhirnya pemerintahan Sultan Aceh Darussalam berakhirdan mulai bercokolnya kolonial Belanda di Aceh. Pe-ngembalian hukum waris menjadi kompetensi absolutpengadilan agama pada masa Jepang ini. Ditinjau dari sisi politikhukum dapat dimaklumi karena mereka butuh simpati dari rakyatAceh. Pertimbangan tersebut dilakukan agar rakyat Aceh dapatmenerima mereka. Sehingga mudah menguasai rakyat, apalagisaat itu Jepang sedang menghadapi perang dengan tentara sekutu.
B. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Setelah
Kemerdekaan1. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Masa Revolusi FisikSetelah Jepang menyerah pada tentara sekutu dankemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Banyak pembenahanyang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga banyak

118 Y Miyake, Beberapa Pemandangan tentang Kehakiman diDaerah Aceh, (Koeta Radja: Pemerintahan Tentara DJepang, 1944), hal. 54



82 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agterjadi perubahan dalam pemerintahan. Tetapi tidak secaraotomatis berubah juga pada institusi peradilan, khususnyaterhadap keberadaan peradilan agama dan kompetensiabsolutnya. Hal tersebut terjadi, karena bangsa Indonesiadihadapkan kembali pada revolusi fisik melawan Belandayang membonceng tentara sekutu, dengan tujuan inginmenjajah kembali Jndonesia. Di samping itu konstitusi yangmenjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaannegara memungkinkan penundaan perubahan tersebut.Usaha merombak stelsel kolonial dalam urusanperadilan dilakukan pada tahun 1948 dengan mengeluarkanUU No 19 yang disebut UU tentang Susunan dan KekuasaanKehakiman dan Kejaksaan. UU ini menyatakan bahwaperadilan agama, akan dimasukkan secara istimewa dalamsusunan peradilan umum. Berarti perkara perdata antaraorang Islam yang menurut hukum sebelumnya menjadikompetensi absolut peradilan agama, baik di pulau Jawa danMadura maupun di daerah lain, harus diperiksa dandiputuskan oleh badan peradilan umum. Ketentuan tersebuttercantum dalam pasal 35 (2), pasal 45 dan pasal 53, UU. No.19 tahun 1948. 119UU No. 19 tahun 1948 tidak hanya menghapuskompetensi absolut peradilan agama. Bahkan lembaganya-pun dilenyapkan dan dilebur dalam peradilan umum.Kebijakan tersebut lebih buruk dari kebijakan masa kolonialBelanda dan Jepang. Pada masa kolonial kompetensi absolutPeradilan agama masih dipertahankan walaupun cakupannyadipersempit. Untuk wilayah Jawa dan Madura, Kalimantan
119DITBINBAPERA, Kenang-kenangan…, hal. 28.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 83Selatan dan Kalimantan Timur kompetensi absolut peradilanagama mencakup hanya bidang perkawinan dan perceraian.Daerah di luar wilayah tersebut diperluas dengan adanyapengakuan bahwa perkara warisan menjadi kompetensiabsolut peradilan agama.Ketentuan yang tercantum dalam UU No. 19 tahun1948 tidak pernah dinyatakan berlaku sebagai sumberhukum. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal II AturanPeradilan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnyamasih diberlakukan peraturan-peraturan yang bersumberdari ketentuan yang ditetapkan sebelum Indonesiamerdeka, sebelum ada peraturan baru yang menggantikan-nya. Adanya aturan peralihan ini ditujukan untuk menjaminkepastian hukum dan stabilitas hidup masyarakat sertauntuk mencegah timbulnya kevakuman atau kekosonganhukum120. Oleh karena itu pada masa awal kemerdekaankompetensi absolut peradilan agama masih tetap sepertidiatur dalam Stbl 1882 No. 152 jo Stbl 1937 No.116 dan 610.Keadaan demikian berlaku di daerah-daerah yangsecara de facto dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.Untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh sekutu dan Belanda,kompetensi absolut peradilan agama juga masih tetap sesuaidengan ketentuan masa kolonial. Hanya nama lembaganyasaja yang diubah dari priesteraad diganti dengan penghoeloe
gerecht. Dasar peraturannya tercantum dalam Javaasche
Courant 1946 No 32 dan 39, 1948 No. 25, 1949 No. 29 dan No.65.

120 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 15 7



84 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgDi Sumatera, atas desakan masyarakat, GubernurPropinsi Sumatera dalam surat kawat No. 189 tanggal 22Februari 1947, memerintahkan kepada para residen untukmembentuk Jabatan Agama Daerah, termasuk di dalamnyaketua Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian seluruhSumatera segera terbentuk Mahkamah-mahkamah Syar’iyah.Bahkan di Aceh pembentukannya dilakukan pada tingkatkeresidenan, kabupaten sampai kewedanaan.Berhubung di Aceh sejak jaman Jepang telah terbentukinstitusi ini, maka perintah pembentukannya tinggal disesuaikanformatnya saja.121Mengenai kompetensi absolutnya, dije1askan dalamkawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera sebagaiberikut :a. Nikah, talak, ruju’, nafkah dan sebagainyab. Pembahagian harta pusakac. Wakaf, hibah, sedekah dan lain-laind . Bait al-mal.122Berdasarkan kawat tersebut, kompetensi absolut Per-adilan Agama masih cukup luas mencakup sebagian persoalan
ahwal al-syakshiyah dan rub'u al-‘ibadah seperti sadaqah danlain-lain.2. Kompetensi absolut Peradilan Agama setelah penyerahankedaulatan dan masa orde lama (1949-1965)Setelah Indonesia terlepas dari rongrongan penjajahsecara mutlak, maka pemerintah mulai menata kembalistruktur Peradilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-

121 Din Muhammad, Himpunan.., hal. 9122 Ibid., hal. 10.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 85undang Darurat No. 1 tahun 1951, yang mulai berlakutanggal 14 januari 1951. UU tersebut dinamakan Undang-undang tentang tindakan sementara untuk menyelenggara-kan kesatuan susunan  kekuasaan dan acara pengadilan.Pengadilan sipilAdapun ketentuan pokoknya yaitu :a. Semua bentuk pengadilan pada jaman pra federal sertapenuntut umum, dihapuskan dan digantikan denganpengadilan negeri dan kejaksaan negeri.b Semua bentuk peradilan swapraja dan peradilan adatsecara berangsur-angsur dihapuskan dan kekuasaannyadiserahkan kepada Pengadilan Negeri.c. Peradilan agama yang merupakan bagian tersendiri dariperadilan swapraja dan peradilan adat tidak turutterhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturanpemerintah (PP).123Pelaksanaan UU Darurat tersebut yang menyangkutpenghapusan Peradilan Swapraja dan Peradilan adat berjalandengan lancar. Sedangkan yang menyangkut kelanjutanperadilan agama mengalami hambatan karena diperlukanadanya PP. Walaupun sebenamya pemerintah telah cukupbijaksana dengan tidak menghapuskan begitu saja bentuk-bentuk peradilan agama dan kompetensi absolutnya atautidak memasukkannya dalam lingkungan pengadilan negeri.Jadi kelanjutan dari peradilan agama itu tidak dapat berjalansemudah yang diharapkan.
123 DITBINBAPERA, Kenang-kenangan ... , hal. 33



86 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgPeradilan agama di Propinsi Sulawesi dan dibeberapa kabupaten dalam propinsi Sunda Kecil berjalanberdasarkan pasal 12 Peraturan Swapraja tahun 1938,kompetensi absolutnya berkisar perselisihan suami istri.Demikian juga pengadilan agama di daerah Kalimantan,penyelesaian pertikaian suami istri dalam urusan nikah,thalak, ruju', mahar dan sebagainya sampai padapenyelesaian perkara warisan.Sedangkan di Sumatera selama tahun 1952,pengadilan agama yang diaktifkan secara resmi hanya satuyaitu pengadilan agama di Palembang, dengan penetapanMenteri Agama. No. 15 tahun 1952. Diharapkan dapatdilaksanakan ketetapan tersebut, pada tanggal 1 Agustus1952, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan pada tanggaltersebut karena ada beberapa hal yang harus dirundingkandengan kementerian kehakiman.124Peradilan agama di seluruh Sumatera dapat dibagi 4macam, yaitu:(1). Berdasarkan ketetapan Wah Negara Sumatera Timurtanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950 termuat dalamwarta resmi NST No. 78, Peradilan agama dengankompetensi absolutnya yaitu memeriksa perselisihansekitar nikah, thalak dan ruju’, juga berwenang me-nangani perkara mengenai mahar, hadanah, nafkahdan menetapkan pembagian warisan. Namanya adalahMajelis Agama Islam, yang terdapat di daerah bekasSumatera Timur.
124 Ibid., hal. 35.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 87(2). Di daerah Aceh, peradilan agama dilakukan olehMahkarnah Syar'iyah yang terbentuk sejak tanggal 1Agustus 1946, pembentukannya diperkuat olehDewanPerwakilan Aceh pada tahun 1947. Adapun kompetensiabsolutnya yaitu memutuskan persoalan-persoalantentang nikah, thalak dan ruju’ juga tentang per-sengketaan waris mawaris.(3 ). Di daerah Riau, peradilan agama dibentuk berdasarkanpasal 12 peraturan Swapraja 1938.(4). Peradilan agama di beberapa daerah lainnya diSumatera yang berbeda yang tersebut di atas karenadibentuk berdasarkan pasal 12 Stbl. 1932 No.80.55.Setelah melampaui beberapa usaha, pada tahun 1957,Menteri Agama menyampaikan sebuah RancanganPeraturan Pemerintah tentang pengadilan agama di daerahAceh, yang mendapat pengesahan Dewan Menteri.Kemudian keluarlah PP. No. 29 tahun 1957. Namun DewanMenteri menganggap PP tersebut belum memberi solusiyang integral untuk daerah-daerah lain di luar Jawa danMadura, maka PP tersebut dicabut. Kemudian pada rapatkabinet tanggal 26 agustus 1957, Rancangan PeraturanPemerintah tersebut diterima dengan baik sehinggaditandangani oleh Presiden pada tanggal 5 Oktober 1957menjadi PP No. 45 tahun 1957 dan diundangkan dalamLembaran Negara No 99 tahun 1957 oleh MenteriKehakiman. Ada pun kompetensi absolutnya tercantumdalam pasa1 4 ayat ( 1) yaitu:“Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyahmemeriksa dan memutuskan perselisihan antarasuami istri yang beragama Islam, dan segala perkara



88 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agyang menurut hukum yang hidup diputuskan menuruthukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak,ruju’, fasakh, nafkah, maskawin atau mahar, tempatkediaman atau maskan, mut'ah, hadhanah, perkarawaris, mal waris, wakaf, hibah, shadaqah, bait al-mal,dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.125.Jadi dengan pasal 4 ayat (1) di atas kompetensi absolutpengadilan agama di luar Jawa dan Madura (kecualiKalimantan Selatan) sudah lebih diperluas.126 Namun dalampeaksanaannya masih sering terjadi penafsiran yangberbeda khususnya tentang warisan. Apakah menjadikompetensi absolut pengadilan agama ataukah kompetensiabsolut pengadilan negeri.Pihak pengadilan agama berpendapat bahwa ke-seluruhan urusan warisan mulai dari menetapkan ahli waris,pembagian pusaka dan sebagainya menjadi kompetensiabsolut pengadilan agama dan lembaga tersebutlah yangberhak memutuskannya dalam menyelesaikan perkarawansan tersebut. Sedangkan pengadilan negeri berpendapatbahwa hanya masalah warisan yang tidak mengandungpersengketaan saja yang menjadi kompetensi absolutpengadilan agama dan berwenang untuk menyelesai-kannya. Misalnya apabila sudah pasti siapa yang menjadiahli waris, dan harta yang menjadi harta warisannya jugasudah tidak dipersengketakan. Jadi kewenangan pengadilanagama menurut hakim pengadilan negeri dalam bidang
125 Ibid., hal. 36.126 Di Kalimantan Selatan masih menggunakan Stbl 1937 No. 116,610, 638 dan 639. Perkara warisan, wakaf dan perwalian menjadikompetensi absolut Pengadilan Negeri dengan mcnggunakan hukum adat.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 89warisan hanya pada pembagian harta warisan yang tidakdipersengketakan oleh ahli waris. Apabila masih terjadipersengketaan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahliwaris ataupun jenis harta atau harta apa saja yang menjadiobjek warisan masih dipersengketakan. Dalam hal tersebutmenjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksaperkara dan mengadilinya.Dengan demikian dalam PP No. 45 tahun 1957 pasal 4ayat (1) belum ada ketegasan tentang persoalan kewarisandemikian juga dalam masalah seseorang menjadi wali dariseorang yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahliwaris, dengan menetapkan pula bahwa suatu jenis hartamenjadi milik wali itu. Demikian juga tentang ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)dalam hal, misalnya terjadi sengketa antara:a). Suami istri yang beragama Islam tetapi tunduk padaHukum Perdata Barat (BW).b ). Suami yang beragama Islam dan istri non muslim, sebabpengadilan agama diberi wewenang untuk mernutuskanperselisihan antara suami istri yang beragama Islam dansegala perkara yang menurut hukum yang hidup.Di daerah yang kuat hukum adatnya, perkara warisandigunakan hukum adat. Jadi diajukan gugatan ke pengadilannegeri, karena masih kuatnya pengaruh penggunaan teori
receptie.



90 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgTeori receptive127 yang didukung oleh Indische
staatsregeling  (IS) tersebut di atas yang seharusnya tidakberlaku lagi setelah Indonesia merdeka128 karena ketentuandalam IS telah diganti dengan UUD 1945. Namun pe-ngaruhnya masih menyelinap dalam PP No. 45 tahun 1957tentang pembentukan Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa danMadura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur melaluipasal 4 ayat ( 1) dan (2) di atas.Menurut pendukung penyelesaian perkara warisanpada pengadilan negeri, kata-kata menurut hukum yang
hidup itu menunjukkan pada hukum adat. Artinya adalah,kalau menurut hukum adat perkara itu diputuskan menuruthukum Islam, maka perkara itu diputuskan menurut hukumIslam. Tetapi kalau menurut hukum adat perkara itu tidakboleh diputuskan menurut hukum Islam, karena hukumIslam belum diresepsi oleh hukum adat maka perkara itu

127 Menurut Hazairin dengan teori receptive-lah telah mencegahorang Islam melaksanakan hukum Islam khususnya mengenai warisanmelalui pengadilan agama, bahkan ia menyatakan bahwa teori tersebutmerupakan teori iblis karena teori ini membujuk orang Islam untuk tidakmentaati al-Qur’an dan hadis, bahkan Hazairin sejak tahun 1950 secarasistematis mengkritik teori tersebut karena bertentangan denganUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat I yang berbunyi: "Negaraberdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa". Menurut Hazairin negaraberketuhanan yang Maha Esa wajib melaksanakan hukum yang berasaldari agama yang dianut. Orang yang beragama Islam wajib mengamalkanhukum waris Islam, dalam Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta:Tintamas, 1970), hal. 9128 lshak, "Catatan tentang keadaan peradilan Agama di PropinsiDaerah Istimewa Aceh", dalam Himpunan Tulisan tentang Sejaran
Peradilan dan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh:Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1984), hal. 28.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 91tidak boleh diputuskan oleh pengadilan agama atauMahkarnah Syar'iyah di tempat tersebut. Institusi yangberhak memutuskan adalah pengadilan negeri denganhukum adat, karena yang berlaku di tempat tersebut bukanhukum Islam, walaupun yang berperkara adalah orangIslam.129Kalimat menurut hukum yang hidup itu berarti telahmenjadi bumerang bagi Mahkamah Syar’iyah di luar Jawadan Madura, Kalimantan Selatan dan Timur. Putusanmengenai warisan yang menurut PP No. 45 tahun 1957menjadi wewenang pengadilan agama atau MahkamahSyar'iyah tidak dapat dilaksanakan kalau yang berperkara itutidak mau dengan sukarela melaksanakannya. Karena untukmelaksanakannya harus ada fiat eksekusi (setuju untukdilaksanakan) dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkanpengadilan agama walaupun menginginkannya, tidak mampumelaksanakannya karena tidak mempunyai juru sita dilembaganya.Selain itu yang menjadi aral dalam mengaplikasikankompetensi absolut pengadilan agama khususnya dalambidang warisan dan perkawinan adalah tidak adanya kitabhukum yang menjadi pegangan hakim di pengadilan agama.Sehingga pelaksanaan hukum kewarisan dan perkawinantidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkankarena hakim agama diizinkan mempergunakan tiga belaskitab fiqh mazhab Syafi'i yaitu: Al-Bajuri, Fath al-Mu'in.
Syarqawi 'ala al-Tahrir, al-Mahalli, Fathu al-Wahab, Tuhfat.
Targhib al-Musytaq, Qadwin al-Syar'iyah 'Usman lbn Yahya,

129 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam ..., hal. 209
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Qawdwin al-Syar'iyah, Sadaqah Dhi'am, Syamsuri fl al-Faraid.
Bughatu al-Mustarsyidi, al-Fiqhu Ala al-Mazdhib al- Arba'ah,dan Mughni al-Muhtaj, dalam menyelesaikan sengketa yangdiajukan ke pengadilan agama. Ketetapan tersebut ber-dasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tahun 1958 NoB/1/735, yang memungkinkan lain hakim lain pula pendapat-nya. Adagiumnya different judge different sentence.Untuk menghindari hal-hal yang tersebut di atas, makasesungguhnya sejak tahun 1950, pemerintah RI melaluiMenteri Agama telah membentuk Panitia PenyelidikPeraturan Hukum perkawinan, talak, dan ruju' yang diketuaioleh Mr Teuku Mohammad Hasan, Mantan GubernurSumatera. Panitia berhasil menyusun dua RUU perkawinanyaitu: (1) RUU perkawinan umum, yang diselesaikan tahun1952 dan (2) RUU perkawinan ummat Islam, yang diselesai-kan tahun 1954, kedua RUU tersebut karena berbagai sebabtidak dapat dijadikan undang-undang. RUU perkawinan umatIslam tersebut, tahun 1958 diajukan oleh Menteri Agama keparlemen. Bersamaan dengan itu muncul RUU perkawinanumum atas usul inisiatif Ny. Sumari ( anggota parlemen dariPNI). Kedua RUU tersebut bertolak belakang, satu ber-dasarkan agama sedangkan yang lain berdasarkan pahamsekuler. Akhimya kedua-duanya gagal disahkan menjadiUU130. Usaha untuk mengembalikan hukum Islam sebagaihukum praktis yang dapat diaplikasikan oleh umat IslamIndonesia, memang selalu dilakukan. Misalnya dengandicetuskannya teori Receptio a Contrario, yaitu hukum adat itu

130 Deliar Noer, Administrasi Islam…, hal. 97.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 93diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan hukumIslam. Dengan teori ini ada suatu keinginan yang tegas, agarsetelah Indonesia merdeka, dicabut semua hukum yangbersumber dari hukum Belanda dan dirumuskan kembalihukum yang sesuai dengan norma agama dan sosialmasyarakat Indonesia. Teori ini banyak pendukungnya yangdapat dibuktikan dengan berbagai kasus.131Misalnya, hukum waris tidak menjadi kompetensiabsolut pengadilan agama di luar pulau Jawa dan Madura.Ternyata berdasarkan penelitian Daniel S. Lev, di Jawameskipun pengadilan agama telah kehilangan kompetensiabsolutnya dalam hukum waris sejak 1937, pengadilan agamatetap menyelesaikan perkara-perkara warisan dengan carayang mengesankan. Pengadilan Agama tetap menjatahkanwaktu untuk menyelesaikan perkara warisan. Bahkan dibeberapa kabupaten pengadilan agama lebih banyak me-nerima perkara warisan dari pada pengadilan negeri. Putusanpengadiian agama tidak hanya berupa fatwa, bahkan men-cakup persoalan menyelesaikan jenis-jenis perkara warisanbagi yang berkepentingan. Jadi peranan Pengadilan agamasebagai pemutus perkara terlihat lebih menonjol dibanding-kan sebagai pemberi nasehat.132Kondisi di luar Jawa lebih radikal lagi, seperti di Acehmisalnya Pengadilan agama selalu bersifat ekspansionis serta
131 Rachmat Djatnika, “Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia”dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1993), hal. 232.132 Daniel S Lev, Islamic Courts in Indonesia, A Study in the Political

Basses of Legal Institution, (Berkeley Los Angeles: University of CaliforniaPress, 1972), p. 217.



94 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmemperoleh dukungan politik dan sentimen Islam yang kuatSehingga seakan-akan peran hukum adat, khususnya dalamwarisan hampir tidak ada kasus. Dengan demikian walaupunhukum waris tidak menjadi wewenang pengadilan agama diJawa, demikian juga di Aceh masa penjajahan Belanda,realitasnya tetap banyak orang yang datang ke pengadilanagama untuk meminta penyelesaian perkara warisan.Pada tahun 1960. MPRS RI menyatakan perlunyadibuat UU tentang wansan yang bebas dari teori receptie.Dalam ketetapannya disebutkan bahwa dalam penyempurna-an UU hukum waris agar diperhatikan faktor agama, dan lain-lain. Dalam Tap MPRS No.II/MPRS/1960 ditentukan pula agarisi Perundang-undangan mengenai hukum waris itu antaralain:a. Semua harta warisan diberikan untuk anak-anak dan janda(duda), apabila pewaris meninggalkan anak-anak danjanda (duda).b. Sistem penggantian ahli waris. c. PenghibahanLembaga Hukum Nasional --sekarang menjadi BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN)-- dalam keputusannyatanggal 10 Mei 1962 menetapkan, antara lain :a Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistemkekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur denganUU dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yangterdapat dalam hukum adat parental.b Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateralindividual, dengan kemungkinan adanya variasi dalamsistem bilateral tersebut untuk kepentingan golonganIslam yang memerlukannya.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 95c Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukumwaris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia,dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.
3. Kompetensi absolut peradilan agama Masa Orde Baru

(1966-1989)Pada masa Orde Baru (1966-1989),133 banyakperubahan yang sangat penting bagi peradilan agama dankompetensi absolutnya. Walaupun perubahan tersebutberlangsung dengan sangat lamban karena berbagai faktorturut mempengaruhinya, terutama kebijakan politik darisuatu rezim yang berkuasa. Pada masa ini dikeluarkan UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ke-kuasaan Kehakiman UU menetapkan bahwa kekuasaankehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas daripengaruh kekuasaan pemerintah, dan harus menjagakemurnian pelaksanaan UUD 1945. Dalam pasal 10 ayat ( 1)dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan olehpengadilan dalam lingkungan:a Peradilan Umumb. Peradilan Agamac Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha Negara.
133 Penulis membatasi periode Orde Baru dari tahun l966-1989disebabkan karena setelah tahun tersebut tidak ada perundang-undangankhusus yang mengatur tentang kompetensi absolut peradilan agama, yangada hanya ditetapkan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 sebagaidasar bagi hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara, namunKompilasi tersebut tidak terlalu fundamental pengaruhnya terhadapperkembangan kompetensi absolut peradilan agama



96 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgDengan UU ini maka eksistensi peradilan agamatelah memperoleh landasan hukum yang kuat dan jugamenjadi landasan untuk menegakkan hukum Islam yangberlaku secara yuridis formal dalam Negara RI. Namun UUini belum secara khusus memperkuat kompetensi absolutperadilan agama. Pada tahun 1974 kompetensi absolutperadilan agama semakin bertambah kuat denganditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.UU ini merupakan Rancangan Undang-Undang yangdisampaikan presiden pada DPR RI pada tanggal 31 Juli1973 dengan surat No. R.02/PU/VII/1973. Dengan melaluiproses yang cukup panas, pada tanggal 22 Desember 1973DPR RI menerima RUU tentang perkawinan dan disahkanmenjadi UU.134 Pada tanggal 2 Januari 1974, UU No. I Tahun J974, yang terdiri dari 72 Pasal da XV bab ini diundangkandalam lembaran negara.Untuk melaksanakan UU ini secara efektif dan efisienmaka diberlakukan PP No. 9 tahun 1975 yang menyangkutmasalah pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, tatacara perceraian dan lain-lain. Oleh sebab itu sejak tanggal lOktober 1975 hanya berlaku satu UU perkawinan bagisegenap warga negara Indonesia tanpa melihat golongannyamasing-masing. Kemudian ditambah dengan PP No. 1011983 tentang Perkawinan Khusus Bagi Pegawai Negeri SipilDengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut makadengan sendirinya terhapus ke-anekaragaman UU tentang
134 Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama di Indonesia: Suatu Studi

tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, (Jakarta: lntermasa,1986), hal. 20.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 97perkawinan di lndonesia, termasuk ketentuan perkawinandalam BW.135Dengan UU No. 1 tahun 1974, menurut penjelasan danpedoman dalam lnstruksi Dirjen Bimas Islam No.D/INS/117175, wewenang yang diperoleh oleh pengadilanagama di bidang perkawinan mencapai 16 perkara. Namunpelaksanaan hukum perkawinan tersebut -- melalui putusanpengadilan agama -- masih menjadi masalah, karena dalampasal 63 ayat (2), dinyatakan bahwa: Setiap keputusanpengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum.Dengan ketentuan dalam pasal 63 ayat (2) ini masihmenggambarkan bahwa pengadilan agama masih merupakanpengadilan kelas dua karena masih berada di bawahsubordinatif pengadilan negeri. walaupun bersifatadministratif belaka, ketentuan tersebut merupakan pe-ninggalan lembaga fiat eksekusi yang diciptakan oleh pe-merintahan kolonial dahulu untuk mengawasi pengadilanagama yang dianggap derajatnya lebih rendah dan tidaksetara dengan pengadilan negeri. Perlunya pengukuhan setiapkeputusan hakim pengadilan agama oleh ketua pengadilannegeri disebabkan karena tidak adanya juru sita, sehinggamengakibatkan tidak lengkapnya susunan badan peradilanagama.136Selanjutnya pada tahun 1977, dikeluarkan PP No. 28tahun 1977 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1977,tentang perwakafan tanah milik. PP ini merupakan perluasan
135 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap VU dan PeraturanPerkawinan di Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1985), hal 49.136 Ibid., hal. 56.



98 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agclari pasal 49 ayat (3) UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam PP ini dipertegas bahwaperwakafan menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.Pada tahun 1989 merupakan momentum palingberharga bagi ummat Islam Indonesia, karena ditetapkanUndang-Undang tentang Peradilan Agama dan kompetensiabsolutnya Tahun 1989 merupakan akhir penantian yangpanjang karena UU tentang peradilan Agama telah di-perjuangkan selama kurun waktu 28 tahun, yaitu sejak tahun1961. UU tersebut diundangkan dalam lembaran Negara RINo 49. Dengan nama UU tentang Peradilan Agama No 7 tahun1989. UU ini merupakan rangkaian dari UU yang paling luasmenetapkan kedudukan Peradilan Agama dan Kompetensiabsolutnya.Penetapan UU No 7 tahun 1989 merupakan aturanperundang-undangan untuk melaksanakan secara konsekwenUU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentauan PokokKekuasaan Kehakiman. UU No. 7 tahun  1989 ini terdiri atasVll Bab, mencakup 108 pasal. Adapun ketujuh bab tersebutadalah ketentuan Umum, susunan pengadilan, peradilan danketentuan penutup.137Secara umum isi UU No. 7 tahun 1989 mengatur danmemberi perubahan yang progresif untuk peradilan agamadan kompetensi absolutnya.UU ini secara tegas mengakui keberadaan pengadilanagama dan bahkan lebih diperhitungkan eksistensi dan
137 Mukhtar Zarkasyi, "Ulasan Tentang UU NO 7 tahun 1989",dalam Mimbar Hukum, No. 1, Tahun I, (Jakarta, Al-Hikmah danDITBINBAPERA Islam, 1990), hal 74.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 99kompetensi absolutnya. Setelah UU tersebut diundangkandalam Lembaran Negara, maka peradilan agama tidak perlulagi tunduk pada pengadilan negeri walaupun hanya sekedarformalitas administrasi saja. UU No. 7 tahun 1989 menghapussubordinasi antara pengadilan negeri dengan pengadilanagama. Dengan demikian cukup alasan untuk dikatakanbahwa UU ini memberi kompetensi absolut pengadilan agamalebih luas dibanding masa penjajahan kolonial Belanda danpendudukan Jepang, serta pada masa Orde Lama.Adapun perubahan yang sangat mendasar dalam UU No.7 tahun 1989 yaitu:a). Perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraanperadilan agama di Indonesia.b). Perubahan tentang kedudukan peradilan agama diIndonesia dalam tata peradilan nasional.c). Perubahan tentang kedudukan hakim peradilan agama.d). Perubahan tentang kekuasaan peradilan agama diIndonesia.e). Perubahan tentang hukum acara peradilan agama.f). Perubahan tentang administrasi peradilan agama.g). Perubahan tentang perlindungan terhadap wanita.Khusus tentang perubahan kompetensi absolut per-adilan agama dalam cakupan yang lebih luas sesuai denganpasal 49 ayat:l. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islamdi bidang:



100 |Dr. Muhammad Maulana, M.Aga. Perkawinanb. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan ber-dasarkan hukum Islam.c. Wakaf dan sadaqah.2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) huruf a, ialah hal-al yang diatur dalam atau ber-dasarkan undang-undang mengenai perkawinan yangberlaku.3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masing-masing ahli waris dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut.Ketentuan pasal 49 ayat (l) merupakan ketentuan-ketentuan pokok tentang kompetensi absolut peradilanagama, dalam ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkanbahwa cakupan kekuasaan absolut pengadilan agamasecara garis besar meliputi perkara-perkara perdatatertentu di kalangan ummat Islam di Indonesia. Perkara-perkara perdata tersebut ialah di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam. Cakupan kekuasaanabsolut pengadilan agama itu sekaligus menunjukkanbatasannya, sebagai badan peradilan khusus dalammenyelenggarakan kekuasaan kehakiman di bidang-bidangtertentu dalam
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BAGIAN KEEMPAT
HAK OPSI DALAM PERKARA
KEWARISAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG N0.7 TAHUN
1989

A. Konsepsi Dasar Hak OpsiPengadilan dalam lingkungan peradilan agama memilikiwewenang atau otoritas sebagai kompetensi absolutnyadalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkaraperdata tertentu di kalangan masyarakat tertentu yaitugolongan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sejakdiberlakukannya Undang-Undang No.7 tahun 1989, makatelah terjadi penyeragaman nama lembaga ini yaituPengadilan Agama untuk lembaga peradilan tingkat pertama,dan Pengadilan Tinggi Agama untuk lembaga peradilan padatingkat banding, dengan kompetensi absolut yang sama pula,tanpa dibedakan antara pengadilan agama yang ada di pulauJawa, Madura dan Kalimantan dengan pengadilan agamalainnya yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.Kompetensi absolut peradilan agama itu diatur dalamBab III mulai dari pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang No, 7 tahun 1989. Dalam pasal 49 dinyatakan bahwa:



102 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgAyat 1: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang me-meriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orangyang beragama Islam di bidang:a. Perkawinanb. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukanberdasarkan hukum Islamc. Wakaf dan Sadaqah2: Bidang perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diaturdalam atau berdasarkan Undang-Undang me-ngenai perkawinan yang berlaku.3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagianmasing-masing ahli waris dan melaksanakan pem-bagian harta peninggalan tersebut.Ketentuan pasal 49 ayat (1) itu, persis sama maksudnyadengan Penjelasan Umum butir 2 alinea ketiga dalamketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan: "Bahwa PengadilanAgama merupakan pengadilan tingkat pertama untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkaraantara orang-orang yang beragama lslam di bidang per-kawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqahberdasarkan hukum Islam".Selanjutnya, masih dalam Penjelasan Umum butir 2alinea kelima, dijelaskan: "Bidang kewarisan dalam mengenaipenentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuanharta peninggalan. Penentuan bagian-bagian masing-masing



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 103ahli waris, dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalantersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasar-kan hukum Islam".Dari ketentuan pasal 49 ayat (1) sampai (3) bahwamasalah kewarisan merupakan wewenang atau menjadikompetensi absolut pengadilan agama di seluruh wilayahIndonesia. Pasal tersebut telah memperluas kompetensiabsolut pengadilan agama khususnya untuk pengadilanagama di pulau Jawa, Madura, dan Kalimantan. Di manamasalah kewarisan, sejak masa penjajahan Belanda tidak lagimenjadi kompetensi absolutnya yaitu sejak ditetapkanperaturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Maduradalarn Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 166 dan 610,serta sebagian Peradilan Agama dalam wilayah residenKalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.Dalam Penjelasan Umum Butir 2 Alinea keenamdinyatakan. "Sehubungan dengan hal tersebut. para pihak
sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk
memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam
pembagian warisan".Ketentuan dalam alinea tersebut telah menganulir pe-negasan pasal 49 ayat (I) butir b dan ayat (3), bahwa sengketaatau perkara warisan itu menjadi kompetensi absolutperadilan agama di seluruh wilayah hukum negara Indonesia.Dalam alinea keenam butir 2 dari Penjelasan Umum UUNo. 7 tahun l989 telah mencuat suatu pernyataan hukumbahwa perkara warisan itu tidak lagi secara mutlak menjadikompetensi absolut pengadilan agama. Fakta tersebut dapatdipahami dari teks sehubungan dengan hal tersebut, para
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pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk
memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam membagi
warisan. Dengan dasar Penjelasan Umum butir 2 alineakeenam ini, maka pengadilan negeri turut berwenang untukmenyelesaikan perkara warisan, bila ahli waris tidakmenggunakan    hukum   Islam  tetapi   menggunakan    hukumadat atau hukum waris perdata Barat.Turut  andilnya   pengadilan negeri   dalam penyelesaianperkara  warisan yang  terjadi  di    kalangan   ummat   IslamIndonesia, dapat dipahami  dari teks Penjelasan   Umumbutir  2 alinea keenam.  Ketentuan  dalam  Penjelasan Umumtersebut dinyatakan bahwa para   pihak  yang   berperkaradalarn  masalah warisan    dapat   mempertimbangkan untukmemilih    sistem    hukum   yang diinginkannya.   Berhubungdi Indonesia  masih hidup  dua sistem  hukum waris lain  disamping   hukum   waris   Islam,    maka  dapat dinyatakanbahwa sistem hukum  selain  hukum Islam dapat jugadigunakan  oleh ummat  Islam.  Dengan demikian teks"…untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan .... "yang termaktub dalam bagian  Penjelasan  Umum butir 2alinea keenam  UU No. 7 tahun 1989 telah melahirkankonsepsi   tentang  adanya  hak opsi dalam perkara   warisan.Jadi   dengan  statemen  tersebut,  para pihak yang berperkaratentang harta warisan berhak  untuk memilih  hukum warisanapa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikanpembagian    warisan.  Interpretasi  lebih lanjut  dari  teks  diatas  menyatakan   bahwa   pihak   yang   berperkara   diberikeleluasaan   oleh UU  untuk  memilih sistem hukum     yangpaling menguntungkan bagi  kepentingan   mereka  masing-masing   (dengan  berbagai persepsi   pemikiran).    Ketigasistem hukum tersebut memang masih "hidup" dalam



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 105masyarakat Indonesia. Dengan   demikian   khusus   untukperkara wansan di Indonesia berdasarkan UU No.7 tahun1989 mengandung adanya konsepsi hak opsi.Argumentasi yang mendukung pemberlakuan hak opsibertitik tolak pada doktrin yang menetapkan bahwa padaumumnya setiap bidang hukum perdata adalah bersifatmengatur (regelend recht) dan tak bersifat memaksa
idwingend recht). Oleh karena itu menurut teori ini, aturanhukum yang dikatagorikan sebagai hukum perdata termasukdi dalamnya hukum warisan, dapat dipilih suatu sistemhukum tertentu melalui persetujuan antara para pihak yangbersengketa. Aturan hukum yang bersifat mengatur ini tidakdapat dipaksakan sekalipun oleh hakim sendiri.Dengan demikian hakim tidak berwenang memaksakanpilihan hukum tertentu pada para pihak yang bersengketa,karena sifat dasar dari hukum perdata tersebut yang hanyaterbatas untuk mengatur saja (regelend). Ketentuan tersebutmenjadi dasar argumentasi yang digunakan oleh para pihakyang menginginkan adanya hak opsi dalam menyelesaikansengketa kewarisan di Indonesia. Dengan konsepsi hak opsitersebut maka pengadilan agama hanya berwenang mengadiliperkara warisan orang Islam apabila para ahli warisnyaberkehendak atau berkeinginan untuk membagi warisandengan mendasarinya pada hukum kewarisan Islam.Pembatasan kompetensi pengadilan agama di bidangkewarisan ditentukan berdasarkan pilihan hukum oleh parapihak yang berkepentingan. Dengan demikian pengadilanagama tidak sepenuhnya berwenang mengadili perkarakewarisan ummat Islam Indonesia, tapi sangat ditentukanoleh pilihan hukum para pihak yang berperkara. Oleh karenaitu bila para pihak yang berperkara ingin menyelesaikan



106 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agsengketa kewarisannya dengan menggunakan hukum adatatau hukum Perdata Barat, maka pengadilan agama tidakberkompeten menanganinya karena perkara tersebut beradadi luar jangkauannya. Pihak yang berkompeten menyelesai-kannya adalah pengadilan negeri, walaupun para pihak yangberperkara itu jelas identitas agamanya sebagai ummat Islam.Hal ini karena didasari pada penggunaan hak opsi, dan pilihantersebut tidak menyalahi ketentuan hukum karena ditetapkanberdasarkan undang-undang. Artinya bahwa para pihak yangberperkara dinyatakan oleh undang-undang diberi ke-sempatan dan peluang untuk memilih hukum kewarisan yangsesuai dengan keinginan para pihak.Kemungkinan dapat digunakan pilihan hukum (hakopsi) tersebut dalam bidang kewarisan, karena di Indonesialegitimasi tiga sistem hukum kewarisan masih tetap di-pertahankan. Pertama sistem hukum adat yang di dalamnyadiatur hukum kewarisan Adat --walaupun hukum adattersebut bukan hukum tertulis tapi sebatas yang hidup dalammasyarakat, namun saat ini sebahagian hukum adat telahtertulis yaitu yang tercakup dalam yurisprudensi yang telahdikodifikasi--. Kedua sistem hukum Islam, di dalamnya diatursistem kewarisan Islam. Ketiga sistem hukum Perdata Barat,di dalamnya juga mengatur hukum kewarisan yang terdapatdalam pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata.Kalau dilihat dan dirunut lebih jauh, saat pembahasanRancangan Undang-Undang  Pengadilan Agama (RUUPA),telah timbul keinginan untuk dirnunculkan pilihan hukumtidak hanya dalam perkara warisan saja. Ketika dilakukanpembahasan RUUPA tersebut terdapat tiga pendapat tentangpilihan hukum (choice of law atau rechtskeuzey), yaitu:Pendapat pertama menginginkan adanya pilihan hukum



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 107yang seluas-luasnya, bagi para pencari keadilan Sadaqah.138Pihak yang menginginkan pilihan hukum yang seluas-luasnya, jelas merupakan pihak yang secara politis berusahamenghapus eksistensi peradilan agama secara sistematis.Padahal dalam beberapa bidang hukum tertentu pengadilannegeri jelas tidak mampu mengadili secara adil. Misalnyamasalah sadaqah dan wakaf yang konsepsi hukumnya tidakdikenal dalam sistem hukum Adat dan hukum Perdata Barat.Pendapat yang menginginkan opsi seluas-luasnya tampakterlalu memaksakan pendapatnya sehingga bila dikabulkankeinginan tersebut dalam pelaksanaannya, akan terjadikerancuan dalam sistem hukum.Pendapat kedua, menghendaki tidak adanya pilihanhukum bagi para pencari keadilan yang beragama Islamdalam ke-enam bidang hukum tersebut yaitu dalam bidanghukum perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan
sadaqah.139 Kelompok ini menginginkan kemandirian per-adilan agama dan kompetensi absolutnya sehingga tetap eksisdalam wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun hanyadalam enam bidang hukum saja, yang identifikasinya lebihdekat ke dalam bidang ahwal al-Syakhsiyah. Dari segicakupannya memang terlalu sempit bila dibandingkan dengankompetensi absolut peradilan agama masa pemerintahanpara sultan Islam di daerah-daerah tertentu dalam wilayahnusantara. Namun keinginan kelompok ini tidak tercapaidengan sempurna karena langsung akan terjadi konflikdengan pihak yang menginginkan hak opsi dalam ke-enambidang hukum tersebut. Pendapat ketiga menghendakiadanya pilihan hukum dalam bidang kewarisan, hibah dan

138 Cik. Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1988), hal. 211139Ibid.



108 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agwasiat saja.140Akhirnya dibuat kesepakatan untuk bidang per-kawinan, wakaf, sadaqah; wasiat dan hibah, pengadilan agamamemiliki wewenang penuh dan menjadi kompetensi absolut-nya. Cakupan dalam beberapa bidang tersebut merupakansikap kompromi terhadap perdebatan yang berkepanjangandalam perumusan UU No. 7 tahun 1989 dan hak opsinya.Rumusan tentang pilihan hukum dalam bidangkewarisan tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 7 tahun1989 tersebut., juga merupakan hasil sikap kompromi dalampembahasan rancangan UU ini. Karena bila ditetapkan dalambentuk rumusan pasal-pasalnya pihak-pihak yang menolakhak opsi akan bersikeras pada pendiriannya. Bahwa hukumkewarisan Islam itu merupakan ketetapan Allah SWT yangharus dilaksanakan secara konsekwen di kalangan umatIslam, dan merupakan hukum yang adil bila digunakan untukmenyelesaikan sengketa kewarisan. Dasar yang digunakanmereka dengan berpegang pada aspek filosofis dan normativehukum lslam. Sedangkan pihak yang beranggapan bahwadalam bidang kewarisan umat Islam berhak memilih hukumdidasari pada pemikiran bertitik tolak pada sisi sosiologismasyarakat Indonesia bahwa selain sistem waris hukumIslam, juga masih ada sistem hukum lain yang digunakanmasyarakat yaitu sistem hukum waris adat dan hukum warisPerdata Barat.141
140 Ibid.141Taufik, "Prospek Pilihan Hukum dan Peradilan Agama", dalam

Mimbar Hukum, No. II tahun IV, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERAIslam, 1993), hal. 29



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 109Setelah melalui musyawarah dan lobi yang ber-langsung lama, akhimya diperoleh kesepakatan bahwa pilihanhukum dalam pasal 49 RUUPA serta penjelasannya dirumusulang, kemudian diletakkan dalam Penjelasan Umum, butir 2
alinea keenam, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Oleh karena itu pilihan hukum dipindahkanke bagian Penjelasan Umum, tidak diletakkan dalam pasal-pasal dan penjelasannya, sebab kalau diletakkan dalambatang tubuh UU No. 7 tahun 1989 maka berarti penetapanhukumnya bersifat tetap.Walaupun rumusannya ditempatkan pada bagianPenjelasan Umum UU No.7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, rumusan tersebut tetap menjadi sebuah fakta ataukenyataan adanya dualisme kesadaran hukum dalammasyarakat khususnya para perumus UU tersebut.Sehingga menunjukkan beberapa kelemahan yaitu142:1. Diperbolehkarmya aplikasi hak opsi dalam bidangkewarisan di Indonesia, cenderung ditafsirkan secaranegatif. Bahwa umat Islam tidak mau tunduk sepenuh-nyaterhadap hukum Islam sehingga punya efek terhadapkeimanannya kepada Allah SWT.

142 Hal ini mengingatkan kita kepada lembaga-lembaga hukummasa kolonial, dengan berbagai prinsipnya, seperti tunduk dengan sukarela pada hukum lain (vrijwillige Onderwerping), dan wajib melaksanakanhukum golongan lain (toepasselijke Verklaring) dan penerimaan hukumatau sistem hukum lain (positiefrechslijke Receptie), dikutip dari PadmoWahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukumdi Masa rnendatang", dalam Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam
dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal.171.



110 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag2. Tidak mau menyelesaikan perkara warisan pada pe-ngadilan agama dengan sendirinya menunjukkan bah-wa pengadilan agama disisihkan oleh ummat IslamIndonesia itu sendiri.3. Kemandirian pengadilan agama belum stabil dan terkesanberada di bawah atau menjadi subordinasi dari peradilanumum dalam sengketa perdata khususnya dalam pe-nyelesaian perkara warisan.
B. Proses Beracara dan KendalanyaHukum acara yang diterapkan pada peradilan agamaadalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilanumum. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan UU No. 7 tahun1989, pada Bab IV tentang Hukum Acara, mulai dari pasal 54sampai pasal l05. Dalam pasal 54 ditetapkan bahwa: "Hukumacara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkunganPeradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlakupada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecualiyang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Dalam pasal 55diharuskan bahwa: "Tiap pemeriksaan perkara di pengadilandimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatandari pihak-pihak yang berperkara yang telah dipanggilmenurut ketentuan yang berlaku".Ditinjau dari perspektif hukum formil, peradilanagama belum mempunyai hukum acara tersendiri yangkomprehensif kecuali dalam hal-hal tertentu saja. Oleh karenaitu untuk mengaplikasikan hukum materiilnya, hukum acaramempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakanhukum perdata materiil tertentu dalam lingkungan peradilanagama. Khususnya dalam menyelesaikan persengketaan yang



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 111berhubungan dengan hukum kewarisan, yang menjadi pokokbahasan dalam tulisan ini. Jadi dapat dikatakan bahwa tidakmungkin hukum perdata materiil peradilan agama khususnyabidang kewarisan itu berdiri sendiri lepas sama sekali darihukum acara perdata. Saat ini hukum perdata materiiltertentu yang diselesaikan oleh pengadilan agama dalamproses beracaranya masih tetap menggunakan hukum acaraperdata yang berlaku pada pengadilan negeri.Berhubung pengadilan negeri masih menggunakanhukum acara warisan dari kolonial Belanda, makapengadilan agama secara langsung juga mengadopsi hukumacara tersebut. Hukum acara yang digunakan di lingkunganpengadilan negeri dalam wilayah Negara Republik Indonesiaadalah berdasarkan HIR. Stbl. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44,untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rbg: Stbl. 1872 No. 227untuk daerah luar Jawa dan Madura143Menurut Sudikno Mertokusumo, HIR dan Rbg hanyamengatur tentang tata cara mengajukan gugatan, sedangkantentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak ada dan tidakditetapkan dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya dijelaskanbahwa bagi kepentingan para pencari keadilan, kekurangantersebut diatasi oleh pasal 119 HIR (Pasal. 143 Rbg), yangmemberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untukmemberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalammengajukan gugatannya.144
143 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 30.144 Ibid., hal. 34



112 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgSelain itu juga ditctapkan dalam: UU No. 2 tahun1986 tentang peradilan umum, dan UU No. 1 tahun 1974tentang hukum perkawinan serta peraturan pelaksanaannyadalam PP No. 9 tahun 1975. Namun dalam UU No. l tahun1974 dan UU No.7 tahun 1989 lebih banyak mengatur tentanghukum acara untuk gugatan cerai dan gugatan talak denganberbagai alasan. Sedangkan hukum acara untuk gugatankewarisannya bersifat umum.Di antara persyaratan yang harus terdapat dalamgugatan itu, pada pokoknya ialah :a. Identitas para pihak.b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukumyang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutanatau fundamental petendi.c. Tuntutan atau petitum.Di dalam pengisian identitas, harus memuat ciri-ciripenggugat, dan tergugat yaitu nama-nama penggugat dantergugat, tempat tinggalnya dan umur serta status per-kawinannnya. 145Pasal 8 Reglemen Acara perdata (Reglement op de
Rechtsvordering) menentukan bahwa pemberitahuan gugatanharus memuat:a. Hari, bulan dan tahun, nama kecil, nama dan tempattinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggalpilihan dalam jarak paling jauh 15 km dari gedungtempat ber-sidang hakim yang akan mengadili perkarabersangkutan.b. Nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, namadan tempat tinggal tergugat serta menyebutkan pula

145 Ibid., hal. 35.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 113nama orang tua yang menerima turunan pem-beritahuan gugatan, jika pihak penggugat atautergugat merupakan badan hukum atau badan usahadagang, maka namanya dicantumkan sebagai peng-ganti nama dan nama kecil.c. Upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yangjelas dan tertentu.d. Penunjukan hakim yang mengadili.e. Hari dan jam tergugat menghadap sidang pengadilan,surat pernyataan.b. Gugatan dan tembusan harus ditandatangani oleh jurusisa.Dalam pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering diatas hanya ditetapkan ketentuan yang bersifat umum dalamsurat gugatan, tanpa ada pcnjelasan identitas agama. Hal inidisebabkan karena ketentuan tersebut merupakanketentuan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintahBelanda masa kolonial. Untuk mengatasi kekurangan initcntang identitas agama para pihak, dibutuhkan suatuketentuan baru untuk menjelaskan identitas agama dalamsurat gugatan terutama untuk menegaskan asas personalitaskeislaman untuk penyelesaian kasus tertentu. Ketentuantersebut penting karena menyangkut penentuan kompetensisuatu institusi peradilan yang berwenang menangani suatuperkara tertentu dan merupakan penerapan asas per-sonalitas. Ummat lslam menggunakan pengadilan agamauntuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu sebagaiimplementasi asas personalitas keislamannya.



114 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgKemudian setelah diundangkan dan diaplikasi UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 tahun 1989tentang peradilan agama. Kedua UU tersebut mengharuskanpencantuman agama yang dianut oleh penggugat dan ter-gugat, karena dengan diketahui agama dari para pihak yangbersengketa akan sangat penting, guna menentukankompetensi pengadilan yang akan mengadili perkara yangdiajukan. Di dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989ditetapkan bahwa pengadilan Agama adalah peradilan bagiorang-orang yang beragama Islam. Pengaturan lebih lanjutdapat diketahui dalam pasal 2 yang menentukan bahwapengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana ke-kuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang ber-agama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diaturdalam UU ini.Kekurangan bila tidak disebutkan agama para pihakyang bersengketa akan dapat berakibat fatal bagi pelaksanaanhukum kewarisan Islam. Walaupun ketentuan tersebuttergolong ke dalam hukum formil, namun tanpa adanyaketegasan agama dalam surat gugatan, kompetensipengadilan agama menjadi kabur. Seorang penggugat yangberagama Islam bisa jadi akan diterima gugatannya dipengadilan negeri -- misalnya dalam suatu kasus perceraian,apalagi dalam perkara warisan yang jelas menyiapkan suatukonflik dengan adanya konsepsi hak opsi --karena lembagaperadilan umum tidak melihat identitas keislaman penggugattersebut. Oleh karena itu penyebutan atau percantumanidentitas agama para pihak yang berperkara sangat pentingsehingga dapat ditentukan lebih lanjut pengadilan apa yangpaling berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan.Kendala utama yang muncul dalam hak opsi



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 115disebabkan rumusan hak opsi itu sendiri yang tercantumdalam penjelasan umum butir 2 alinea ke-enam yangmenyatakan bahwa: "sehubungan dengan hal tersebut para
pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan ... ".Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pilihan hukum sudahharus diputuskan oleh kedua belah pihak yang berperkara --baik para penggugat maupun para tergugat—sebelummengajukan gugatan. Apakah memilih hukum waris Islam,hukum waris adat atau hukum waris perdata Barat. Bilamemilih hukum waris Islam berarti penyelesaian perkaranyadi pengadilan agama, tapi bila memilih hukum waris adat atauhukum waris perdata Barat maka penye!esaiannya dilakukanpada pengadilan negeri.146Problema tersebut sangat kornpleks, karena sangatsukar untuk menemukan dan mengambil suatu kesepakatantentang hukum warisan apa yang akan dipilih oleh parapihak yang berperkara baik dari pihak para penggugatmaupun dari pihak para tergugat. Diktum dalam penjelasanumum tersebut menunjukkan bahwa operasional hak opsiharus dilakukan oleh para pihak sebelum berperkara kesuatu pengadilan. Pemahaman yang dapat dikemukakan dariteks tersebut yaitu penggugat sebelum mengajukan gugatanke suatu pengadilan, harus menjumpai tergugat lebih dahuluuntuk membuat kesepakatan pilihan hukum, baik individualmaupun beberapa orang tergugat. Cara lainnya yang dapatditempuh agar tercapai kesepakatan pilihan hukum sesuaidengan ketentuan dalam Penjelasan Umum tersebut peng-

146M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan don Acara
Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 165.



116 |Dr. Muhammad Maulana, M.Aggugat sebelum mengajukan gugatan kesuatu pengadilanmengundang tergugat dan menjelaskan tentang gugatannya,serta akan memperkarakan kewarisan berdasarkan hukumwaris adat atau hukum waris perdata Barat --karenapenggugat tersebut wanita-- karena menurutnya hukumtersebutlah yang paling adil. Pembagian porsi antara priadan wanita sama yaitu 1: 1 tanpa adanya perbedaan dalamporsi pembagian karena faktor gender. Kalau penggugat ---wanita --- menggunakan hukum Islam maka akan dibedakanperolehannya dengan tergugat yang pria, karena dalamsistem hukum waris Islam dibagi porsi pria dan wanita 2(seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang wanita).Reaksi yang dapat dibayangkan dari pihak tergugat --yang pria-- akan terjadi penolakan. Karena ketentuan hukumadat dan hukum perdata Barat tersebut tidak menguntung-kan mereka. Sehingga mereka tidak akan mau digugatkecuali pada pengadilan agama, karena di pengadilan inimereka merasa diuntungkan karena pihak laki-laki akanmendapat bagian lebih besar daripada pihak wanita.Dengan kondisi seperti di atas, maka kesepakatanuntuk memilih salah satu sistem hukum yang berlakusebelum berperkara tidak mudah dicapai. Bahkan bisa sajadiprediksi tidak akan pernah tercapai. Apalagi bila per-sengketaan atau perseteruan kedua belah pihak sudahberlangsung sejak lama dan berlarut-larut tanpa ditemukansuatujalan penyelesaian.Ketentuan batas waktu sebelum berperkara pihakpenggugat dan tergugat dapat mempertimbangkan untukmemilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam me-nyelesaikan sengketa kewarisan, yang dirumuskan dalamPenjelasan Umum UU No. 7 tahun 1989. Dalam perspektif



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 117hukum formil atau secara realistis, tidak akan mungkintercapai kesepakatan. Pihak penggugat dan tergugat tidakakan membuat suatu kesepakatan pilihan hukum denganbatas waktu sebelum gugatan tersebut diajukan kepengadilan bila kesepakatan tersebut dirasa merugikankepentingan mercka masing-masing. Jadi hak opsi tersebutmerupakan ketentuan yang mengandung kadar tidakmungkin diterapkan impossibilitas). Sangat sulit untukmenyatakan bahwa kesepakatan akan tercapai bila ke-sepakatan tersebut harus dituntut dari kedua belah pihak,yaitu antara penggugat dan tergugat sebelum gugatandiajukan.  Ketentuan perundang-undangan yang tercantumdalam Penjelasan Umum butir 2 alinea keenam dalam prosesberacaranya menjadi kendala yang mendasar.Kesepakatan baru bisa tercapai, bila keadilan atau rasakeadilan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak yaitu pihakpenggugat dan dan tergugat yang berperkara terpenuhi. Olehkarena itu sebelum yang dituntut tersebut tidak diperoleholeh kedua belah pihak maka kesepakatan pilihan hukumyang harus dicapai sebelum berperkara tidak akan pemahterjadi. Ketidak sepakatan dalam menentukan pilihan hukumdapat dimengerti karena dua institusi peradilan yaituperadilan agama dan peradilan negeri tersebut memilikiketentuan hukum dengan sistem hukum yang berbeda pula.Dapat terjadi misalnya pihak perempuan mengajukangugatan ke pengadilan negeri dengan dasar sistem hukumwaris adat, sedangkan pihak penggugat laki-laki mengajukangugatan ke pengadilan agama. Berhubung para tergugat tidakmenghadiri persidangan pada dua pengadilan yang berbedaitu, maka baik pengadilan negeri maupun pengadilan agamaakan menjatuhkan putusan verstek dengan pembagian porsi



118 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agyang berbeda, pengadilan negeri membagi porsi 1 : 1,sedangkan pengadilan agama memutuskan membagi porsi 1 :2. Terhadap putusan verstek baik dari pengadilan negerimaupun pengadilan agama tidak diajukan verzet oleh masing-masing tergugat. Akibatnya putusan-putusan yang dijatuhkanoleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama mem-peroleh kekuatan hukum tetap.Selanjutnya pada tahap eksekusi objek warisan sesuaidengan putusan verstek akan menimbulkan pertentangan.Eksekusi dengan menggunakan putusan pengadilan negeriditetapkan 1 : 1. sedangkan eksekusi pengadilan agamaditetapkan 1 : 2. Jadi kendala dalam proses beracara terusberentetan mulai dari dua gugatan pada dua pengadilan yangberbeda, putusan yang berbeda pula hingga pada tahappengeksekusian. Dari semula telah timbul masalah yaitupada tahap pemilihan hukum sebelum perkara diprosestidak ada solusinya maka pada putusan dan eksekusipunkendala tersebut belum tersolusi.Dari deskripsi di atas, maka titik fokus yang menjadikendala beracara dengan menggunakan hak opsi adalah pada"rumusan ketentuan batas waktu tercapainya kesepakatan".Penjelasan Umum butir 2 alinea keenam menetapkan bahwakesepakatan dalam pilihan hukum harus tercapai sebelumperkara digelar dalam suatu persidangan majelis hakim disuatu institusi peradilan. Pihak penggugat dan tergugat tidakmungkin akur dan sepakat secara suka rela untuk memilihsistem hukum yang akan digunakan untuk rnenyelesaikanperkara warisan di suatu institusi peradilan. Sebab, perkaraitu sendiri terjadi karena mereka tidak dapat menyelesaikanpembagian warisan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara mereka. Bila musyawarah di antara pihak yang



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 119bersengketa bisa dilakukan maka proses peradilan itu tentutidak perlu dilakukan. Justru karena masalah sengketawarisan itu tidak bisa diselesaikan secara damai maka perludibuat gugatan. Oleh karena itu tidak realistis menuntut suatukesepakatan pilihan salah satu dari tiga sistem hukum diantara pihak penggugat dan tergugat sebelum gugatan itudiajukan ke pengadilan.Selanjutnya problem dalam proses beracara munculketika kesepakatan pilihan hukum tercapai pada saat perkaratersebut sedang diproses dalam suatu persidangan. Misalnyagugatan diajukan ke pengadilan agama, ketika prosespersidangan di pengadilan agama sedang berjalan para ahliwaris mencapai kesepakatan untuk menggunakan hukumperdata Barat di pengadilan negeri. "Bagaimana sikap
pengadilan negeri menghadapi kasus tersebut? Demikian juga
pengadilan agama apakah meneruskan proses persidangan
atau menghentikannya, dan melimpahkannya pada pengadilan
negeri ? ". Di sini persyaratannya tidak terpenuhi, karenasesuai ketentuan undang-undang syarat-syarat kesepakatanpilihan hukum harus tercapai sebelum proses persidangan.Jika berpegang pada konsepsi dasar hak opsi, makakesepakatan pilihan salah satu dari tiga sistem --- hukum yangdicapai ketika proses beracara di persidangan sedangberlangsung, maka pilihan hukum tersebut tidak berlaku lagi.Karena berdasarkan UU (dalam Penjelasan Umumnya)kesepakatan itu harus tercapai sebelum perkara diajukan kesuatu institusi peradilan.Ketentuan dalam Penjelasan Umum butir 2 alineakeenam, di satu sisi dapat menjadi dasar argumentasi bagipihak yang menyatakan bahwa proses persidangan yangsedang berlangsung harus dilanjutkan karena didasarkan



120 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agpada diktum, yang menyatakan bahwa menurut ketentuan UUyang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut ke-sepakatan harus terjadi sebelum persidangan. Oleh karena itudalam kasus di atas penggunaan hak opsi gugur dengansendirinya. Tujuan penggugurannya yaitu demi tegaknyakepastian hukum pada satu pihak dan tegaknya wibawapengadilan di pihak lain. Oleh karena itu, sekali gugatandiajukan ke suatu pengadilan, maka pengadilan yangmenerima gugatan sudah mutlak berwenang mengadilinya.Walaupun ketika proses verbalnya sedang berlangsung parapihak dapat mencapai (membuat) kesepakatan memilih salahsatu sistem dari tiga sistem hukum warisan yang berlaku diIndonesia.147Di sisi lain dapat juga dibuat suatu argumentasi yangberbeda dengan argumentasi dan dasamya yang telahdikemukakan di atas. Yaitu : proses yang sedang berlangsungdi suatu peradilan harus dihentikan ketika kesepakatan diantara para pihak penggugat dan tergugat telah tercapai.Tidak dibenarkan proses persidangan terus dilakukanberpijak pada dasar argumentasi yang lebih umum.Argumentasi yang diajukan tersebut bertitik tolak padamakna kesepakatan. Setiap kesepakatan antara para pihakmenurut pasal 1338 KUH Perdata,148 merupakan Undang-
147 Ibid., hal. 170148 Pasal 1338 berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat secarasah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan ke-dua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undangcukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan i'tikat baik". Dikutipdari R. Subekti dan Tirto Sudibiyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hal. 307



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 121undang bagi mereka (para pihak yang membuat kesepakatantermasuk penggugat dan tergugat), dan setiap kesepakatanberlaku kapan saja, serta dapat menyingkirkan suatu prosespersidangan pada suatu pengadilan yang sedang berjalan.Walaupun Penjelasan Umum UU No. 7 tahun 1989 seolah-olahhanya membatasi perwujudan kesepakatan sebelum parapihak berperkara. Pembatasan tersebut tidak bersifatimperatif, sehingga dapat dilampaui, sampai pada saatperkara belum diputuskan. 149Dari paparan di atas, ada dua dasar hukum yang dapatmenjadi landasan perspektif dan argumentasi dalam melihatdan menyikapi tentang keberada-an hak opsi, yang terdapatdalam Penjelasan Umum butir 2 alinea keenam UU No. 7tahun 1989. Perspektif pertama landasan hukumnya ber-tumpu pada Penjelasan Umum UU No. 7 tahun 1989 itusendiri. Sedangkan perspektif kedua bertolak pada pasal 1338KUH Perdata yang bersifat lebih luas karena kesepakatanyang dimaksudkan dalam pasal 1338 KUH Perdata mencakupberbagai kesepakatan termasuk ke-sepakatan dalam memilihsistem hukum dalam menyelesai-kan sengketa kewarisan.Kedua perspektif tersebut berpijak pada dua dasaryuridis formal yang berbeda. Namun tidak menawarkansolusi tuntas terhadap problema yang timbul dalam prosesberacara bila hak opsi dalam perkara warisan digunakanoleh para pihak yang bersengketa. Kedua argumentasi di atassaling bertentangan. Bila ditinjau secara legal formal,perspektif pertama merupakan argumentasi yang kuat. Hakopsi gugur dengan sendirinya bila kesepakatan pilihanhukum tidak tercapai, kemudian para pihak yang ber-
149 M. Yahya Harahap, Kedudukan…¸hal. 170



122 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agsengketa saling mengajukan gugatan karena didasarkanpada asas lex specialis derogat lex generalis (ketentuankhusus lebih didahulukan dari pada ketentuan umum).Tapi implikasi dari argumentasi ini, jika dua gugatandiajukan oleh penggugat yang berbeda dengan sistem hukumyang berbeda pula, maka tidak dapat dihindari akan meng-hasilkan putusan hakim dari dua institusi yang berlainan dansaling tumpang tindih. Oleh karena itu dapat diprediksikanbila hak opsi tersebut tetap dikukuhkan secara yuridisformal, akan menimbulkan problema baik bagi para pihakyang bersengketa maupun bagi institusi peradilan yangberwenang mengadili perkara warisan di Indonesia, yaitupengadilan agama dan pengadilan negeri.Oleh karena itu untuk menepis munculnya problemadalam proses beracara dan penyelesaian perkara warisandengan menggunakan hak opsi, para pihak yang bersengketa(penggugat dan tergugat), harus dapat menyikapi secarabijak. Bahwa pilihan hukum tersebut bukan dimaksudkanuntuk menimbulkan silang pendapat dan konflik internal diantara para pihak untuk memilih sistem hukum dalampenyelesaian perkara warisan. Tapi bisa dijadikan suatupeluang untuk menjembatani konflik yang terjadi. Dengandiktum dalam Penjelasan Umum butir 2 alinea keenam yangmenyatakan bahwa "para pihak sebelum berperkara dapatmempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akandipergunakan dalam pembagian warisan ". Dapat dijadikanmomentum untuk bertemu dan menjernihkan pikiran diantara para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa ke-warisan.Ketentuan bahwa kesepakatan pilihan hukum harusdicapai sebelum perkara diajukan ke suatu institusi per-



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 123adilan, dapat menjadi titik awal kompromi dan musyawarahdi antara para pihak yang bersengketa. Bila satu kesepakatan(pilihan hukum) dapat dicapai maka akan terbuka peluanguntuk menyelesaikan sengketa kewarisan secara damai,walaupun gugatan telah diajukan ke pengadilan, para pihakyang bersengketa tetap diberi peluang untuk berdamai.Dalam perkara perdata para hakim sebelum melanjutkanproses pemeriksaan perkara, harus memberi waktu ataupeluang bagi para pihak yang bersengketa untuk berdamai.Oleh karena itu walaupun gugatan telah diajukan kepengadilan, tidak tertutup kemungkinan untuk meng-gunakan cara kompromi dan berdamai di antara para pihakyang bersengketa. Apalagi ketentuan dalam PenjelasanUmum butir 2 alinea keenam UU No. 7 tahun 1989mengharuskan kesepakatan pilihan hukum tercapai sebelumperkara diajukan ke pengadilan. Ketentuan tersebut dapatdigunakan sebagai tahap awal untuk mencapai titik temu,dalam menyelesaikan persengketaan dan konflik yangterjadi di kalangan ahli waris, yang merupakan karib kerabatdan masih terikat dalam ikatan sepertalian darah (nasab).Demikianlah sebagian yang dapat dideskripsikankendala-kendala yang timbul dalam proses beracara, denganadanya formulasi hak opsi dalam UU No. 7 tahun 1989 padabagian Penjelasan Umum butir kedua alinea keenam. UU inisecara yuridis formal cenderung memberi peluang ter-jadinya problema dan menimbulkan konflik di antara parapihak yang bersengketa. Bahkan problema tersebut dapatberimbas dalam proses beracara dan penyelesaian perkaradi suatu institusi peradilan.Keberadaaan hak opsi dalam UU No. 7 tahun 1989 telahmemperpanjang kesulitan atau problema tersendiri dalam



124 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agproses beracara, baik di pengadilan agama maupunpengadilan negeri. Baik pemilihan hukum waris tersebutdisepakati sebelum sidang --- walaupun kemungkinanterjadinya kecil sekali --- oleh para pihak yang berperkara.Ataupun kesepakatan terjadi ketika proses berperkara disuatu pengadilan sedang berlangsung.
C. Dampak Penetapan Hak Opsi terhadap Kompetensi

Peradilan AgamaPenetapan pilihan hukum yang dirumuskan dalamPenjelasan Umum butir 2 alinea keenam secara langsungberdampak terhadap eksistensi peradilan agama dankompetensi absolutnya. Dengan adanya hak opsi telahmelabilkan bagian dari kompetensi absolut peradilan agama.Padahal dasar penerapan UU No. 7 Tahun 1989 adalah untukmengukuhkan keberadaan peradilan agama sebagai institusiformal bagi umat Islam dalam mencari keadilan dalambidang hukum perdata tertentu. Tetapi dengan adanyakonsepsi hak opsi dalam perkara warisan, tujuan semulayang ingin dicapai untuk mengukuhkan eksistensi peradilanagama dan kompetensi absolutnya tidak dapat terwujudsepenuhnya. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhanhukum warisan bagi ummat Islam Indonesia yang harussesuai dengan hukum Islam dan dapat dilaksanakan secarakonsekwen sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.Bagaimanapun keberadaan hak opsi dalam perkarawarisan adalah sebagai suatu hak untuk memilih salah satusistem hukum warisan dalam penyelesaian perkara dan untukmencari keadilan. Pilihan hukum tersebut dibutuhkan dansesuai dengan keinginan seorang penggugat dan tergugatataupun sekelompok penggugat dan tergugat dengan tujuan-



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 125tujuan yang mereka maksudkan. Hal ini telah memposisikanmasalah kewarisan bukan lagi sepenuhnya menjadi wewenangpengadilan agama untuk memutuskannya tetapi dikembalikanpada para pihak yang berperkara. Padahal secara yuridisformal UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan untuk memantapkandan memperkokoh eksistensi peradilan agama sebagaiinstitusi peradilan yang memiliki kompetensi absoluttersendiri.Adanya pilihan hukum bagi para pihak yang mem-butuhkan solusi dalam perkara warisan, merupakan bagiandari sisi-sisa kebijakan politis dengan disamarkan melaluiteori hukum ilmiah yang dicetuskan oleh ilmuan pada masaKolonial Belanda untuk kepentingan melanggengkanpenjajahannya. Pasang surut perkembangan peradilan agamadan cakupan kompetensi absolutnya secara legal-formalmerupakan pencerminan politik hukum yang dilatarbelakangioleh beberapa fakta. Antara lain, kesadaran hukummasyarakat untuk menggunakan pengadilan agama sebagaiwadah dalam menyelesaikan sengketa. Pandangan pakarhukum tentang urgensi pengadilan agama dan kehendakpolitik (political will) untuk memantapkan keberadaanpengadilan agama di suatu otoritas pemerintahan padazamannya masing-masing.150 Pengadilan agama tidak akandirasakan keberadaannya apabila tidak ada dasar hukum yangkuat sebagai dasar keberadaannya. Dasar hukum tersebutbaru ada apabila political will suatu otoritas pemerintahanmenghendakinya.
150 Ahmad Roestandi, "Prospek Peradilan Agama: Suatu TinjauanSosiologis", dalam Amrullah Ahmad, SF, Dimensi Hukum Islam dalam

Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 21l.



126 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgPerlunya political will suatu otoritas pemerintahanterhadap keberadaan peradilan agama itu telah dirasakansejak berdirinya peradilan agama pada masa kesultanan diIndonesia. Political will tersebut juga telah terlihat pada masapenjajahan Belanda dan pendudukan Jepang bahkan hinggasekarang.Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnyaeksistensi peradilan agama tetap dipertahankan masa VOCdidasarkan political will sehingga disusunnya Compendium
Freijer. Selanjutnya ditetapkan Stbl. 1882 No. 54 dilatarbelakangi oleh political will pemerintahan Hindia Belandayang mengutamakan perhitungan untung rugi dari segiekonomi, untuk membiarkan pribumi hidup denganhukumnya sendiri. Faktor lainnya yaitu kesadaran hukummasyarakat dalam menerapkan hukum Islam khusus dalambidang hukum warisan, sehingga berdasarkan hasilpengamatan LWC Van den Berg maka dicetuskanlahh teori
Receptio in Complexu, yang menyatakan bahwa telah terjadipenerimaan seluruh hukum Islam oleh ummat Islam diNusantara.Walaupun pada mulanya pemerintah Hindia Belandabermaksud membiarkan penduduk pribumi menjalankanhukum Islam. Namun lama kelamaan mereka menyadaribahwa ajaran lslam -termasuk hukum Islam- yang dijalankansecara konsisten oleh ummat Islam Indonesia akan mem-bentuk suatu kelompok masyarakat yang kuat dan solid.Sehingga bisa menjadi ancaman bahkan menjadi bumeranguntuk kelanggengan kekuasaan mereka di Indonesia. Olehkarena itu pemerintah Hindia Belanda merubah political willdengan upaya memisahkan ummat dari syariat Islam. Dengan



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 127dasar hasil penelitian para pakar hukum adat seperti VanVollenhoven, C. Snouck Hurgronje dan Bentrand Ter Haardengan rumusan teori Receptie. Mereka menyatakan bahwahanya hukum Islam yang telah benar-benar diresepsi(diserap) oleh hukum adat saja yang berlaku bagi pendudukIndonesia yaitu bidang hukum perkawinan saja.Politik hukum masa kolonial Belanda ini, tampaknyasangat mempengaruhi pikiran sebagian pakar hukumIndonesia, dan mereka memegang teguh prinsip tersebut.Pengaruhnya sangat terasa bila diteliti isi UU No. 19 tahun1948 dan UU Darurat No. I tahun 1951. Ketentuan pokoknyamengarah pada penghapusan peradilan agama serta seluruhkompetensi absolut yang menjadi wewenangnya.Dalam perjalanan sejarahnya -- sebagaimana telahdijelaskan dalam Bagian ketiga buku ini -- lingkup kompetensiabsolut peradilan agama selalu dipengaruhi oleh kondisipolitik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan HindiaBelanda, mereka merangkul kalangan feodal dan menyisihkanulama dari lingkungan birokrasi, dalam konfrontasinyapemerintah Hindia Belanda mengasingkan sebagian besarumat Islam dari hukumnya dan membentuk citra Islam dengankekumuhan dan keterbelakangan. Pada masa penjajahanJepang kondisinya terbalik, karena rnereka memerlukandukungan mayoritas umat Islam untuk menstabilkanposisinya. Namun tidak terlalu kuat pengaruhnya terhadaphukum Islam karena masa penjajahannya di Indonesia yangterlalu singkat.Setelah merdeka dan runtuhnya pemerintahan OrdeLama kondisi kompetensi absolut peradilan agama tidak luas.Pada pertengahan pemerintahan Orde Baru, ditetapkan UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman,



128 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agtidak ada perubahan berarti terhadap kompetensi absolut daneksistensi peradilan agama, Penetapan UU No. 7 tahun 1989tidak membuat eksistensi peradilan agama solid dalamtatanan institusi peradilan di Indonesia dan menatakompetensi absolut khususnya dalam bidang kewarisan.Keputusan otoritas politis Indonesia masih tetap dipengaruhioleh kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda. NuansaIslam dalam  pemerintahan dan kebijakan politiknya ter-kadang disorot terlalu tajam sehingga tetap terjadi ke-timpangan-ketimpangan dalam menata hukum Islam untukkepentingan norma hukum masyarakat.Ketika ditetapkan UU No. 7 tahun 1989, menurut umatIslam --sebagai umat yang mayoritas di Indonesia-- tidakterlalu berpengaruh dalam mengimplementasikan hukumIslam dalam kehidupan masyarakat. Walaupun secara yuridisformal, dengan ditetapkannya UU tersebut merupakan suatukemajuan bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia,terutama bagi eksistensi peradilan agama dan kompetensiabsolutnya. Sehingga dengan dikeluarkan UU yang khusustentang peradilan agama dapat lebih mengokohkankeberadaan institusi tersebut. Namun bila ditinjau secarainformal ketetapan hukum tersebut tidak terlalu berarti bagimasyarakat Indonesia karena walaupun UU tersebut tidakdiundangkan. Masyarakat, khususnya dalam persoalansengketa warisan, tetap menggunakan hukum waris Islamdalam menyelesaikan sengketa warisan,151 walaupun tidak
151Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat cenderungmenggunakan hukum waris Islam walaupun PP No. 4 tahun 1957 tidakmenjadikan perkara warisan sebagai kompetensi absolute peradilanagama. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesiapada tahun 1977, melakukan penelitian di Jakarta, karena didorong



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 129dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yangberagama Islam.Bahkan ketika mulai diterapkan UU ini, kebijakanpernerintah di bidang hukum tersebut disorot sebagai suatu
untuk menguji dua teori yang berkernbang mengenai posisi hukumkewarisan di Jakarta, teori pertama dikemukakan oleh R. Supomo bahwadi Jakarta tidak berlaku hukum kewarisan Islam, karena hukum Islambelum menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Teorikedua dikemukakan oleh Kusuma Atmaja, bahwa di Jakarta dalambidang kewarisan berlaku hukum Islam karena hukum Islam telahmenjadi kenyataan dalam masyarakat Jakarta yang beragama Islam.Maka diteliti animo masyarakat dalam menentukan pilihan lembagaperadilan untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Dengan menelitilembaga yang menjadi pilihan masyarakat dapat diketahui ke-cenderungan pilihan hukumnya. Kalau dipilih pengadilan negeri dapatdiduga pilihannya adalah hukum adat, karena penyelesaian kewarisan dipengadilan negeri itu menggunakan sistem hukum Adat. Kalau dipilihpengadilan agama maka dapat diduga kecenderungan pilihannya adalahhukum Islam. Dengan mengetahui kecenderungan-kecenderunganpilihan hukum itu dapat diketahui hukum mana yang merupakankenyataan dalam masyarakat. Hasil penelitiannya temyata Iebih banyakorang yang meminta bantuan pengadilan agama. Dari 1081 kasus yangmuncul di tahun 1976, 1034 kasus (95,65%) diselesaikan oleh PA 47kasus (24,35%) diselesaikan oleh PN. Dari analisa faktor-faktor yangmenyebabkan muslim di Jakarta memilih hukum Islam, karena hukumIslam menyelesaikan masalah kewarisan dengan adil dan memuaskan.Penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa walaupun secara formal,UU menetapkan kewarisan menjadi kompetensi absolut pengadilannegeri, namun masyarakat tetap memilih hukum waris Islam danmemilih pengadilan agama sebagai institusi dalam menyelesaikanperkara warisan. Dikutip dari Habibah Daud, "Peranan PengadilanAgama dalam menyelesaikan masalah kewarisan" dalam, DITBIN-BAPERA, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia,(Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag, 1985), hal, 155.



130 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agupaya politis untuk membangkitkan kembali ketentuan dalamPiagam Jakarta. Padahal ketika UU ini belum diundangkansebagian umat Islam tetap berusaha menjalankan hukumIslam secara konsisten meskipun tidak secara legal formal.Hak opsi dalam perkara warisan harus dihilangkan demitercapainya stabilitas tata hukum Negara Indonesia. Rekayasailmiah di bidang hukum waris sudah sewajarnya diakhiri, agarumat Islam Indonesia tetap concern pada hukum waris Islamkarena hukum tersebut bersifat qat'i, dan harus dilaksanakandengan semestinya dalam hidup dan kehidupan umat IslamIndonesia sebagai bentuk ketaatan yang mutlak pada AllahSWT. Pendapat senada dilontarkan Anwar Harjono, karenamenurut beliau diundangkannya UU No. 7 tahun 1989, tidakdimaksudkan untuk melahirkan problema baru dalammasyarakat dan dalam tata hukum nasional. Dengan iklimpolitik sekarang yang cenderung semakin terbuka, adanya UUNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakinmembuktikan relevansi hukum Islam dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Dengan UU ini dapat diakhirikeanekaragaman ketentuan dasar perundang-undangantentang peradilan agama sekaligus memantapkan wawasannusantara, UU No.7 tahun 1989 dikhususkan untukmemantapkan eksistensi peradilan agama serta melestarikankehendak sejarah peradilan agama di Indonesia. Untuk ituketentuan hukum Islam yang tercakup dalam UU ini harusdijalankan secara konsekwen oleh seluruh ummat IslamIndonesia tanpa dikotomi dengan adanya hak opsi dalamperkara warisan.152 Oleh karena itu bila masih ada pilihan
152 Anwar Hardjono, Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman

Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 125.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 131hukum bagi ummat Islam yang dapat menjauhkan dirinya darihukum Allah berarti juga telah mengganggu stabilitaswawasan nusantara, dan secara khusus sangat berpengaruhterhadap kompetensi absolut peradilan agama dan eksistensiinstitusi tersebut.Stabilitas hukum dan kemantapan peradilan agamamemang menjadi pokok-pokok pikiran yang melandasikehendak politik untuk diundangkan UU No. 7 tahun 1989,seperti yang tercantum pada point "c" yaitu: "sebagai salahsatu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran,ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melaluiperadilan agama.153Untuk mencapai pokok-pokok pikiran dan tujuandiundangkannya UU No. 7 tahun 1989, maka penjelasan umumbutir ke 2 alinea keenam yang menyatakan "para pihaksebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilihhukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisannya"tidak hanya diartikan sebagai hak opsi. Untuk memilih tigasistem hukum warisan yang ada di Indonesia yaitu sistemhukum warisan Islam, sistem hukum waris Adat, dan sistemhukum waris Perdata Barat. Tetapi dapat diartikan sebagaialtematif dalam mempertimbangkan untuk memilih hukumyang dipergunakan dalam pembagian warisan adalah didasariuntuk mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris.154Jadi pilihan hukum tersebut jangan dijadikan peluanguntuk menghindari diri dari hukum waris Islam, apalagi
153 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar

Sejarah, Hambatan dan Prospektnya, (Jakarta; Gema Insani Press, 1995),hal. 125.154 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama;(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 237.



132 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agmenganggap hukum Islam tidak adil dalam pembagiannya.Hukum waris Islam adalah hukum Allah. Allah yang MahaMengetahui kemaslahatan dan keadilan untuk manusia.Hukum waris Islam mempunyai asas keadilan berimbang,yang mengandung arti harus senantiasa terdapatkeseimbangan antara hak dengan kewajiban, antara hak yangdiperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunai-kannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapatkan hakyang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.155Dengan memegang prinsip-prinsip tersebut makakompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang kewarisantidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai umat Islam makasudah selayaknya untuk konsekwen terhadap ketentuanhukum yang telah Allah SWT tetapkan dengan meng-implementasikan dalam kehidupan ini. Dengan demikian hakopsi tidak akan berdampak secara langsung terhadapkompetensi absolut peradilan agama, hak opsi tersebut harusmenjadi suatu ketentuan yang diabaikan dan tidak digunakanoleh ummat Islam Indonesia yang membutuhkan pe-nyelesaian perkara kewarisan, bila ummat Islam Indonesiatelah kuat imannya dan meyakini sepenuhnya keadilan hukumAllah.
155 Ummat Islam Indonesia, harus meneguhk.an diri untuk memilihhukum waris Islam. Sehingga dengan keteguhan ummat pada hukum warisIslam maka legitimasi UU yang memberi peluang terjadinya hak opsi,untuk memilih sistem hukum adat dan hukum waris Perdata Barat sebagaidasar hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan tidak ak:anberfungsi. Dikutip dari Neng Djubaedah, "Pelaksanaan Hukum KewarisanIslam dalam Masyarakat Muslim Indonesia, Suatu Harapan" dalam Mimbar

Hukum No. 40 Tahun IX, (Jakarta: Al-Hikmah, dan DITBINBAPERA Islam,1998), hal. 14.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 133Namun dari tinjauan formal, pemberian hak opsi atauhak memilih hukum bagi orang-orang yang beragama Islamdapat melemahkan kekuasaan atau kornpetensi absolutperadilan agama. Oleh karena itu agar pelaksanaan hukumIslam efektif dan dapat meningkatkan kesadaran ummat Islam,maka butir 2 alinea keenam dari penjelasan umum itu tidakdiperlukan. Ketentuan tersebut secara yuridis melemah-kankedudukan peradilan agama karena hanya ditempatkansebagai peradilan alternatif; bagi ummat Islam dalammenyelesaikan sengketa kewarisan.
D. Hak Opsi dan Stabilitas Sistem Hukum Waris NasionalDi Indonesia, hukum kewarisan merupakan masalahyang rumit dan membingungkan, khususnya setelah munculkonsep tentang teori receptie. Masalah kewarisan mudahsekali menimbulkan kekacauan dan perdebatan seru dikalangan ahli hukum maupun aktivis politik Indonesia. Hal inidisebabkan karena begitu mengakarnya teori receptie dalamsistem hukum yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven danChristian Snouck Hurgronje. Sehingga meski perdebatantersebut muncul, namun solusi untuk menuntaskan per-masalahan tersebut tidak ditemukan juga. Banyak tulisan dankarangan yang diterbitkan namun belum mencapai suatukesimpulan yang menyeluruh dan komprehensif.Walaupun undang-undang No. 7 tahun 1989 tentangperadilan agama dan kompetensi absolutnya telah diundang-kan dan diaplikasi, namun dalam masalah kewarisan tetapmenimbulkan problema yaitu karena adanya hak opsi, yangberdampak pada ketidak konsistenannya. Dalam tata hukum



134 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agnasional, khususnya ketentuan dalam UU No. 7 tahun 1989,masih menempatkan kompetensi absolut peradilan agamakhususnya tentang kewarisan dalam posisi yang lemah.Problema yang muncul dalam penetapan hukum ini khusustentang masalah kewarisan jelas sekali menunjukkanpergumulan antara hukum Islam, hukum adat dan hukumperdata Barat, ditambah lagi dengan adanya pengaruhkekuasaan ideologi dan politik. Sehingga menampilkanspektrum pertentangan antar sistem hukum dalam tata hukumnasional negara Indonesia. Hal ini sangat mem-pengaruhistabilitas hukum dan rasa keadilan yang sangat dibutuhkanoleh masyarakat.Problema yang ditampilkan dengan adanya hak opsitersebut dari muncul segi sosial, politik dan ideology. Segi-segiini menyangkut tingkatan dan watak ekspansi Islam diIndonesia, yang sangat beragam coraknya. Hal ini disebabkanoleh faktor penyebaran dan ekspansi Islam serta tingkatanpemahaman pemeluk Islam di suatu daerah berbeda-beda.Secara legal formal, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhanhukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukumwaris secara komprehensif masih belum begitu berhasilsehingga digunakan secara konsekwen oleh ummat. Walau-pun di beberapa daerah tertentu konsepsi hak opsi tersebutbisa saja tidak menimbulkan problema, yaitu di daerah-daerahyang penduduknya telah memegang teguh syari'at Islamsecara kaffah. Sehingga bila terjadi persengketaan dalambidang kewarisan tetap hukum Islam yang dijadikan sebagaisolusinya.Di Aceh misalnya, masyarakat tidak terlalu menggubristentang keberadaan hak opsi tersebut, karena bagi merekaproblema kewarisan harus diselesaikan dengan hukum Islam.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 135Kenyataan itu merupakan prinsip yang tidak tergoyahkan,disebabkan keyakinan dan pengamalan syari'at Islam yangkonsekwen dalam masyarakat Aceh.Hanya di beberapa daerah, di mana hukum adat masihsangat berpengaruh dan masyarakat masih meyakini bahwahukum adat bukanlah hukum Islam. Bila perkara kewarisanitu timbul, biasanya selalu ditafsirkan dengan pertanyaanyang sederhana: Apakah hukum lslam atau hukum adat yangdijadikan solusinya ? Pemimpin-pemimpin yang berorientasinon hukum Islam menjawabnya dengan penuh keyakinan,bahwa hukum adat lah yang mencerminkan rasa keadilanrakyat yang sebenamya. Sedangkan golongan pemimpin-pemimpin muslim yang taat dengan cepat mengatakan,bahwa mayoritas muslim hanya menerima hukum Islamsebagai hukum yang harus diimplementasikan karenaketentuannya memenuhi rasa keadilan yang dibutuhkan dandalam berbagai perspektif, hukum Islam itu lebih baik daripada hukum adat yang primitif.Walaupun hukum Islam sudah ditetapkan beberapaabad yang lampau namun tetap relevan karena syariat Islambersumber pada al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian dapatdiyakini bahwa hakikat keadilan yang dibutuhkan olehummat Islam akan terpenuhi. Tinggal ummat Islam yangharus mengimplementasikan syariat Islam dalam berbagaiaspek kehidupannya.Sebenarnya sebelum ada ketentuan tentang hak opsidalam perkara warisan, umat Islam Indonesia memang telahbanyak sekali mempersoalkan, apakah harus mengikutihukum waris Islam ataukah hukum waris adat. Pada umumnyajarang dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwahukum waris Islam telah diikuti dan diimplementasikan secara



136 |Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

kaffah dalam suatu kelompok masyarakat di mana hukum adatmasih mencengkeram begitu kuat. Kondisi masyarakat sepertiini dapat dilihat dalam masyarakat Minangkabau di SumateraBarat yang memegang garis kekeluargaan matrilinial dan dipulau Jawa dalam kehidupan muslim abangan.Di luar pengadilan, biasanya masyarakat menyelesaikanmasalah warisan tidak hanya dengan satu cara penyelesaian,karena kadangkala pola umum dari sistem kekeluargaanmasyarakat setempat tentu saja sangat mempengaruhiprinsip-prinsip pembagian warisan. Namun tentang siapayang mendapatkan dan berapa bagiannya, biasanya selaluditentukan sesuai kebutuhan pribadi, simpati, denganmemandang keadaan dan hubungan perorangan, serta lebihmengedepankan sikap toleransi untuk mencapai ke-maslahatan. Cara pembagian warisan dengan jalan damaidan musyawarah, masyarakat selalu berusaha agarpembagian warisan dapat merata kepada seluruh anggotakeluarga, dengan mempertimbangkan segala sesuatumenyangkut kebutuhan keluarga tersebut, kewajiban-kewajiban serta saham yang tersedia. Kondisi seperti inibanyak ditemukan dalam berbagai kelompok adat yang adadi Nusantara tanpa ada keterikatan pada suatu ketentuanyang kaku. Bahkan yang tercermin dalam prilaku kelompokadat pengaturan tentang warisan cenderung fleksibel danpengaturannya sangat kabur karena yang dikedepankanhanya sikap toleran terhadap anggota keluarga yang lebihmembutuhkannya.Bila penyelesaian kewarisan di Iuar jalur Pengadilan,jarang ada aturan yang dapat dijadikan patron yang bisadiikuti secara tepat. Tetapi bagaimanapun terlihat adanyacorak-corak umum yang timbul sebagai implikasi dari



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 137persentuhan hukum Islam dengan hukum adat. Sekiranyakondisi sosial dan politik dapat menjadi sarana, makakelompok Islam dalam masyarakat patrilinial lebih mudahuntuk menerima elemen-elemen Islam kecuali bila gejala-gejala menentang hak-hak wanita benar-benar kuat. Seperti diAceh, pengaruh hukum waris Islam sangat besar karenapengakuan hukum Islam terhadap ashab al-furud sejalan benardengan alam pikiran bilateral. Di daerah gadis kekeluargaan
matrilinial seperti di Minangkabau, sedikit sekali hukum warisIslam diaplikasi, kecuali untuk orang-orang tertentu yangmenentang aplikasi hukum adat dalam menyelesaikansengketa kewarisan.Perubahan-perubahan corak susunan keluarga, dapatmemberikan akibat yang positif bagi pengaruh hukum Islamdalam kewarisan. Kalau ketaatan beragama saja mungkin tidakcukup kuat untuk mendorong ditaati prinsip-prinsip Islamdalam bidang kewarisan, sehingga kadang-kadang kebutuhanterhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam itulah yangmendorong ketaatannya.Oleh karena itu ketentuan hak opsi dalam kewarisantelah menghambat keinginan dan kebutuhan sebagian oranguntuk mendapat keputusan hukum yang sesuai menurutsyari'at. Jadi hak opsi merupakan langkah mundur dalamkonteks hukum, karena adanya hak opsi telah membuatinstabilitas bagi masyarakat yang membutuhkannya. Seharus-nya pihak yang melegislasi ketentuan ini harus melihat kondisisosio-religi penduduk Indonesia yang mayoritas Islam.Kepatuhan umat Islam pada hukum Islam merupakan suatukemestian yang tidak bisa dielak, dan hal ini tidak adapengecualiannya walaupun dalam bidang hukum waris.



138 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgHazairin telah memberikan pandangannya tentangpelaksanaan hukum Islam yang dihalangi karena didasari padateori receptie: "Bagi orang yang sepenuhnya berjiwa Islam, me-nyampingkan hukum faraid sama saja dengan me-nyampingkan ketentuan-ketentuan Allah, sama dengan me-langgar Pancasila dan sama dengan mencemarkan seluruh isiAl-Quran dan menentang keimanan". 156Keberadaan hak opsi dalam perkara warisan tidakhanya menimbulkan problema dalam proses beracaranya dipengadilan saja, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Tetapijuga menambah keruwetan dalam proses penyelesaianpergumulan antara hukum Islam dan hukum adat, karenaadanya hak opsi telah menambah luas lahan untuk terjadinyapergolakan tersebut. Untuk daerah-daerah yang pengaruhIslamnya kuat seperti di Aceh dapat diprediksi bahwa hak opsitersebut tidak akan digunakan oleh masyarakat muslim Acehuntuk penyelesaikan persengketaan kewarisan. Hal inidisebabkan nilai-nilai religius yang menancap begitu kuatdalam masyarakat, sehingga hukum hukum waris adat tidakdikenal lagi. Oleh karena itu masyarakat Aceh dalam masalahkewarisan hanya menggunakan hukum Islam secara mutlakuntuk penyelesaiannya.Sedangkan untuk daerah-daerah lain di Indonesia, dimana hukum adat  dalam bidang kewarisan masih begitu eratdipegang, ada kemungkinan hak opsi itu digunakan untukmenuntaskan problerna persengketaan warisan. Akibatnyaakan muncul problema-problema baru terutama dalamberacara, karena kesepakatan untuk memilih sistem hukumyang harus ditentukan sebelum beracara tidak akan tercapai.
156 Hazairin, Hukum, Kekeluarguan Nasional, (Jakarta: Tintamas,1962), hal. 4.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 139Kesepakatan tersebut kemungkinan besar akan menimbulkankerugian bagi salah satu pihak, bisa saja dari pihak tergugatdan tidak tertutup kemungkinan kerugian akan dialami olehpihak penggugat.Seandainya kesepakatan hukum diperoleh, makasebelum perkara diproses, kemungkinan untuk mendamaikanpara pihak yang bersengketa bisa saja terjadi, karena denganadanya kesepakatan tidak tertutup kemungkinan kesepakatanlain juga akan diperoleh. Misalnya perdamaian di kalanganpara pihak yang berperkara yang dijembatani oleh orangdipercayai oleh kedua belah pihak yang berperkara terutamatokoh-tokoh masyarakat di mana kedua belah pihakberdomisili.Selain itu problema lainnya juga ada, yaitu padapenentuan bagian dari harta warisan, karena di beberapadaerah tertentu pewarisan hanya dilakukan pada satu pihaksaja. Misalnya di daerah adat Batak Toba, menurut hukumwaris adat, harta warisan hanya diberikan pada pihak laki-laki saja karena sistem patrilinialnya yang begitu kuat.Warisan menurut sistem hukum adat ini tidak diberikan padapihak wanita, sehingga golongan wanita sangat dirugikan.Sedangkan menurut hukum Islam, wanita itu juga mendapatbagian saham tanpa didiskriminasi karena faktor gender.Dengan kondisi-kondisi seperti ini pertentangan di keduabelah pihak tidak dapat diselesaikan, dan bisa saja terjadibanyak problema lain yang muncul karena hak opsi ini, karenaketiga sistem hukum waris di Indonesia tidak mempunyaiketentuan yang sama.Perbedaan lain yang mencolok, antara sistem hukumwaris Islam, sistem hukum waris adat dan sistem hukum warisperdata Barat adalah pada penentuan pihak-pihak yang



140 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agberhak menerima warisan. Menurut hukum Islam ada empatorang utama yang berhak menerima harta warisan daripewarisnya yaitu: anak, orang tua yaitu ayah dan ibu, suamiatau istri.Menurut hukum adat, ada 7 golongan utama ahli waris,yaitu: keturunan pewaris, orang tua, saudara pewaris danketurunannya, orang tua dari orang tua, saudara orang tua danketurunan, orang tua dari orang tua (kakek), saudara orangtua dari orang tua dan keturunannya.Sedangkan menurut hukum perdata Barat, yaitu:1. Anak atau keturunan, suami atau istri.2. Orang tua dan saudara kakek atau nenek dan pewaris baikdan pihak ayah maupun pihak ibu3. Saudara sepupu (sekakek dan senenek baik dan pihak ayahmaupun dan pihak ibu).157Dan paparan di atas, terlihat hal-hal yang berbeda antarsistem hukum yang dapat menimbulkan problema dalamhukum kewarisan bila hak opsi diperbolehkan dan digunakanoleh para pihak yang berperkara untuk mencapai keuntunganindividual atau kelompok. Selain itu dalam hukum adat itusendiri banyak sekali corak dan ragamnya, penglasifikasianahli waris di atas menurut hukum adat, hanya sebagaigambaran umum. Sedangkan masing-masing hukum adat disuatu daerah ada spesifikasinya. Jadi dan versi hukum adat itusendiri punya suatu kerumitan, dan hakim di pengadilannegeri harus mengetahui kondisi ini bila menangani persoalanwarisan menurut hukum adat.Perbedaan sangat mencolok yang bisa menimbulkan
157 Hazairin, Hukum…, hal. 16. A. Sukris Sarmadi, Transendensi

Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), hal. 50.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 141pertikaian dalam persoalan warisan terutama dalam prosesperalihan harta warisan dan pewaris kepada ahli warisnya.Hal ini disebabkan asas-asas pewarisan dalam hukum Islamsangat berbeda dengan asas pewarisan dalam hukum adat danhukum perdata Barat. Dalam hukum Islam, asas ijbari(peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waristerjadi secara otomatis) merupakan asas yang fundamentalyang tidak ada dalam hukum perdata Barat. Dengan asas ijbariini, menurut hukum Islam peralihan harta seseorang yangtelah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlakudengan sendirinya. Berbeda dengan kewarisan menuruthukum perdata Barat di mana peralihan hak kewarisan kepadaahli waris tergantung dari kehendak dan kerelaan pewarisatau ahli waris. Jadi tidak berlaku peralihan harta warisandengan sendirinya.Dengan perbedaan ini, melalui penggunaan hak opsi paraahli wans akan memilih konsepsi hukum yang palingmenguntungkan. Bila pewaris meninggalkan hutang lebihbanyak dari pada harta warisan, bisa jadi digunakan hukumperdata Barat (BW) oleh ahli warisnya agar lepas darikewajiban membayar hutang pewaris. Sedangkan dalamhukum Islam, hutang wajib dibayar. Bila pewaris me-ninggalkan hutang, maka ahli waris wajib membayar hutangtersebut sebagai suatu kewajiban yang mesti ditunaikan.Perbedaan lainnya, yang dapat menimbulkan problemasekiranya pewaris menggunakan hak opsi yaitu dari segipenetapan ahli waris. Menurut hukum perdata (BW) bapakdiklasifikasikan sebagai golongan kedua berdasarkanketentuan pasal 854 KUH Perdata, baru bisa menjadi penerimawarisan dari anaknya bersama saudara-saudara pewarisapabila pewaris tidak mempunyai keturunan (mati punah).



142 |Dr. Muhammad Maulana, M.AgDalam KUH Perdata, orang tua termasuk dalam kelompokkedua yang akan terhijab oleh kelompok pertama yang terdiridari anak dan/atau keturunan pewaris, janda, atau dudapewaris, ketentuan ini terdapat dalam pasal 852 jo 858 ayat(1) KUH Perdata.Keberadaan bapak pada lapisan kedua terdapat jugadalam ketentuan hukum kewarisan adat Sunda, karena yangbcrhak menjadi ahli waris utama hanya anak dan/atauketurunan pewaris, sedangkan bapak pewaris (orang tua)baru dapat menjadi ahli waris bila pewaris mati punah. Jandadan duda menurut hukum kewarisan adat Sunda, bukansebagai ahli waris, walaupun ada perubahan hukum yangdidasarkan pada yurisprudensi. Misalnya yurisprudensihukum adat di Jawa Barat tahun 1969-1972, janda dapatmemperoleh bagian harta peninggalan suaminya baik dariharta asal maupun harta campuran. Dengan perubahantersebut maka kedudukan anak, janda, maupun duda dalamhukum kewarisan adat Sunda dapat mengenyampingkankedudukan orang tua.Menurut hukum kewarisan Islam, kedudukan orang tuapewaris tidak dapat dikesampingkan oleh anak pewaris dan/atau keturunannya serta janda atau duda pewaris. Orang tuamempunyai kedudukan mulia dan kuat karena mereka,terutama ibu pewaris menjadi ahli waris zaw al-furudwalaupun ada anak, (Q.S. Al-Nisa ' ayat 1, 12 dan 176), jandaatau duda pewaris (Q.S. Al-Nisa' ayat 12), kecuali ayah pewans,ia dimungkinkan untuk menjadi ahli waris penerima 'asabah.Dari deskripsi contoh perbandingan tiga sistem hukumtentang ayah, dapat dinyatakan betapa maha Adil Allah yangtelah mengatur perolehan bagian warisan bagi orang tuapewaris. Menurut hukum Islam orang tua dapat mewarisi



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 143bersama anak dan/atau keturunan pewaris, serta janda ataududa pewaris. Bila ketentuan ini dilanggar berarti menentanghukum kewarisan dalam al-Quran dan Hadis, lebih konkrit lagidapat dinyatakan telah dilakukan pelanggaran terhadap hakdan kewajiban asasi muslim.Kenyataan itulah yang terjadi jika proses penyelesaianperkara warisan di pengadilan negeri, ayah tidak akanmemperoleh sedikitpun bagian harta warisan oleh anaknyayang telah rneninggal dunia. Kondisi seperti ini dalamperspektif ummat Islam merupakan suatu tindakan yang tidakadil karena seakan-akan ayah tidak punya keterkaitan apa-apadengan anaknya ketika anaknya itu telah berkeluarga,mempunyai istri dan anak-anak. Jadi secara sosiologis dalammasyarakat Indonesia (jika diberlakukan hukum perdataBarat) akan terjadi suatu ketimpangan sehingga timbul sikapketidakpuasan atas putusan hukum tersebut.Oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik yang terjadibaik antar para ahli waris, maupun konflik antara pengadilanagama dengan pengadilan negeri karena persaingankompetensi absolutnya dan merasa bahwa institusinya palingberhak, maka Mahkamah Agung harus menempatkan dirisebagai lembaga arbitrase bagi konflik tersebut. Itupun jikapara pihak yang bersengketa menggunakan upaya peninjauankembali berdasarkan pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14tahun 1985, atas alasan antara pihak-pihak yang samamengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama terdapatdua putusan yang saling bertentangan antara satu pihakdengan pihak lainnya. Itupun kalau ada pihak yangmenggunakan upaya peninjauan kembali, kalau tidak adamaka kerumitan tersebut tidak akan terselesaikan.Mahkamah Agung untuk menanggulangi dan menangani



144 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agkemungkinan timbulnya kerumitan tersebut, pada tanggal 3April 1990 mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 2 tahun190 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 7tahun 1989. Surat Edaran ini ditujukan kepada ketuapengadilan tinggi, ketua pengadilan Tinggi Agama (PTA), ketuapengadilan negeri dan ketua pengadilan agama di seluruhIndonesia. Surat Edaran ini berisi dua belas butir, di antaranyayang berhubungan dengan wewenang pengadilan Agama dibidang hukum kewarisan, yang terdapat pada butir lima, yangmenjelaskan: "Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara yang beragama Islam, akan tetapidiajukan ke pengadilan negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990tetap diperiksa, diputuskan dan diselesaikan oleh pengadilandalam lingkungan peradilan umum".SEMA No. 2 tahun 1990 butir kelima ini, ditetapkandengan maksud untuk menguatkan wewenang ataukompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilanagama. SEMA No. 2 tahun 1990 butir kelima bisa digunakansebagai suatu upaya atau tindakan preventif untuk meng-hindari persengketaan dan konflik wewenang mengadiliantara pengadilan dari dua lingkungan peradilan yangberbeda, yang bisa berimbas bahkan berdampak padastabilitas tata hukum Nasional. SEMA Ini merupakan langkaharif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembagayang langsung mengayomi lembaga peradilan di bawahnya,karena peradilan umum dan peradilan agama secara teknis dibawah pimpinan Mahkamah Agung.158 Dan ketentuan pasal33 ayat ( l) huruf a Undang Undang No. 14 tahun 1985 tentang
158 Ketentuan Pasal l ayat (4) UU No. 14 Tahun 1970 berbunyi:"Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan lainmenurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang".



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 145Mahkamah Agung sebagai lembaga penengah hukum, apabilaterjadi sengketa kewenangan mengadili diselesaikanlangsung oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga penegakhukum tertinggi di Indonesia.Dengan adanya Surat Edaran No. 2 tahun 1990 ini, makajelaslah pendirian Mahkamah Agung terhadap isu dankeresahan yang berkembang di tengah masyarakat tentangdibenarkan atau tidaknya pilihan hukum bagi penyelesaianperkara warisan antar orang Islam. Mahkamah Agung ternyatamasih membenarkan adanya pilihan hukum, dan untuk itupengadilan negeri masih diperkenankan memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara warisan orang Islamsampai batas 1 Juli 1990. Tenggang waktu enam bulan itumerupakan masa transisi berakhirnya kewenangan mengadiliperkara warisan orang Islam, dari pengadilan negeri kepengadilan agama. Dengan demikian perkara warisan orangIslam setelah tanggal 1 Juli 1990 menjadi kewenangan absolutperadilan agama.
@@
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BAGIAN KELIMA
PENUTUP

A. Kesimpulan1. UU No. 7 tahun 1989 menjadi landasan yuridis formaluntuk mengokohkan eksistensi dan kompetensi absolutperadilan agama. Tetapi ketentuan yang tercantum padabagian Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam UU inimengandung konsepsi tentang hak opsi, diktum tersebutdikhususkan untuk perkara warisan. Oleh karena ituketentuan dasar dalam pasal 49 ayat (I) huruf b, yangmenctapkan kewarisan sebagai kompetensi absolutperadilan agama, berada dalam posisi labil dan tidak lagimutlak sebagai wewenang pengadilan agama. Penggunaanhak opsi oleh para pihak yang bersengketa dalam bidangkewarisan berdampak langsung terhadap eksistensi dankompetensi absolut peradilan agama. Hal ini disebabkansengketa kewarisan di kalangan ummat Islam tidak hanyadiselesaikan oleh peradilan agama tapi bisa saja diselesai-kan oleh pengadilan negeri. Sehingga bisa menimbulkanambivalensi sistem hukum dalam tata hukum warisnasional dan melemahkan eksistensi dan kompetensiabsolut peradilan agama. Berarti tujuan utama UU No.tahun 1989 uintuk mengokohkan eksistensi dankompetensi absolut peradilan agama dilabilkan denganadanya rumusan hak opsi dalam bagian penjelasan umum-



148 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agnya. Penggunaan hak opsi dalam penyelesaian perkarawansan memberi peluang terjadinya pergumulan antarsistem hukum waris dan konflik antara pengadilan agamadan pengadilan negeri, karena kewenangan mengadiliperkara warisan tidak hanya terjadi di lingkunganpengadilan agama tapi bisa juga diajukan ke pengadilannegeri.2. Pilihan hukum oleh para pihak bersengketa jika digunakandalam menyelesaikan perkara warisan menimbulkanproblema dalam proses beracaranya, baik proses beracaradi pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Diktumdalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam menetap-kan bahwa pilihan hukum tersebut harus disepakati olehpara pihak yang bersengketa sebelum perkara atau gugatantersebut diajukan pada sebuah pengadilan baik pengadilanagama maupun pengadilan negeri. Rumusan ketentuantersebut dalam realitas kehidupan masyarakat merupakanketentuan yang sulit untuk diterapkan. Para pihak yangbersengketa baik penggugat maupun tergugat hampir tidakmungkin membuat suatu kesepakatan pilihan salah satudari tiga sistem hukum yang masih diterapkan dalam tatahukum nasional, bila ketentuan dalam suatu sistem hukumtersebut merugikan kepentingannya. Kesepakatan pilihanhukum sulit terealisasi, karena hal tersebut harusdilakukan sebelum gugatan diajukan pada suatupengadilan. Kesepakatan pilihan hukum tersebut lebih sulitlagi tercapai bila perselisihan kewarisan di kalangan ahliwaris telah berlangsung lama.Bila kesepakatan belum terjadi namun gugatan tetapdiajukan oleh penggugat ke pengadilan, ketika prosesacaranya berlangsung akan timbul kendala jika tergugat



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 149tidak menghadiri persidangan disebabkan tidak tercapaikesepakatan pilihan hukum. Kemudian tergugat pada salahsatu pengadilan balas mengajukan gugatan ke institusiperadilan lainnya. Sehingga ada dua gugatan yang samapada dua institusi yang berbeda dan menghasilkan putusanyang tumpang tindih. Akibatnya, konflik tidak hanya terjadipada para pihak yang berperkara namun juga berimbaspada dua institusi peradilan tersebut. Kedua institusiterlibat konflik karena saling memberi putusan terhadapkasus yang sama, sehingga kondisi ini me-rupakanpengulangan pergulatan dan konflik antara pe-ngadilanagama dan pengadilan negeri yang telah ber-langsung lama,sejak masa penjajahan belanda hingga pe-netapan PP No.45 tahun 1957. Oleh karena itu ketentuan hak opsibukanlah memberi solusi terhadap persengketa-an wansanyang terjadi dalam masyarakat, malahan akanmenimbulkan konflik lain yang menambah kerumitanpenyelesaian perkara. Suatu kebijakan hukum harusmemberi solusi terhadap problema hukum yang timbuldalam masyarakat bukannya untuk memunculkan konflikbaru.UU menetapkan bahwa hak opsi harus digunakansebelum gugatan diajukan ke pengadilan, maka bilakesepakatan pilihan hukum tidak tercapai dan gugatantetap diajukan, berdasarkan Penjelasan Umum butir 2alinea keenam hak opsi gugur dengan sendirinya. Biladikembalikan pada asas hukum perdata bahwa kesepatanpara pihak merupakan ketentuan yang harus dilakukanditinjau dari sisi ini hak opsi tidak gugur. Namun adagiumyuridis menyatakan bahwa lex specialis derogat lex
generalis, dengan demikian kedua persepsi tersebut saling



150 |Dr. Muhammad Maulana, M.Agbertentangan dan tidak bisa diselesaikan bila kesepakatanpilihan hukum tetap tidak tercapai sebelum gugatandiajukan. Dengan keberadaan hak opsi dalam UU No. 7tahun 1989 merupakan sebuah dilema yang harusdihilangkan.Hak opsi bisa digunakan bila sikap kompromi terhadappilihan hukum bisa tercapai di kalangan para ahli waris.Oleh karena itu para pihak yang bersengketa dapatmenggunakan ketentuan dalam hak opsi yang menetapkanbahwa kesepakatan itu harus tercapai sebelum gugatandiajukan ke pengadilan sebagai peluang  untuk membuatkesepakatan berdamai atau pilihan hukum yang sesuai diantara mereka. Momentum untuk mencapai kesepakatantersebut dapat digunakan secara maksimal oleh para pihakdengan pertimbangan yang rasional sehingga per-sengketaan kewarisan yang timbul dapat diatasi baik padasaat dibuat kesepakatan pilihan hukum ---sehinggamenghasilkan keputusan bersama untuk menyelesaikansecara musyawarah-- maupun dengan mencapaikesepakatan pilihan hukum untuk diproses di suatupengadilan yang disepakati.3. Pergumulan antara hukum Islam, hukum adat dan hukumperdata Barat telah berlangsung lama. Adanya hak opsidalam penyelesaian perkara warisan tidak hanya me-nimbulkan problema dalam proses beracara namunmenambah keruwetan dalam proses penyelesaian per-gumulan antar sistem hukum tersebut. Hal ini terutamaterjadi di daerah-daerah yang tidak kuat pengamalansyari'at Islam, namun untuk daerah-daerah tertentu sepertidi Aceh, kekhawatiran tersebut tidak terjadi sama sekali,
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B. Rekomendasi1. Sudah saatnya pemerintah dan lembaga legislatifmenghentikan pergumulan dan pergolakan antarahukum waris Islam dengan hukum waris adat danhukum waris perdata Barat yang merupakan warisandari teori receptie yang diciptakan oleh kolonialisBelanda untuk menghentikan penerapan hukum Islamdi tanah air. Dibolehkan pilihan sistem hukumdalam UU No. 7 tahun 1989 telah memperpanjangpergumulan antara hukum waris Islam, hukum warisadat dan hukum waris perdata Barat. Penghentianpergumulan antar sistem hukum urgen dalam rangkamenciptakan stabilitas kehidupan ummat IslamIndonesia dan tata hukum nasional.2. Ketentuan tentang hak opsi yang ditetapkan dalambagian Penjelasan Umum butir 2 alinea keenam, UU No.7 tahun 1989 harus dihilangkan karena kebijakantersebut secara yuridis formal telah menghilangkantujuan utama penetapan UU No. 7 tahun 1989 untukmemantapkan eksistensi dan kompetensi absolutperadilan agama. Oleh karena itu, sudah seharusnyamasalah kewarisan dijadikan kompetensi absolut per-adilan agama secara mutlak, bukannya ditempatkanpada tataran pilihan hukum dan dijadikan sebagai hakopsi bagi para pihak yang bersengketa. Ketentuan hakopsi ini menimbulkan ambivalensi dalam penetapanhukumnya.
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GLOSSARY

Penulisan glossary ini didasarkan pada pengertiankata yang disesuaikan dengan makna kalimat dalampembahasan buku ini. Adapun kata dan adagium atauungkapan diberikan singkatan asal bahasa, seperti : singkatanAc (Aceh), Ar (Arab), Be (Belanda), In (Inggris), La (Latin), Pe(Perancis ), dan asal bahasa Indonesia tidak diberikan kode.Ab intesto (Be) : ahli waris yang ditetapkan menurutketentuan undang-undang.
Ahl al-hall wa al-raqd (Ar) : tokoh atau ulama yang punyakapasitas keilmuan, khususnya daiam hukum lsiam.Akta di bawah tangan : akta yang tidak resmi atau akta dibuattanpa pengesahan notaris atau pejabat yangberwenang.Akta o tentik : akta yang dibuat oleh notaris atau di depannotaries atau pejabat pemerintah yang berwenang.
Burgelijke wetbook (Be) : Kitab Undang-undang HukumPerdata.
Different judge different sentence (In): iain hakim iain puia
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Dwingend recht (Be) : hukum yang bersifat memaksa.
Godsdientige wetten (Be) : Undang-undang agama.Hak opsi, Choice of law (In) atau rechtskeuze (Be) : pilihanhukum dari tiga sistem hukum waris yang hidup daiamtata hukum nasional Indonesia.
Junto (Be): sampai dengan.
Kaffah (Ar): sempuma.
Landraad (Be): pengadiian negeri.
Legitieme portie (Be): bagian mutlak dari harta warisan yangditerima ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang.
Le mort saisit le vif (Pe) : apabila seseorang meninggal dunia,maka segala hak dan kewajiban pewaris beraiih kepadaahli waris.
Lex specialis derogat lex generalis (Be) : ketentuan khususlebih didahulukan dari pada ketentuan umum.Mahkamah Mukim (Ac) pengadilan yang dibentuk padatingkat kemukiman, menangani kasus-kasus yang tidakbisa diselesaikan pada tingkat pengadilan gampongatau kasus yang terjadi antar gampong dalam suatukemukiman.



Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia | 167Mahkamah Panglima Sagoe (Ac): pengadilan tinggi yangditunjuk untuk mengadili kasus tingkat banding.Mahkamah Ulee Balang (Ac): pengadilan tingkat menengahyang mengadili kasus yang tidak bisa diselesaikandalam masyarakat tingkat mukim atau kasus antarmukim.Meusapat (Ac) : institusi sebagai ganti pengadilan agamadi Aceh yang dibentuk pada tahun 1881, dengan dasarhukum Stbl. 1881 No. 83 oleh Mr. Der Kinderen.Pengadilan gampong (Ac): pengadilan di tingkat desa yangditangani oleh keuchik dan pemuka agama di suatudesa.
Political will (In): kehendak politik. Priesteraad (Be):pengadilan agama.
Regel end recht (Be) : hukum yang bersifat mengatur.Swapraja (La), Zelfbestuurder (Be), Ulee Balang (Ac) : daerahyang berpemerintahan sendiri (namun tetap berada dibawah suatu kesultanan).
Tahkim (Ar): arbitrase.Teori receptie (Be) : teori tentang pemberlakuan hukumagama yang diterirna atau diresepsi oleh hukum adat.
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